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KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2021




ADILAN TINGGI PALEMBANG

dilan satu atap dalam artian organisasi administrasi dan keuangan
ngadilan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah
awa babak baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan adanya
andemen tersebut mempengaruhi penyelenggaraan peradilan di Indonesia agar
peradilan mempunyai aturan yang jelas, lugas, rinci dan menyeluruh untuk
mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara
pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat
pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 yang
wilayah hukumnya meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli
1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah
hukum Provinsi Lampung. Pada tahun 1982 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1982
tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi
wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada Tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004.
Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5
Palembang meliputi wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan dan hingga saat inii

membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yaitu :

Tabel I.1.A.1
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus
Jalan Kapten A. Rivai No. 16
Kota Palembang

Kota Sumatera Selatan

Pengadilan Negeri | Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten
Lubuklinggau Musi Rawas Utara
> Kelas IB
Jalan Depati Said No. 29
Tapak Lebar Kota Lubuk
Linggau
3 Pengadilan Negeri Sekayu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin
Kelas II
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lan Letnan Muchtar Saleh
No, 119 Kota Kayuagung

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir

Pengadilan Negeri Baturaja
Kelas II

di Jalan HS.Simanjuntak No.
792 Kota Baturaja

Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, dan
Kabupaten OKU Timur

Pengadilan
Muaraenim
Kelas II
Jalan Ahmad Yani No. 17A
Kota Muara Enim

Negeri

Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(PALI)

Pengadilan Negeri Lahat
Kelas II

di Jalan H. Burlian Bandar
Jaya Kota Lahat

Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang

Pengadilan
Prabumulih
Kelas II
Jalan Jenderal Sudirman KM
12 Kota Prabumulih

Negeri

Kota Prabumulih

Pengadilan Negeri Pagaralam
Kelas II

Kompleks Perkantoran
Gunung Gare Kota
Pagaralam

Kota Pagaralam

10

Pengadilan Negeri Pangkalan
Balai

Kelas II

Jalan HM Asyik Agil KM 16
Kab Banyuasin

Kota Banyuasin
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ggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah
e-Sumatera Selatan

Gambar 1.A.1
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

PETASWIEAYAH HUKUM
PENGADIEANSFINGGIESUMATERASELATAN

Sejak berdirinya Tahun 1964, Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai 26 (dua puluh

enam) orang Ketua yang tercantum di bawah ini :

Tabel I.A.2
Daftar Nama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

No NAMA MASA JABATAN
1 Bambang Subekti, SH 1964 - 1969

2 Suryono, SH 1969 - 1974

3 Rusli, SH 1974 - 1982

4 Soekamto Purwo Putranto, SH 1982 - 1983

5 R. Moh. Iman, SH 1983 - 1984

6 R.L Tobing, SH 1984 - 1989

7 Pitodjo, SH 1989 - 1992

8 Paulus Wardoyo, SH 1992 - 1994

9 Ida Bagus Widja, SH 1994 - 1996 N
10 H.P Panggabean, SH 1996 - 1998
11 | Darwin Lubis, SH 1998 - 2000
12 | H.K. Silalahi, SH 2000 - 2001
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2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
. Sofyan Zen, SH., M.Hum 2004 - 2007
Bagus Sugiri, SH 2007 - 2008
Rusman Dany Achmad, SH 2008 -2009
Sugeng Achmad Yudhi, SH 2009 - 2012
Dr. Muh. Daming Sanusi, SH., M.Hum 2012 - 2014
Dr. Nommy HT Siahaan, SH., MH 2014 - 2016
Mabruq Nur, SH., MH 2016
H. Chaidir, SH. MH 2017
Ohan Burhanuddin Purwawangca,SH.,MH 2017-2018
Dr. H. Soedarmadji,SH.,M.Hum 2018 - 2019
Dr. H. Kresna Menon, SH.,M.Hum 2020 - Sekarang

Sedangkan untuk jabatan Panitera Sekretaris, Panitera dan Sekretaris yang bertugas di

Pengadilan Tinggi Palembang sejak berdirinya adalah :

Tabel I.LA.3

Daftar Nama Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang

No NAMA MASA JABATAN KETUA
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

1 Zaini Hamzah, SH 1981 - 1983
2 Rohimat, SH 1983 - 1986
3 Akhyar Umar, SH 1986 - 1989
4 Darmawan Sarbani, SH 1989 - 1993
5 Zaidarlis, SH 1993 - 1995
6 Nur Julesmini, SH 1995 - 1997
7 Aang Achmad, SH 1997 - 1999
8 Husni Sanusi, SH 1999 - 2001
9 H. Kamarullah MT, SH 2001 - 2003
10 Suwarfli, SH 2003 - 2009
11 Pujiono Akhmadi, SH., MH 2009 - 2013
12 H. Teuku Ilzanor, SH., M.Hum 2013 - 2014
13 H.M. Ramli, SH., MH 2014 - 2016

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan,
terdapat pemisahan jabatan antara Panitera dan Sekretaris di Pengadilan. Dengan
terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tersebut maka menghapus jabatan Wakil Paniter,
dan Wakil Sekretaris. Berikut daftar nama Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tj

Palembang :
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a Panitera Pengadilan Tinggi Palembang

ohedaba MASA JABATAN PANITERA
"M. Ramli,SH.,MH 2016 - 2017
Darno, SH., MH 2017 - 2019
Sumarlina,SH.,MH 2019 - Sekarang

Tabel I.A.5
Daftar Nama Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang
NAMA MASA JABATAN SEKRETARIS
Vivi Yulianita, SE., SH., MM 2016 - 2020
Reno Sugiarto,SH.,MH 2020 - Sekarang

B. TUGAS DAN WEWENANG
1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara
perdata di Tingkat Banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah

hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

v Fungsi Mengadili (judicialpower), yakni memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan
berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”

v Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik
menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,
perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

v Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan

tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di
tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan denga

seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi u
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vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

istratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan,
awaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis
ilan dan administrasi peradilan.

Fungsi Lainnya :

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan

beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Palembang.

C. VISI DAN MISI
Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa
depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh sumber daya manusia Pengadilan
Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya.
Penetapan Visi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut : "MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG
AGUNG".
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yang menjabarkan hal-hal yang
harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4

. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020 terdiri dari :
Ketua
Wakil Ketua
Hakim Tinggi
Hakim Ad Hoc
Hakim Yustisial
Panitera

Sekretaris

® N O U A WN =

Kepala Bagian

v' Kepala Bagian Umum dan Keuangan
v' Kepala bagian Perencaanaan dan Kepegawaian

9. Panitera Muda
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pala Sub Bagian
v Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
v Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

v Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

v Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

. Fungsional Panitera Pengganti.

12. Fungsional Pranata Komputer

13. Fungsional Arsipasris

14. Fungsional Umum/Pelaksana

Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan Tinggi yang
membawahi seluruh unit kerjanya meliputi, Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc Tipikor dan
Hakim Yustisial mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah
struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada
dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural.
Pada bagian fungsional adalah Panitera terdapat empat, bagian Panitera Muda yaitu
Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda
Tipikor. Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua Kepala Bagian
yaitu Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum &
Keuangan. Untuk Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepala
Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran dan Kepala Sub
Bagian Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum dan
Keuangan mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah
Tangga dan Kepala Sub Bagian Keuangan & Pelaporan.Masing-masing Kepala Sub
Bagian mempunyai staf, sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi
dengan Panitera.

Bagan Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang terlampir sebagai berikut :
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a.

I (tupoksi) Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur
n Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

rganisasi dan Tata Keja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah sebagai

etua

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan
di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh
Wakil Ketua Pengadilan.
Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara.
Sebagai kawal depan (Voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu
melakukan pengawasan terhadap :
1. Penyelenggaraan Peradilan para hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat
kesekretariatan.
Masalah-masalah hukum yang timbul.
3. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat
kesekretariatan.
Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu.
Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan
Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara

priodik kepada Mahkamah Agung.

2. Wakil Ketua

a.
b.
C.

Melaksanakan tugas ketua, apabila ketua berhalangan.
Melaksanakan tugas yang di delegasikan oleh ketua kepadanya.
Melaksanakan tugas sebagai koordinator pengawasan.

3. Hakim, Hakim Ad-Hoc

a.
b.

Bertanggungjawab atas pembuatan berita acara persidangan.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.




dasarkan musyawarah.
atangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.

nakan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
pemberian dukungan bidang teknis.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan
transparasi perkara.

Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara
yang di tetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi,
evaluasi dan administrasi kepaniteraan,

g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Ketua Pengadilan Tinggi.

5. Sekretaris
a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
c. Pelaksanaan urusan keuangan
d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
g. Pelaksanaaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan

anggaran




elaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan

an pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan
I, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran
erja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES
dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian
Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana
. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan
statistik

Penyiapan bahan

7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana serta perlengkapan dan perpustkaan
Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

8. Kepaniteraan Pidana
a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding
b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
Pelaksanaan registrasi perkara banding
d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana
e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan

kepada Ketua Majelis Hakim bedasarkan Penetapan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan Tinggi
f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakimd dari
Ketua Pengadilan Tinggi




gan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

penahanan dan penangguhan penahanan

aan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

Pelakasanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap ke Panitera Muda Hukum

.  Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

9. Kepaniteraan Perdata

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan
dan permohonan
Pelaksanaan registrasi perkara banding

d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada
Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua
Pengadilan Tinggi

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi

h. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara

bundel A kepada pengadilan pengaju

i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan

hukum tetap




11.

n berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum
ra Muda Hukum
aan urusan tata usaha kepaniteraan

aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

0.Kepaniteraan Tipikor

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tipikor
Pelaksanaan registrasi perkara khusus

Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penanggungan penahanan bagi perkara bidang
pidana khusus

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutasi
Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara
bundel A kepada pengadilan pengaju

Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara
bundel A kepada pengadilan pengaju

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan
hukum tetap

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap ke Panitera Muda Hukum

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kepaniteraan Hukum

® o o0 T

Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
Pelaksanaan penyajian statistik perkara

Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara




, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan
aransi perkara
aan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat

aksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

2. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan
persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang
berikutnya, dan mengetik putusan.

c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan
berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai

diminutasi.

13. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran
. Pelaksanaan program dan anggaran

Pemantauan program dan anggaran

. Evaluasi program dan anggaran

Dokumentasi program dan anggaran

SO a0 T o

Penyusunan laporan program dan anggaran

14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Pelaksanaan penyiapan bahan urusan kepegawaian

a
b. Pelaksanaan organisasi dan tata laksana

o

Pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan

a

Evaluasi dan dokumentasi kepegawaian dan teknologi informasi

e. Penyusunan laporan kepegawaian dan teknologi informasi

15.Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan




perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan

erta perlengkapan dan perpustkaan

sanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
a. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Disamping untuk mewujudkan tertib administrasi, pengaturan Tugas Pokok di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang bertujuan untuk mengevaluasi volume pekerjaan, hasil kinerja, kemampuan
Sumber Daya Manusia serta untuk menilai sejauh mana tanggung jawab para pegawai

dalam melaksanakan tugasnya.

E. PROFIL PIMPINAN, HAKIM DAN ASN

Dr.H.Kresna Menon, SH, M.Hum Dr. Nirwana,SH.,M.Hum
Ketua Wakil Ketua




Syamsul Ali,SH.,MH Nursiah Sianipar,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi

H.Amron Sodik,SH Hidayat Hasyim,SH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Kusnawi Mukhlis,SH.,M.Hum DR.Ahmad Yunus,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi




R.Sabaruddin Ilyas,SH.M.Hum Supraja,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Jalili Sairin,SH.,MH Efran Basuning,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Teguh Harianto, SH.,M.Hum Mulyanto,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi




Barmen Sinurat,SH.,MH
Hakim Tinggi

Dr, Naisyah Kadir,SH.,MH
Hakim Tinggi

Sutaji,SH.,MH
Hakim Tinggi

Mahyuti,SH.,MH
Hakim Tinggi

Mien Trisnawaty,SH.,MH
Hakim Tinggi

Hasoloan Sianturi,SH.,MH
Hakim Tinggi




Dr, Kasianus Telaubanua,SH.,MH Dr. Yapi,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Kemal Tampubolon,SH.,MH Edison Muhammad,SH.,MH
Hakim Tinggi Hakim Tinggi

Bambang Guritno,BC,HK,SH Abdullah Subur, SH.,MH
Hakim Ad-Hoc Hakim Ad-Hoc




Maurits Marganda R.S, SH
Hakim Yustisial

Sumarlina,SH.,M.Hum Reno Sugiarto,SH.,MH
Panitera Sekretaris

Heri Mendisben,SH.,MH H.Nuhardin,SH.,MH
Panitera Pengganti Panitera Muda Pidana




M.Rasidiansyah,SH
Panitera Pengganti

Nurlaili Hamid,SH.,MH
Panitera Pengganti

Neva Atina Mona,SH.,MH
Panitera Pengganti

Hj.Harita,SH.,MH
Panitera Pengganti

Drs. Fachruddin Zen,SH.,MH
Panitera Muda Perdata

Bastari,SH.,MH

Panitera Pengganti




Marina,SH.,MH
Panitera Pengganti

Supriandi Anwar,SH.,MH
Panitera Pengganti

Ishak Rizal,ST
Kabag Perencanaan & Kepegawaian

Hj. Rosna,SH.,MH
Panitera Pengganti

Laila Jumiaty,SH.,MH
Panitera Pengganti

Nain Meitulu,SH
Kabag Umum dan Keuangan




M.Sopian,SH.,MH Astan,SH
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Asbi,SH Ibrohim,SH.,MH
Panitera Muda Tipikor Panitera Pengganti

Harmain,SH Mgs.M.Yusuf,SH.,MH
Panitera Pengganti Panitera Pengganti




Budi Suarno,SH M.Sarmin,SH
Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Wartono,SH Junaidi,S.Psi.,M.Si
Panitera Pengganti Kasub Keuangan & Pelaporan

Asnawi,SH.,MH Lusia Anggraini,SH,MH
Panitera Pengganti Analis Perkara Peradilan Pidana




Wiwi Damheni,SH.,MH
Analis Perkara Peradilan Tipikor

Madya Prasetya Mulya,SH
Kasub Kepegawaian & TI

Tinda Wiranasari,SE.,SH
Analis Perkara Peradilan Hukum
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Eka Sri Rejeki,SH.,MH
Kasub Kepegawaian & TI

A.Mahbub Ulhaq,SE
Analis Perkara Peradilan Hukum

Fatmayeni,S.Kom.,SH.,M.Kom
Pranata Komputer Ahli Muda




Yasmin Nazifah,SE
Analis Protokol

Yuni Artika Sari,SE,Ak, MH
Kasub Tata Usaha & Rumah Tangga

Septika Intan Isisu,SH
Analis Perkara Peradilan Pidana
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Metaliarista,SE
Analis SDM Aparatur

Heni Marina,STP,SH,MH
Fungsional Pengelola APBN

Ahmad Gufron,SE.,MM
Fungsional Pengelola APBN




Imelda Marly,SE.,SH.,MH Wahyuni Heriati,SH
Penyusun Lap Keuangan Analis Perkara Peradilan Perdata

Marini Yulianti,SH Asmawati,S.Kom
Analis Perkara Peradilan Perdata Analis SDM Aparatur

Wenny Rita,S, SE Suswati
Analis SDM Aparatur Pengadministrasi Hukum Perdata




Aas Sunarsih,SH Raden Ayu Khoirunisa,SH,MH
Analis Humas Pengolah Daftar Gaji

Yuyun Maryami,SH Muhammad Anwas,SH
Bendahara Penerima Analis Hukum

Sartika Siringoringo,SE Evi Yuniasthy,A.Md
Penyusun Rencana Kegiatan & Anggaran Arsiparis Pelaksana Lanjutan




Yurima Utami,S.IP Wawan Supriyono
Analis Kepeg Ahli Pertama Pengadministrasi Hukum

Yulianti,SH Kusworo
Pengelola Barang Milik Negara Pengadministrasi Hukum Pidana

F. KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG DI TAHUN 2021
Sepanjang Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang melakukan kegiatan
perkantoran dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan melakukan
kegiatan seperti tahun tahun sebelumnya yaitu dengan melakukan kegiatan secara normal
sehingga banyak kegiatan dilaksanakan secara virtual Antara lain persidangan secara
elektronik, Pelatihan secara online, rapat-rapat secara daring baik di Pengadilan Tinggi

Palembang maupun di Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
seperti melakukan pembinaan/pengawasan secara teleconference kalaupun harus
Pelayanan Publik,

melakukan secara langsung seperti rapat bulanan, Persidangan,




Pengadilan Negeri/PNS/Advokat, Bakti Sosial, Kunjungan

imbingan Teknis, Rapat Akrediptasi Penjaminan Mutu, Melakukan
internal, Pengawasan Daerah dan Pengawasan Bidang, Apel Seni Pagi dan
Sore, Jumat Bersih, Senam pagi, Acara Darmayukti dan lain sebagainya harus
n memperhatikan protocol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan semboyan 3M

aitu Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak.




KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM
B. PENYELESAIAN PERKARA
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU




RADILAN UMUM

an perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Tingkat Banding dan
n Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tahun
dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Setiap bulannya data-data keadaan Perkara
idana, Perdata, dan Tipikor dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tinggi Palembang memantau dan memonitor keadaan
perkara yang ada di Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang melalui SIPP dan
SIPAPU.

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama
Perkara yang diselesaikan pada tingkat pertama adalah perkara yang diselesaikan di
Pengadilan Negeri. Dilihat dari banyaknya perkara yang ada di seluruh Pengadilan
Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, perkara yang ditangani
sangat bervariasi dalam artian perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan baik.
Perkara yang masuk pada Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang adalah:

a. Pengadilan Negeri Palembang yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 1858 perkara,
Perkara Tipikor sebanyak 65 perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 83 perkara,
Perkara Perdata Gugatan sebanyak 310 perkara, Perkara Perdata Gugatan
Sederhana sebanyak 164 perkara, Perkara Permohonan sebanyak 378 Perkara, dan
Perkara PHI sebanyak 175 perkara;

b. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau vyaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 816
perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 42 perkara, Perkara Perdata Gugatan
sebanyak 52 perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 42 perkara,
dan Perkara Permohonan sebanyak 66 perkara;

c. Pengadilan Negeri Sekayu yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 486 perkara,
Perkara Pidana Anak sebanyak 21 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak
26 perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 72 perkara, dan
Perkara Permohonan sebanyak 17 Perkara;

d. Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 660 perkara,
Perkara Pidana Anak sebanyak 30 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak
63 perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 99 perkara, d

Perkara Permohonan sebanyak 27 perkara;

]
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im yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 748 perkara,

nak sebanyak 31 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak

ra, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 111 perkara, dan
ara Permohonan sebanyak 16 perkara;

Pengadilan Negeri Baturaja yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 744 perkara,

Perkara Pidana Anak sebanyak 42 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak

56 perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 68 perkara, dan

Perkara Permohonan sebanyak 166 perkara;

Pengadilan Negeri Lahat yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 451 perkara,

Perkara Pidana Anak sebanyak 16 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak

17 perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 13 perkara, dan

Perkara Permohonan sebanyak 74 perkara;

h. Pengadilan Negeri Prabumulih yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 269 perkara,
Perkara Pidana Anak sebanyak 3 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 13
perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 27 perkara, dan Perkara
Permohonan sebanyak 28 perkara;

i. Pengadilan Negeri Pagaralam yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 139 perkara,
Perkara Pidana Anak sebanyak 14 perkara, Perkara Perdata Gugatan sebanyak 4
perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 18 perkara, dan Perkara
Permohonan sebanyak 14 perkara;

j. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yaitu Perkara Pidana Biasa sebanyak 502
perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 22 perkara, Perkara Perdata Gugatan
sebanyak 33 perkara, Perkara Perdata Gugatan Sederhana sebanyak 31 perkara,
dan Perkara Permohonan sebanyak 27 perkara;

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding
Perkara yang diselesaikan pada tingkat banding adalah perkara yang diselesaikan di
Pengadilan Tinggi Palembang, terdiri dari Perkara Pidana Biasa sebanyak 306
perkara, Perkara Tipikor sebanyak 16 perkara, Perkara Pidana Anak sebanyak 12
perkara, dan Perkara Perdata sebanyak 156 perkara.

Prosedur dan proses penyelesaian perkara tingkat banding berupa langkah-langkah

yang harus dilakukan Pemohon Banding:

a. Pemohon banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadila
Tingi dalam tenggang waktu:
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tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah

ritahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2)

g-Undang No. 8 Tahun 1981); dan

ntuk Perkara Perdata 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya
dari pengucapan putusan atau sejak diberitahukannya putusan kepada pihak
yang berkepentingan, atau 30 (tiga puluh) hari dalam hal pemohon yang tidak
bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang memutus
perkara tingkat pertama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1947);

Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun

1947) untuk perkara perdata;

Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 ayat (3)

Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 233 ayat (5) Undang-Undang No.

8 Tahun 1981);

d. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding
dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang
No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 237 UU No. 8 Tahun 1981);

e. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan
kepada pihak lawan, Panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak
untuk melihat surat-surat berkas perkara di Kantor Pengadilan dalam perkara
perdata (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947) atau 7 (tujuh)
hari sebelum berkas dikirimkan untuk perkara pidana (Pasal 236 ayat (2)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

f. Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Provinsi oleh Pengadilan Negeri
selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan
banding untuk perkara perdata (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun
1947) atau 14 (empat belas) hari untuk perkara pidana (Pasal 236 ayat (1)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

g. Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Provinsi ke Pengadilan
Negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada

para pihak;

h. Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Proses Penyelesaian Perkara:

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;
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mbuat Penetapan Majelis Hakim tingkat Banding yang

menetapkan panitera pengganti yang akan membantu Majelis Hakim

Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis;

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim;

Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui Pengadilan Tingkat

Pertama;

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Permohonan
kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan
upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang,” maka dapat
dipahami Kasasi adalah upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh jika pihak
berpekara masih belum puas atas putusan pengadilan tingkat banding, sedangkan
pengecualian pada ketentuan ini artinya adalah terhadap putusan Pengadilan Tingkat
Pertama yang menurut undang-undang tidak dapat dimohonkan banding, maka ada
ruang untuk mengajukan kasasi. Misalnya dalam perkara pidana, Pasal 67 UU No. 8
tahun 1981 yang mengatur banding tidak dapat diajukan atas putusan bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya
penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam acara cepat, atau dalam perkara
Perdata terhadap penetapan pengadilan negeri atas permohonan (gugatan voluntair).
Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pihak yang berperkara atau wakilnya yang
secara khusus dikuasakan untuk itu akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan
tingkat kasasi atau sebagai peradilan tingkat terakhir.

Kasasi berasal dari kata "casser" yang dalam bahasa Perancis berarti memecahkan
atau membatalkan. Kasasi bertujuan untuk memeriksa sejauh mana penerapan

hukum dilaksanakan dalam putusan oleh pengadilan di bawahnya (judex factie),

apakah terjadi kesalahan penerapan hukum ataukah hakim pengadilan sebelumnya
telah memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya.
Jumlah Perkara Kasasi yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang:
a. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Palembang adalah perkara pidana bia

berjumlah 61 perkara, perkara pidana anak berjumlah 2 perkara, perkara p

gugatan berjumlah 43 perkara, perkara tipikor 6;

]
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ilan Negeri Lubuklinggau adalah perkara pidana biasa

ara, perkara pidana anak nihil, dan perdata gugatan nihil;

asasi pada Pengadilan Negeri Sekayu adalah Perkara Pidana Biasa

jumlah 7 perkara, Perkara Pidana Anak nihil, sedangkan Perkara Perdata

Gugatan sebanyak 4 perkara;

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Kayuagung adalah perkara pidana biasa

berjumlah 26 perkara, perkara pidana anak berjumlah 33 perkara, sedangkan

perkara perdata gugatan berjumlah 51 perkara;

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Muaraenim adalah perkara pidana biasa

berjumlah 7 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata

gugatan berjumlah 20 perkara;

Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Baturaja adalah perkara pidana biasa

berjumlah 21 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata

gugatan berjumlah 3 perkara;

g. Perkara kasasi pada Pengadilan Negeri Lahat adalah perkara pidana biasa
berjumlah 9 perkara, perkara pidana anak nihil, perkara perdata gugatan
berjumlah 5 perkara;

h. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Prabumulih adalah perkara pidana biasa
berjumlah 5 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata
gugatan berjumlah 2 perkara;

i. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Pagaralam adalah perkara pidana biasa
berjumlah 8 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata
gugatan berjumlah 1 perkara;

j. Perkara Kasasi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah perkara pidana
biasa berjumlah 17 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan Perkara
Perdata Gugatan berjumlah 7 perkara;

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
Perkara Peninjuan Kembali (PK) yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang

a. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Palembang adalah perkara pidana biasa
berjumlah 19 perkara, perkara pidana anak nihil, perkara perdata gugatan
berjumlah 19 perkara, dan perkara tipikor 3 perkara;
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engajukan PK pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

ra pidana biasa, perkara pidana anak dan perkara perdata

kara PK pada Pengadilan Negeri Sekayu adalah perkara pidana biasa

berjumlah 2 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata

gugatan berjumlah 2 perkara;

. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Kayuagung adalah perkara pidana biasa

berjumlah 3 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata

gugatan berjumlah 2 perkara;

Perkara PK pada Pengadilan Negeri Muaraenim adalah perkara pidana biasa

berjumlah 1 perkara, perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata

gugatan berjumlah 1 perkara;

f. Tidak ada perkara yang mengajukan PK pada Pengadilan Negeri Baturaja baik
dari perkara pidana biasa, perkara pidana anak dan perkara perdata gugatan;

g. Tidak ada perkara yang mengajukan PK pada Pengadilan Negeri Lahat baik dari
perkara pidana biasa, perkara pidana anak dan perkara perdata gugatan;

h. Perkara PK pada Pengadilan Negeri Prabumulih adalah perkara pidana biasa nihil,
perkara pidana anak nihil, sedangkan perkara perdata gugatan berjumlah 1
perkara;

i. Tidak ada perkara yang mengajukan PK pada Pengadilan Negeri Pagar Alam baik
dari perkara pidana biasa, perkara pidana anak dan perkara perdata gugatan;

j. Tidak ada perkara yang mengajukan PK pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
baik dari perkara pidana biasa, perkara pidana anak dan perkara perdata

gugatan.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus pada Tahun 2021
Perkara yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan
Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang yaitu:
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Tabel I1.B.6
an Perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI

Sisa Perkara .
Satuan Kerja Tahun P;;';z:(a yang Pesrllf:ra

Lalu diputus
Pengadilan Tinggi
Palembang
1. Pidana Biasa 31 306 316 21
2. Pidana Tipikor 0 16 12 4
3. Pidana Anak 1 12 13 0
4. Perdata 16 156 155 17
Pengadilan Negeri
Palembang
1. Pidana Biasa 282 1858 1832 308
2. Pidana Tipikor 22 65 69 18
3. Pidana Anak 2 83 82 3
4. Perdata Gugatan 82 310 291 101
5. Gugatan Sederhana 6 164 140 30
6. Permohonan 8 378 374 12
7. Perkara PHI 116 175 228 63
Pengadilan Negeri Lubuk
Linggau
1. Pidana Biasa 100 816 789 127
2. Pidana Anak 2 42 41 3
3. Perdata Gugatan 12 52 44 20
4. Gugatan Sederhana 3 42 40 5
5. Permohonan 0 66 64 2
Pengadilan Negeri Sekayu
1. Pidana Biasa 113 486 524 75
2. Pidana Anak 2 21 22 1
3. Perdata Gugatan 8 26 22 12
4. Gugatan Sederhana 0 72 72 0
5. Permohonan 0 17 16 1
Pengadilan Negeri
Kayuagung
1. Pidana Biasa 119 660 685 94
2. Pidana Anak 1 30 31 0
3. Perdata Gugatan 19 63 61 21
4. Gugatan Sederhana 2 99 79 22
5. Permohonan 0 27 27 0
Pengadilan Negeri
Muaraenim
1. Pidana Biasa 70 748 774 44
2. Pidana Anak 0 31
3. Perdata Gugatan 11 32
4. Gugatan Sederhana 0 111
5. Permohonan 1 16
Pengadilan Negeri Baturaja
1. Pidana Biasa 119 744
2. Pidana Anak 2 42
3. Perdata Gugatan 9 56
4. Gugatan Sederhana 2 68
5. Permohonan 1 166
Pengadilan Negeri Lahat
1. Pidana Biasa 43 451

( |
L * )




engadilan Negeri
Prabumulih
1. Pidana Biasa 49 269 272 46
2. Pidana Anak 1 3 4 0
3. Perdata Gugatan 3 13 10 6
4. Gugatan Sederhana 4 27 31 0
5. Permohonan 0 28 28 0
Pengadilan Negeri
Pagaralam
1. Pidana Biasa 14 139 148 5
2. Pidana Anak 0 14 14 0
3. Perdata Gugatan 2 4 5 1
4. Gugatan Sederhana 0 18 18 0
5. Permohonan 0 14 14 0
11. | Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai
1. Pidana Biasa 115 502 521 96
2. Pidana Anak 0 22 22 0
3. Perdata Gugatan 22 33 41 14
4. Gugatan Sederhana 1 31 30 2
5. Permohonan 1 27 27 1
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Tahun 2021
Tabel I1.B.7
Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Perkara Ditangani Perkara
No Satuan Kerja (Sisa Perkara yang Sisa
Tahun Lalu + diputus Perkara
Perkara Masuk)
1. | Pengadilan Tinggi Palembang
1. Pidana Biasa 337 316 21
2. Pidana Tipikor 16 12 4
3. Pidana Anak 13 13 0
4. Perdata 172 155 17
2. | Pengadilan Negeri Palembang
1. Pidana Biasa 2.140 1.832 308
2. Pidana Anak 85 82 3
3. Pidan aTipikor 87 69 18
4. Perdata Gugatan 392 291 101
5. Perdata Gugatan Sederhana 170 140 30
6. Perdata Permohonan 386 374 12
7. Perkara PHI 291 228
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data Gugatan

. Perdata Gugatan Sederhana 45 40 5

5. Perdata Permohonan 66 64 2

Pengadilan Negeri Sekayu

1. Pidana Biasa 599 524 75

2. Pidana Anak 23 22 1

3. Perdata Gugatan 34 22 12

4. Perdata Gugatan Sederhana 72 72 0

5. Perdata Permohonan 17 16 1

Pengadilan Negeri Kayuagung

1. Pidana Biasa 779 685 94

2. Pidana Anak 31 31 0

3. Perdata Gugatan 82 61 21

4. Perdata Gugatan Sederhana 101 79 22

5. Perdata Permohonan 27 27 0
6. | Pengadilan Negeri Muaraenim

1. Pidana Biasa 818 774 44

2. Pidana Anak 31 30 1

3. Perdata Gugatan 43 31 12

4. Perdata Gugatan Sederhana 111 98 13

5. Perdata Permohonan 17 15 2
7. | Pengadilan Negeri Baturaja

1. Pidana Biasa 863 767 96

2. Pidana Anak 44 44 0

3. Perdata Gugatan 65 50 15

4. Perdata Gugatan Sederhana 70 70 0

5. Perdata Permohonan 167 164 3
8. | Pengadilan Negeri Lahat

1. Pidana Biasa 494 382 112

2. Pidana Anak 16 14 2

3. Perdata Gugatan 31 25 6

4. Perdata Gugatan Sederhana 13 6 7

5. Perdata Permohonan 74 69 5
9. | Pengadilan Negeri Prabumulih

1. Pidana Biasa 318 272 46

2. Pidana Anak 4 0

3. Perdata Gugatan 16 6

4. Perdata Gugatan Sederhana 31 0

5. Perdata Permohonan 28 0
10. | Pengadilan Negeri Pagaralam

1. Pidana Biasa 153

2. Pidana Anak 14

3. Perdata Gugatan 6

4. Perdata Gugatan Sederhana 18

5. Perdata Permohonan 14

—
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5. Perdata Permohonan

data Gugatan
. Perdata Gugatan Sederhana

32
28

30
27

Tabel I1.B.8
Data Perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2021

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan
— Satuan Kerja Upaya Hukum
Banding Kasasi PK

1. | Pengadilan Negeri Palembang

1. Pidana Biasa 1813 1551 1905

2. Pidana Anak 73 80 82

3. Perdata Gugatan 225 250 275

4. Perkara Tipikor 41 50 56

5. Perkara PHI - 282 -
2. | Pengadilan Negeri Lubuk

Linggau

1. Pidana Biasa 804 800 800

2. Pidana Anak 42 42 42

3. Perdata Gugatan 48 48 48
3. | Pengadilan Negeri Sekayu

1. Pidana Biasa 501 524 522

2. Pidana Anak 22 22 22

3. Perdata Gugatan 17 18 22
4. | Pengadilan Negeri Kayuagung

1. Pidana Biasa 624 647 660

2. Pidana Anak 28 30 30

3. Perdata Gugatan 42 56 59
5. | Pengadilan Negeri Muaraenim

1. Pidana Biasa 762

2. Pidana Anak 28

3. Perdata Gugatan 11
6. | Pengadilan Negeri Baturaja

1. Pidana Biasa 695

2. Pidana Anak 41

3. Perdata Gugatan 47
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gadilan Negeri Prabumulih
. Pidana Biasa 261 264 269

2. Pidana Anak 4 4 4

3. Perdata Gugatan 0 2 1

Pengadilan Negeri Pagaralam

1. Pidana Biasa

2. Pidana Anak 135 140 140

3. Perdata Gugatan 14 14 14
5 5 5

Pengadilan Negeri Pangkalan

Balai

1. Pidana Biasa 499 504 521

2. Pidana Anak 21 22 22

3. Perdata Gugatan 29 33 40

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Mediasi pada Tahun 2021
Mediasi adalah Penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga (Mediator) yang
netral atau tidak memihak. Peran Mediator adalah sebagai penengah yang
memberikan bantuan berupa penyelesaian sengketa alternatif.

Tabel I1.B.9

Data Perkara Perdata yang berhasil di mediasi

Jumlah Perkara

. Jumlah Perdata yang
No Satuan Kerja . )
Perkara Perdata berhasil melalui
mediasi
1. Pengadilan Tinggi Palembang - -
2. Pengadilan Negeri Palembang 392 6
3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 64 1
4. Pengadilan Negeri Sekayu 26 2
5. Pengadilan Negeri Kayuagung 63
6. Pengadilan Negeri Muara Enim 32
7. Pengadilan Negeri Baturaja 56
8. Pengadilan Negeri Lahat 31




geri Pagaralam

adilan Negeri Pangkalan Balai 33 1

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi pada Tahun 2021

Merujuk kepada Pasal 1 angka 7 UU 11 Tahun 2012, pengertian diversi adalah
Pengalihan Penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar
Peradilan Pidana, lalu pada Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa dalam system
peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Diversi bertujuan sebagai:

1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;

2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

4. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversi sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dapat
dilaksanakan di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di
pengadilan. Pelaksanaan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan dimulai
setelah Ketua Pengadilan Negeri menetapkan seorang Hakim sebagai Hakim Tunggal
pemeriksa perkara. Hakim kemudian memeriksa berkas perkara dan dalam hal Anak
sebagai pelaku tindak pidana didakwa dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh)
tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan maka Hakim juga
akan memiliki peran sebagai Fasilitator diversi. Berdasarkan Pasal 50 Peraturan
Pemerintah No. 65 Tahun 2015, kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak
ditetapkan, Hakim wajib menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta
korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara
tersebut melalui Diversi, apabila para pihak sepakat untuk menempuh diversi maka
selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014
Hakim akan mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi yang memuat
perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan para pihak ditambah
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Tokoh/Perwakilan Masyarakat, dan
dapat pula menghadirkan pihak lain yang dipandang perlu. Selanjutnya diversi akan
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

juga memperluas apa yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Un
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umulatif maupun kombinasi (gabungan).

Tabel I1.B.10

Data perkara anak yang berhasil melalui diversi

juga wajib dilakukan dalam hal Anak didakwa dengan
awah 7 (tujuh) tahun yang bukan merupakan pengulangan dan
dengan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 7

tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif,

Jumlah Jumlah Perkara anak
No Satuan Kerja Perkara Pidana yang berhasil melalui
Anak diversi
1. | Pengadilan Tinggi Palembang - -
2. | Pengadilan Negeri Palembang 83 16
3. | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau 44 3
4. | Pengadilan Negeri Sekayu 27 Nihil
5. | Pengadilan Negeri Kayuagung 30 6
6. | Pengadilan Negeri Muara Enim 33 5
7. | Pengadilan Negeri Baturaja 44 6
8. | Pengadilan Negeri Lahat 16 3
9. | Pengadilan Negeri Prabumulih 4 0
10. | Pengadilan Negeri Pagaralam 14 0
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 22 3

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia
yang prima (Indonesian Court Performance Excellent — ICPE). Untuk mewujudkan

performa Badan Peradilan Indonesia yang unggul/prima melalui penilaian terhadap 7

(tujuh) kriteria yaitu:

a.
b.

Kepemimpinan (Leadership);

Perencanaan Strategis (Strategic Planing);

—
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a.

umber Daya (Resources Management);
Manajemen (Management Process);
istem Dokumen (Document System);

Hasil Kerja (Performance Result);

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian
kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Tinggi Palembang untuk

mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6-
U/2605/0T.01.4/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang.

. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menunjuk Tim Asesmen Internal Pengadilan

Tinggi Palembang Nomor W6-U/4400/PS.04/X1/2021 Tanggal 17 November 2021.
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Menerbitkan Surat Keputusan Nomor W6-
U/4863/0T.01.3/X11/2021 Tanggal 16 Desember 2021 Tentang Pembentukan Komite
Keputusan Akreditasi (KEKA) Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Palembang.

. Membuat Manual Sistem Manajemen Mutu. Adapun ruang lingkup implementasi

sistem manajemen mutu Pengadilan Tinggi Palembang meliputi seluruh proses
pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Tinggi
Palembang yang meliputi:

- Manajemen Peradilan

- Administrasi Perkara

- Administrasi Persidangan

- Administrasi Umum

- Pelayanan Publik

- Pengelolaan Kas

- Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengawasan

- Penanganan Pengaduan

% |

—




Tabel II.C.11
editasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan

Satuan Kerja

Waktu Surveilan

Nilai Sertifikat
APM Badan
Peradilan
Umum

Waktu
Pelaksanaan
Asessmen

Pengadilan Tinggi
Palembang

N, WNE

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

6 Januari 2021

Pengadilan Negeri
Palembang

R S

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

6 Januari 2021

Pengadian Negeri
Lubuk Linggau

eNoUuhWN =

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

Pengadilan Negeri
Kayu Agung

EeNoUuhWN =

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

Pengadilan Negeri
Sekayu

OGN, WNE

Juni 2018
Desember 2018
Jun 2019
Desember 2019
Juni 2020
Desember 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

Pengadilan Negeri
Muara Enim

nhne

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020

A (Excellent)




@

ember 2020

. Juli 2021

November 2021

Pengadilan Negeri
Baturaja

Nk WN &

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

Pengadilan Negeri
Lahat

Nk WN -

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

Pengadilan Negeri
Prabumulih

ENoUhWNH

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

10

Pengadilan Negeri
Pagaralam

N, WNE

Mei 2018
November 2018
Mei 2019
November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
November 2021

A (Excellent)

10 Maret 2021

11

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

unhwne=

November 2019
Mei 2020
November 2020
Juli 2021
Desember 2021

10 Maret 2021

1. Pos Bantuan Pelayanan Hukum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap Pengadilan
Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan
advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Anggaran posbakum disediakan oleh Pengadj

Negeri.
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Tabel II.C.12

Realisasi Anggaran Posbakum

Realisasi
Anggaran Anggaran
Satuan Kerja Posbakum Posbakum Keterangan
(RP) (Rp)
1| Pengadilan Negeri Rp. 24.000.000,- | Rp. 24.000.000,- 100%
Palembang
2 | Pengadian Negeri Lubuk Rp. 24.000.000,- | Rp. 24.000.000,- 100%
Linggau
3 | Pengadilan Negeri Kayu Rp. 21.600.000,- | Rp. 21.600.000,- 100%
Agung
4 Pengadilan Negeri Sekayu Rp. 31.200.000,- Rp. 31.200.000,- 100%
> Eﬁ?nﬂadi'a” Negeri Muara Rp. 38.400.000 Rp. 38.400.000 100%
6 Pengadilan Negeri Lahat Rp. 31.200.000,- Rp. 31.200.000,- 100%
7 Pengadilan Negeri Baturaja Rp. 28.800.000 Rp. 28.800.000 100%
8 | Pengadilan Negeri Rp.24.000.000,- | Rp.24.000.000,- 100%
Prabumulih
2 Pengadilan Negeri Pagaralam Rp. 21.600.000,- Rp. 21.600.000,- 100%
10 ;‘;?agiad"a” Negeri Pangkalan | o, 54 000.000,- | Rp.24.000.000,- 100%

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang diluar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala

atau sewaktu - waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah

hukumnya, tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang

Keliling atau Sidang ditempat Sidang Tetap.

Tabel II.C.13

Data Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri

. Lokasi Zitting Anggaran L
No Satuan Kerja Realisasi
Plaatz Zitting Plaatz
Pengadilan Negeri
1. - -
Palembang




Pengadilan Negeri Sekayu

Pengadilan Negeri Muara
Enim

Tebing Tinggi
Kabupaten
Empat Lawang

Pengadilan Negeri Lahat

Rp.186.000.000,1

Rp.186.000.000
Realisasi: 100%

Martapura
Kabupaten OKU
Timur dan
Muaradua
Kabupaten OKU
Selatan

Pengadilan Negeri Baturaja

Rp.310.000.000,1

Rp.308.064.000
Realisasi: 99.38%

Pengadilan Negeri
Prabumulih

Pengadilan Negeri
Pagaralam

10.

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya

penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran Pengadilan Tingkat Pertama.

Tabel I1.C.14
Realisasi Anggaran Prodeo di Pengadilan Negeri
Anggaran Realisasi
- Perkara Anggaran
e Sl B Prodeo Perkara Prodeo LG
(Rp) (Rp)
1 Pengadilan Negeri Palembang Nihil Nihil -
2 Pengadian Negeri Lubuk Linggau NIhil Nihil -
3 Pengadilan Negeri Kayu Agung Nihil Nihil -
4 | Pengadilan Negeri Sekayu Nihil Nihil -
5 Pengadilan Negeri Muara Enim Nihil Nihil -




Negeri Baturaja

engadilan Negeri Prabumulih Nihil Nihil -

Pengadilan Negeri Pagaralam Nihil Nihil -

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nihil Nihil -




SUMBER DAYA MANUSIA

A. MUTASI
B. PROMOSI
C. DIKLAT



SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

Peningkatan dan efektifitas kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan
geri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tidak terlepas dari
pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan. Ketersediaan
SDM yang berkualitas akan sangat menentukan untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan
Tinggi Palembang. Pegawai di Pengadilan Tinggi Sumtera Selatan dan Pengadilan Negeri
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dapat dibedakan atas pegawai teknis
dan non teknis. Pegawai teknis meliputi Hakim, Panitera dan Jurusita. Pegawai teknis
bertugas mengerjakan tugas teknis pengadilan seperti administrasi peradilan. Pegawai
non teknis merupakan supporting unit yang memberikan dukungan pada pelaksanan
tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan tugas pegawai
teknis dan pegawai non teknis harus bersinergi untuk mendukung kelancaran tugas-
tugas pokok dan fungsi peradilan. Sumber daya manusia yang ada di seluruh Wilayaha
Hukum Pengadilan Tinggi Palembang mempunya tugas dan fungsi masing-masing nya
dalam melaksanakan pekerjaannya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada
wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 berjumlah lebih kurang 535

orang yang terdiri dari Hakim dan Pegawai. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Personil di Pengadilan Tinggi Palembang berjumlah 89 orang yang terdiri dari :

Hakim : 24 orang
Hakim AdHoc : 2orang
ASN : 62 orang
PPNPN : 17 orang
2. Personil di Pengadilan Negeri Palembang berjumlah 92 orang yang terdiri

dari :

Hakim : 21 orang
Hakim AdHoc : 6 orang
ASN : 54 orang
PPNPN : 14 orang

3. Personil di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berjumlah 44 orang yang terdiri

dari :

Hakim : 11 orang
ASN : 19 orang
PPNPN : 14 orang




i Sekayu berjumlah 41 orang yang terdiri dari:
+10 orang
: 21 orang
: 10 orang

il di Pengadilan Negeri Kayuagung berjumlah 44 orang yang terdiri
: 11 orang
: 23 orang
: 10 orang

Personil di Pengadilan Negeri Muara enim berjumlah 40 orang yang terdiri

dari :
Hakim : 10 orang
ASN : 24 orang
PPNPN : 6 orang
7. Personil di Pengadilan Negeri Baturaja berjumlah 41lorang yang terdiri dari:
Hakim : 9 orang
ASN : 22 orang
PPNPN : 10 orang
8. Personil di Pengadilan Negeri Lahat berjumlah 32 orang yang terdiri dari :
Hakim : 7 orang
ASN : 18 orang
PPNPN : 7 orang
9. Personil di Pengadilan Negeri Prabumulih berjumlah 40 orang yang terdiri
dari :
Hakim : 10 orang
ASN : 19 orang
PPNPN : 11 orang
10. Personil di Pengadilan Negeri Pagar Alam berjumlah 29 orang yang terdiri
dari :
Hakim : 5 orang
ASN : 15 orang
PPNPN : 9 orang
11. Personil di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berjumlah 42 orang yang
terdiri dari :
Hakim : 8 orang
ASN : 26 orang
PPNPN : 8 orang




Tabel III.A.15
Sumber Daya Manusia Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

a di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Nama/NIP Jabatan Pangkat/| Pendidikan
Golongan

Pengadilan Tinggi Palembang
1. Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum Ketua IV/e S3
2. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum Wakil Ketua IV/e S3
3. Syamsul Ali, SH, MH Hakim Tinggi IV/e S2
4. Nursiah Sianipar, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
5. H. Amron Sodik, S.H. Hakim Tinggi IV/e S1
6. Hidayat Hasyim, S.H. Hakim Tinggi Iv/e S1
7. Kusnawi Mukhlis, SH., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
8. DR.Ahmad Yunus, S.H., MH Hakim Tinggi Iv/e S2
9. R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum Hakim Tinggi IV/e S2
10. Supraja, S.H., M.H. Hakim Tinggi IvV/e S2
11. M. Jalili Sairin, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
12. Efran Basuning, S.H., M. Hum Hakim Tinggi IV/e S2
13. Teguh Harianto, S.H., M. Hum Hakim Tinggi IV/e S2
14. Mulyanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Iv/e S2
15. Barmen Sinurat, S.H.,M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
16. Mahyuti, S.H., M.H. Hakim Tinggi IvV/e S2
17. Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
18. Mien Trisnawaty, S.H., M.H. Hakim Tinggi Iv/e S2
19. Sutaji, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
20. Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi IV/e S2
21. Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
22. Dr. Yapi, S.H., M.H. Hakim Tinggi IV/e S2
23. Kemal Tampubolon, S.H., M.H. Hakim Tinggi IvV/e S2
24. Edison Muhamad, S.H., M.H. Hakim Tinggi 1v/d S2
25. Abdullah Subur, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc S2

Tipikor
26. Bambang Guritno, BCHK,S.H. Hakim Ad Hoc S1

Tipikor
27. Sumarlina, S.H., M.H. Panitera 1v/d S2
28. Reno Sugiarto, S.H.,M.H Sekretaris IV/c S2
29. Heri Mendisben, S.H., M.H Panitera Pengganti IV/b S2
30. Ishak Rizal, ST Kabag.

Perencanaan
Kepegawaian 1V/b S1
31. H. Nuhardin, S.H., M.H. Panmud Pidana
32. M. Rasidiansyah, S.H. Panitera Pengganti
33. Nurlaili Hamid, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
34. Drs. Fachruddin Zen, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S1
35. Neva Atina Mona, SH. MH Panitera Pengganti IV/a S2
36. Bastari, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
37. Marina, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
38. Hj. Rosna, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
39. Marduan, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
40. Supriandi Anwar, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
41. Laila Jumiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
42. Nain Meitulu, S.H. Kabag Umum dan
Keuangan

43. M. Sopian, S.H., M.H. Panitera Pengganti
44, Asbi, S.H. Panitera Pengganti
45. H. Ibrohim, S.H. Panitera Pengganti
46. Dra Rosanah Panitera Pengganti
47. Harmain, S.H. Panitera Pengganti
48. Mgs. M. Yusuf, S.H. Panitera Pengganti




65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.
75.

76.
77.
78.
79.

80.
. Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.
82.
83.
84.

85.

usia Anggraini, S.H., M.H.

. Wiwi Damheni, S.H., M.H.

. Eka Sri Rejeki, S.H., M.H.

. Madya Prasetya Mulya, S.H.

. A. Mahbub Ulhag, S.E.

. Tinda Wiranasari, S.E., S.H.

. Fatmayeni, S. Kom. S.H., M.Kom
. Yasmin Nazifah, S.E.

. Metaliarista, S.E.

. Yuni Artika Sari, S.E., Ak, S.H., M.H.

Heny Marina, S. TP., .SH., M.H.
Hj. Septika Intan Isisu, S.H.
Imelda Marly, S.E., S.H., M.H.
Wahyuni Heriati, S.H.

Marini Yulianti, S.H.

Asmawati, S. Kom.

Ahmad Ghufran, S.E., M.M.
Henny Mutia Anggraini, S.H.
Wenny Rita. S, S.E.

Aas Sunarsih, S.H.
Suswati

Raden Ayu Khoirunnisa, S.H., M.H.
Yuyun Maryami, S.E.

Muhammad Anwas, S.H.

Sartika Siringoringo, S.E.

Evi Yuniasthy, A. Md.

Erdha Octarina, A.Md.

Yurima Utami, S. I.P.

St. Muthiah Rahmania Napian, S.E.

Ashari, S. Kom

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Kasub Keuangan
dan Pelaporan
Panitera Pengganti
Analis Perkara
Peradilan Pidana
Analis Perkara
Peradilan Tipikor
Kasub.
Kepegawaian dan
IT
Kasub. Rencana
Program dan
Anggaran
Analis Perkara
Peradilan Hukum

Analis Hukum
Pranata Komputer
Analis Protokol
Analis
Kepegawaian
Kasub. Tata Usaha
dan Rumah Tangga
Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Analis Perkara
Peradilan Pidana
Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Analis Perkara
Peradilan Perdata
Analis Perkara
Peradilan Pidana
Analis
Kepegawaian
Analis Pengelolaan
Keuangan APBN
Analis Perkara
Peradilan Hukum
Analis
Kepegawaian
Analis Humas
Pengadminsitrasi
Hukum Perdata
Pembuat Daftar
Gaji
Pranata Keuangan
APBN
Analis Hukum
Penyusun Rencana
Kegiatan dan
Anggaran
Arsiparis
Hakim Non Palu
Pengadminsitrasi
Hukum Perdata
Analis
Kepegawaian
Bendahara
Pengeluaran

I11/d
111/d
I11/d
111/d
I11/d

I11/d
I11/d

I11/d

111/d

I11/d

I11/d

I11/d
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c
I1l/c

I1l/c
I1l/c

III/b

I1I/b

I1I/b
I11/b

S1

S1

S1
S2
S1
S1
S2
S2
S1
S2
S1
S1
S1
S2
S1
S1

S1
SMEA

S2

S1




Pengelola Sistem

Informasi S1
Analis Sumber IlI/a
Daya Manusia S1
H. Aparatur
Supriyono Analis Hukum I1I/a
Pengadminstrasi II/c S1
Hukum SLTA
Pengadministrasi II/b
Hukum Pidana SLTA
Pengadilan Negeri Palembang
1. Abdul Azis, S.H.,M.H. Ketua Iv/d S2
2. Yoserizal, S.H.,M.H. Wakil Ketua 1v/d S2
3. Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H. Hakim 1v/d S2
4. Agnes Sinaga, S.H.,M.H. Hakim 1v/d S2
5. Syahri Adamy, S.H.,M.H. Hakim 1v/d S2
6. Nasorianto, S.H.,M.H. Hakim 1v/d S2
7. T.O. C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum Hakim 1v/d S2
8. Taufik Rahman, S.H. Hakim 1v/d S1
9. Dr. Fahren, S.H.,M.Hum Hakim 1v/d S2
10. Eddy Cahyono, S.H.,M.H. Hakim 1v/d S2
11. Sahlan Efendi, S.H.,M.H. Hakim 1v/d S2
12. Mangapul Manalu, S.H., M.H. Hakim 1v/d S2
13. Efrata Happy Tarigan, S. H., M. H. Hakim 1V/c S2
14. Fatimah, S.H.,M.H. Hakim 1V/c S2
15. Harun Yulianto, S.H. Hakim 1V/c S1
16. Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H. Hakim IV/c S2
17. Dr.Editerial, S.H.,M.H. Hakim 1V/c S2
18. Said Husein, S.H., M.H Hakim 1V/b S2
19. Masriati, S.H.,M.H. Hakim 1v/b S2
20. Paul Marpaung, S.H.,M.H. Hakim 1V/b S2
21. Yetti Iriany Siregar, S.H. Sekretaris IV/b S1
22. Agus Aryanto, S.H. Hakim IV/a S1
Panitera Muda PHI
23. Hasan Boenyamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
24. EIiya Margarita, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
25. Baheramsyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
26. Hj. Lismawati, S.H., M.H. Panitera Muda IV/a S2
27. M.Afiudin, S.H.,M.H. Hukum IV/a S2
Panitera Pengganti
28. Mashur Mahmud, S.H., M.H. Panitera Muda IV/a S2
29. Agusman, S.H., M.H. Perdata IV/a S2
Kasubbag TU &
30. Hj. Dewi Clara Thursida, S.H., M.H Keuangan IV/a S2
Panitera Muda
31. Cecep Sudrajat, S.H., M.H. Tipikor IV/a S2
Kasubbag
32. Olivia Terisia, S.H., M.Si. Kepegawaian dan IV/a S2
ORTALA
Panitera
33. Akhmad Hartoni, S.H.,M.H. Kabag Umum IV/a S2
34. Ponijan, S.H. Panitera Pengganti IV/a S1
35. Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti IV/a S2
36. Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti IV/a S2
37. H. Fahrurozi, S.H. Panitera Pengganti
38. Yelvi, S.H Panitera Pengganti
39. Dharmawan, S.H. Panitera Pengganti
40. Hj. Sriyanti, S.H. Panitera Pengganti
41. Tumrap, S.H. Panitera Muda
42. Junaidi Perkasa, S.H. Pidana
Panitera Pengganti
43. Alamsyah, S.H. Jurusita
44. Luktiono, S.H.




Panitera Pengganti

Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana

Panitera Pengganti I11/d S1
Jurusita Pengganti I11/d S1
Panitera Pengganti I11/d S1
Panitera Pengganti I11/d S1
, Panitera Pengganti I11/d S1
Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti I11/d S2
urayfa, S.H Panitera Pengganti I11/d S1
. Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti I11/d S2
. Zwesti Damayana, S.Kom., M.H. Kasubbag I11/d S2
Perencanaan, TI
dan Pelaporan
. Eva Agustina, S.IP Analis Akuntabilitas I11/d S1
Kinerja Aparatur
. Ineke Deliyanti, S.H. Jurusita Pengganti I11/d S1
. Robekka, S.E Penyusun laporan I11/d S1
Keuangan
. Fitria Nurlita, S.Kom., M.M. Juru Sita Pengganti I11/d S2
. Derry Tauhid, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. Rendy Hermana, S.H. Panitera Pengganti IlI/c S1
. Chandra Guftha Oktaviano, S.T. Jurusita III/c S1
. Abdul Hakim, S.H. Juru Sita I1I/c S1
. Atik Kartini, S.H., M.Si Juru Sita Pengganti I1I/c S2
. Ratih Hairani, S.H., M.Si Juru Sita Pengganti I1I/c S2
65. Darlian Tulup Putra, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
66. Meri Febriyanti Juru Sita Pengganti I11/b SLTA
67. Marlita Gustina, S.E Juru Sita Pengganti I11/b S1
68. Marita Citra Agita, S.H Analis Perkara I11/b S1
Peradilan
69. Triana Dian Nisa, S.Kom Bendahara I11/b S1
Penerima
70. Rahmad Tri Febrian, S.H Juru Sita I11/b S1
71. Agus Purnomo, S.Kom Juru Sita Pengganti I11/b S1
72. Ria Oktaviana, Amd Pengelola Barang IlI/a D3
Milik Negara
73. Roby Pratama, A.Md Pengadministrasi IlI/a D3
Registrasi Perkara
74. Ayu Mayasari Irine Putri, S.E. Bendahara Ill/a S1
Pengeluaran
75. Melinda Thiovani Situmorang,S.H. Analis Sumber Ill/a S1
Daya Manusia
Aparatur
76. Ny. Lina Hafizo, A.Md Pengadm Registrasi II/c D3
Perkara
77. Astri Maryani,A.Md.A.B Arsiparis 1I/c D3
78. M.Yamin Arif Pengelola Perkara II/b SLTA
3. | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Imam Santoso, S.H. Ketua 1V/b S1
2. Faisal, S.H., M.H. Wakil Ketua 1v/b S2
3. Lina Safitri Tazili, S.H. Hakim I11/d S1
4. Marselinus Ambarita, S.H., M.H. Hakim I11/d S2
5. Tyas Listiani, S.H.,M.H. Hakim I11/d S2
6. Verdian Martin, S.H. Hakim I11/d S1
7. Ferri Irawan, SH., MH Hakim I11/d S2
8. Yulia Marhaena, S.H. Hakim I11/d S1
9. Tri Lestari, S.H., M.H. Hakim
10. Amir Rizki Apriadi, S.H.M.M. Hakim
11. Rizal Firmansyah, S.H., M.H. Hakim
12. Irsanudin, S.H., M.H. Panitera
13. Patra Sukma, S.Kom., S.H., M.H. Sekretaris
14. Rusmiati Kepala Sub Bagian




Kepala Sub Bagian

Umum Dan
Keuangan
Panitera Muda III/c D3
Perdata
Agus Susanto, S.H., M.H. Panitera Muda III/c S2
Pidana
edy Sohaidi, S.H., M.H. Panitera Muda III/c S2
Hukum
. Anderiansyah, S.Kom., M.A.P. Kepala Sub Bagian III/c S2
Perencanaan
Teknologi Informasi
. Marlinawati Panitera Pengganti IlI/c SLTA
. Rahmad Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti I11/b S1
. Emi Huzaimah, A.Md. Panitera Pengganti I11/b D3
. Alkautsari Dewi Adha, A.Md. Panitera Pengganti I11/b D3
. Rusman Edwar, S.Kom., S.H. Juru Sita I1I/b S1
. Riska Gita Anggraini, S.H. Analis Perkara Ill/a S1
Peradilan
. Novi Arni, S.H. Analis Perkara IlI/a S1
Peradilan
. Ardi Pengadministrasi III/a SLTP
Registrasi Perkara
. Leni Sartika, S.H Bendahara IlI/a S1
29. Roli Rahmadya, A.Md. Pranata Kearsipan I1/d D3
30. Siska Rince Manalu, A.Md. Pengadministrasi 1I/c D3
Registrasi Perkara
4. | Pengadilan Negeri Sekayu
1. Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H. Ketua IV/a S2
2. Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li. Wakil Ketua IV/a S2
3. Christoffel Harianja, S.H. Hakim I11/d S1
4. Andy Wiliam Permata, S.H. Hakim I11/d S1
5. Rizkiansyah, S.H., LL.M. Hakim I1I/c S2
6. Edo Juniansyah, S.H. Hakim III/c S1
7. Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. Hakim I11/b S2
8. Gerry Putra Suwardi, S.H. Hakim I1I/a S1
9. Muhamad Novrianto, S.H. Hakim IlI/a S1
10. Liga Saplendra Ginting, S.H. Hakim IlI/a S1
11. Abunawas, S.H. Panitera I11/d S1
12. Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H Sekretaris I11/d S2
13. Hadi Candra, S.H. Panitera Muda I11/d S1
Pidana
14. Sahruri, S.Kom. Kepala Sub Bagian I11/d S1
Umum Dan
Keuangan
15. Enrik Pedi Endora, S.H., M.M Panitera Muda III/c S2
Perdata
16. Rina Silviana, S.H., M.H. Panitera Muda III/c S2
Hukum
17. Andrianto Fachrizal, S.Kom. Kepala Sub Bagian III/c S1
Perencanaan
Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
18. Shandiwuri Sunkar, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian I1I/c S2
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana
19. Fakhrizal, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti
20. Bambang Hermanto, S.H. Panitera Pengganti
21. Marina Wijayasari, S.H. Panitera Pengganti
22. Beny Herlambang, S.H. Panitera Pengganti
23. Heri Wibowo, S.H. Panitera Pengganti
24. Hariyansah, S.H., M.H. Panitera Pengganti




Bendahara

Juru Sita III/a D3
Analis Perkara III/a S1
Peradilan
aviana, S.E. Analis Sumber III/a S1
Daya Manusia
ta Sianturi, A.Md. Aparatur
Pengadministrasi II/c D3
Registrasi Perkara
30. Ridha Al Haj, S.H. Juru Sita Pengganti IlI/a S1
31. Budiman Juru Sita Pengganti Il/b SLTA
Pengadilan Negeri Kayu Agung
1. Tira Tirtona, S.H., M.Hum. Ketua IV/a S2
2. Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H Hakim 111/d S2
3. I Made Gede Kariana, S.H. Hakim I1I/c S1
4. Zulfikar Berlian, S.H. Hakim III/c S1
5. Indah Wijayati, S.H., M.Kn. Hakim III/b S2
6. Anisa Lestari, S.H., M.Kn. Hakim III/b S2
7. Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Hakim I1I/b S2
8. Dany Agustinus, S.H., M.Kn. Hakim III/b S2
9. Monica Gabriella Ps, S.H. Hakim III/a S1
10. Yuri Alpha Fawnia, S.H. Hakim III/a S1
11. Nadia Septianie, S.H. Hakim Ill/a S1
12. Ramli, S.H., M.H. Panitera 1V/a S2
13. Sarpedi, S.H. Sekretaris 111/d S1
14. Abu Bakri, S.H., M.H. Panitera Muda IV/a S2
Perdata
15. Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Muda 111/d S2
Hukum
16. Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Muda I1I/c S1
Pidana
17. Reka Budhy Inaning Asmara, S.H. Panitera Pengganti I11/d S1
18. Irma Yulaini, S.H. Panitera Pengganti I11/d S1
19. Mia Sari, S.E., S.H. Panitera Pengganti IlI/c S1
20. Candra Dewi, S.H. Panitera Pengganti II/c S1
21. Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti I1I/c S2
22. Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti III/b S1
23. Sigit Prismariandi Wicaksono, S.H. Kepala Sub Bagian I11/b S1
Perencanaan
Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
24. Hermawan Agustian, S.SI. Kepala Sub Bagian III/b S1
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana
25. Wenny Ambar Sari, S.H. Kepala Sub Bagian I1I/b S1
Umum Dan
Keuangan
26. Majidah, S.Kom. Analis Sumber III/c S1
Daya Manusia
Aparatur
27. Ranisafitsila Yudhismazerona Bepein, Penyusun laporan I1I/b S1
S.E. Keuangan
28. Tribrata Sandri, S.E. Analis Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan
Bendahara
29. Abdul Hapiz, S.H. Juru Sita
30. Muhamad Adryansyah, S.H. Penyusun laporan
Keuangan
31. Indah Thalina, S.E.
{ o)




Analis Perkara

16.

17.

33.
34.

Registrasi Perkara

Peradilan III/a S1
Juru Sita IT/c SLTA
Pengadministrasi II/c D3
Registrasi Perkara
Perdata
ilan Negeri Muara Enim
Elvin Adrian, S.H., M.H. Ketua IV/a S2
Ikha Tina, S.H., M.Hum. Wakil Ketua 1V/b S2
Arpisol, S.H. Hakim I11/d S1
Haryanto Das’ At, S.H., M.H. Hakim I11/d S2
Hartati, S.H. Hakim I11/d S1
Shelly Noveriyati S, S.H. Hakim III/c S1
Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. Hakim I1I/b S2
Sera Ricky Swanri S, S.H. Hakim I1I/a S1
. Titis Ayu Wulandari, S.H. Hakim Ill/a S1
. Dewi Yanti, S.H. Hakim III/a S1
. Hendri Kustian, S.H., M.H. Panitera IV/a S2
. Syaifullah, S.E., M.M. Sekretaris I11/d S2
. Arman, S.H. Panitera Muda I11/d S1
Perdata
. Bambang Sugeng Riyadi, S.H. Panitera Muda I11/d S1
Hukum
. Yurika Ariani, S.T. Kepala Sub Bagian I11/d S1
Perencanaan
Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
Hendrik, S.H. Kepala Sub Bagian I11/d S1
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana
Idham Pratama, S.H. Panitera Muda III/c S1
Pidana
. Kms Muhammad Amin, S.H. Kepala Sub Bagian I1I/b S1
Umum Dan
Keuangan
. Gloria Rice FErica, S.E. Panitera Pengganti I11/d S1
. Nova Paramita, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. Alexander Pratama Hutajulu, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. Efendi Sulistiyo, S.T., S.H. Panitera Pengganti III/c S1
. Andrey Syah Wijaya, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. Yessi Ervina, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. Al Ihsan Alamsyur, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. A. Elizabeth, S.H. Panitera Pengganti I1I/c S1
. Figri Adriansyah, S.H. Panitera Pengganti I11/b S1
. R.A. Mariska Dewi, S.H. Panitera Pengganti I11/b S1
. Ary Ferry Pratama, S.H. Analis Hukum IlI/c S1
Jimmy Oktavianus, A.Md. Juru Sita I1I/b D3
. Finna Pastri Siregar, S.H. Analis Perkara III/a S1
Peradilan
. Ester Meriyanti Sinaga, S.E. Analis Sumber Ill/a S1
Daya Manusia
Aparatur
Heriyanto, S.H. Bendahara I1I/a S1
Iwan Fajri, A.Md. Pengadministrasi 1I/c D3

7. | Pengadilan Negeri Baturaja

uRwNE

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.
Hendri Agustian, S.H, M.Hum.
Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.
Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ketua
Wakil Ketua
Hakim
Hakim
Hakim




. Hakim III/b S2
r Saputra, S.H. Hakim III/a S1
Hakim III/a S1
Hakim III/a S1
Panitera I11/d S1
Sekretaris I11/d S1
Panitera Muda I11/d S1
Perdata
. Muhammad Albar, S.E. Kepala Sub Bagian II/c S1
Umum Dan
Keuangan
. Boy Hendra Kusuma, S.H. Panitera Muda I1I/c S1
Pidana
Panitera Muda
. Parmono, S.H. Hukum III/c S1
Kepala Sub Bagian
. Hendra Gunawan Saputra, S.Kom. Perencanaan I1I/c S1
Teknologi Informasi
Kepala Sub Bagian
. Neti Noprika Santi, A.Md. Kepegawaian, III/a D3
Organisasi, Dan
Tata Laksana
Panitera Pengganti
. Ismayati, S.E. Panitera Pengganti I11/d S1
19. Thaheri Panitera Pengganti II/c SLTA
20. Suaibatul Islamiyah Panitera Pengganti Ill/c SLTA
21. Doli Ardiansyah, S.H. Panitera Pengganti II/c S1
22. Evi Yulianti, S.E. Panitera Pengganti III/b S1
23. Rasida, S.H., M.H. Juru Sita III/b S2
24. Ahmad Sulaiman, S.H. Analis Perkara I11/d S1
25. Mila Kurnia Rahma, S.H. Peradilan III/c S1
Analis Perkara
26. Marlena Fitriani, S.H. Peradilan III/a S1
Ajudan
27. Balian Arsiparis Pelaksana 11/d SLTA
28. Tanti Febriza, A.Md. Pengadministrasi IT/c D3
29. Kusmanto Registrasi Perkara II/a SLTA
30. Octo Tridiansyah Juru Sita Pengganti 11/d SLTA
31. Fitrika 11/d SLTA
Pengadilan Negeri Lahat
1. Jimmy Maruli, S.H., M.H. Ketua IV/a S2
2. Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., Wakil Ketua IV/a S2
M.H.
3. Mahartha Noerdiansyah, S.H. Hakim III/c S1
4. Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Hakim IlI/a S1
5. Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H. Hakim I1I/a S1
6. Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Hakim IlI/a S1
7. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, Hakim I1I/a S1
S.H.
8. Sadat Prayudi, S.H. Sekretaris I11/d S1
9. Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H. Panitera III/c S2
10. Alia Desnani, S.H., M.M. Panitera Muda IV/a S2
Perdata
11. Debby Corazona Pratiwi, S.E. Kepala Sub Bagian I11/d S1
Perencanaan
Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
12. Dahlan, S.H., M.M. Panitera Muda
Pidana
13. Muhammad Dzia Ulhaq, S.E. Kepala Sub Bagian
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana




Kepala Sub Bagian

Umum Dan
Keuangan
Panitera Muda I11/b SLTA
Hukum
Panitera Pengganti I11/d S1
Panitera Pengganti III/c S1
, Panitera Pengganti I11/b S1
. Yuliansyah, S.H. Panitera Pengganti I11/b S1
. Septian Krisna Dinata, S.Kom., M.Kom. Pranata Komputer I1I/b S2
Ahli Pertama
. Derry Landilala Putra, S.H. Analis Perkara I1I/a S1
Peradilan
22. Gina Rufagoh Yemada, A.Md. Pranata Keuangan I1/d D3
APBN
Pelaksana/Terampil
23. Gorga Erikson Tinambunan, A.Md. Pengadministrasi II/c D3
Registrasi Perkara
24. Neni Triana Pengadministrasi II/b SLTA
Registrasi Perkara
25. Agus M. Ali Tuyono Juru Sita Pengganti I1/b SLTA
26. Syahreza Pahlevi Juru Sita Pengganti I1/b SLTA
Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Yanti Suryani, S.H.,M.H. Ketua IV/a S2
2. Arlen Veronica, S.H., M.H. Wakil Ketua IV/a S2
3. R.A.  Asriningrum Kusumawardhani, Hakim IV/a S2
S.H., M.H.
4. Fitri Agustina, S.H. Hakim I11/d S1
5. Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. Hakim I1I/c S2
6. Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. Hakim I1I/b S2
7. Deswina Dwi Hayanti, S.H. Hakim Ill/a S1
8. Norman Mahaputra, S.H. Hakim I1I/a S1
9. Amelia Devina Putri, S.H. Hakim Ill/a S1
10. Citra Amanda, S.H. Hakim III/a S1
11. Darmawati, S.H. Panitera I11/d S1
12. M Kamilsetiadi, S.T. Sekretaris I11/d S1
13. Ferry Irawan, S.H., M.H. Panitera Muda IV/a S2
Perdata
14. Mohd Sobirin, S.H. Panitera Muda III/c S1
Pidana
15. Maulana Malik, S.H. Panitera Muda III/c S1
Hukum
16. Kemas Hendra, S.Kom. Kepala Sub Bagian III/c S1
Perencanaan
Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
17. Alimron Dwi Putra, S.E. Kepala Sub Bagian III/c S1
Umum Dan
Keuangan
18. Piter Juliansyah, S.H. Kepala Sub Bagian I11/b S1
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana
19. Mirsya Wijaya Kusuma, S.H. Panitera Pengganti I11/d S1
20. Iwan Stiawan, S.T., S.H. Panitera Pengganti
21. Eva Erliza.Za, S.H. Panitera Pengganti
22. Rifky Arisandy, S.H. Panitera Pengganti
23. Nurmalya Sinambela, S.H. Panitera Pengganti
24. Imam Septiansyah Panjaitan, S.Kom. Analis Tata Laksana
25. Rizki Jumadi Akbar, A.Md. Juru Sita
26. Septian Eka Putra, S.H. Analis Perkara
Peradilan
27. Muhammad Syamsul Bachri, S.T.
(=)




Pengadministrasi

Umum II/c D3
Pengadministrasi
Registrasi Perkara I11/b S2
Juru Sita Pengganti
n Negeri Pagaralam
oni Susanta, S.H. Ketua IV/a S1
Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Wakil Ketua I1I/b S2
Eduward Afrianto Sitohang, S.H. Hakim III/a S1
Fery Ferdika Siregar, S.H. Hakim I1I/a S1
Subur Eko Prasetyo, S.H. Hakim III/a S1
Harmen, S.H. Panitera I11/d S1
Diah Alam Sari, S.Psi. Sekretaris III/c S1
Habelly, S.H., M.H. Panitera Muda III/c S2
Perdata
Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H. Panitera Muda III/c S2
Hukum
. Hurupia Pisalasa, S.Kom., M.M. Kepala Sub Bagian I1I/c S2
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana
. Deni Setiawan, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian I1I/b S2
Umum Dan
Keuangan
12. Likwanyu, S.E. Kepala Sub Bagian I1I/a S1
Perencanaan
Teknologi
Informasi, Dan
Pelaporan
13. Mirawati, S.Kom., S.H,M.M. Panitera Pengganti I1I/c S2
14. Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti I11/b S1
15. Ahmad Muhammad, S.E. Analis Perencanaan, III/c S1
Evaluasi dan
Pelaporan
16. Hindrawansyah Juru Sita III/a SLTA
17. Anggraini, S.E. Penyusun laporan I11/b S1
Keuangan, Sub
Bagian Umum Dan
Keuangan
18. Jamal Paiko, S.H. Juru Sita III/a S1
19. Theofeni Yudea Bangun, S.H. Analis Perkara III/a S1
Peradilan
20. Firda Yanas Khanzah, A.Md.A.B. Pengadministrasi II/c D3
Registrasi Perkara
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. Silvi Ariani, S.H., M.H. Ketua IV/a S2
2. Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H. Wakil Ketua IV/a S2
3. Dwi Novita Purbasari, S.H. Hakim III/c S1
4. M Alwi, S.H. Hakim III/c S1
5. Syarifa Yana, S.H., M.H. Hakim I1I/b S2
6. Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. Hakim I11/b S2
7. Agewina, S.H., M.H. Hakim I1I/b S2
8. Erwin Tri Surya Anandar, S.H. Hakim III/a S1
9. Yusuf, S.H. Panitera I11/d S1
10. Endang Efendi, S.E., M.M. Sekretaris
11. Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Muda
Perdata
12. A Hairun Yulasni, S.H. Panitera Muda
Hukum
13. Muhammad Iman Septian, S.Ip. Kepala Sub Bagian
Perencanaan
Teknologi




29.
30.
31.

32.
. Dea Anggita, A.Md.

34.

diman Jaya Anugrah, S.H.

ahmat Juniansyah

. Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.

. Isnata Takasuri, S.H.

. Brendy Sutra, S.H.

. Suwarman, S.H ., M.H.

. Fitriani, S.H.

. Mathyas Adinata, S.H.

. Yudi Adrian Saputra, S.H.

. Endang Azhari

. Mardhiyan Saputra, A.Md.

. Muhammad Budi Kurniawan, S.H.

. Jihan Putri Zuzanggi, S.H.

. Mutiara Saputri, S.E.

Era Usthi Anggraini
Zulpan Aryanto
Ade Kurniawan, A.MD.

Desti Dwi Amanda, A.Md.

M. Budianto, S.E.

Informasi, Dan
Pelaporan
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian,
Organisasi, Dan
Tata Laksana
Panitera Muda
Pidana
Kepala Sub Bagian
Umum Dan
Keuangan
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Bendahara
Juru Sita
Analis Perkara
Peradilan
Analis Perkara
Peradilan
Analis Sumber
Daya Manusia
Aparatur
Pengadministrasi
Registrasi Perkara
Pengadministrasi
Persuratan
Pengadministrasi
Registrasi Perkara
Pengelola Perkara
Pengelola Sistem
Dan Jaringan
Juru Sita Pengganti

I1l/c

I11/b

I11/b

I1l/c
I1l/c
I1I/b
I11/b
III/b
II1/b
I11/b
III/a
IIl/a
III/a

III/a

III/a

11/d
11/d
II/c

II/c
1I/c

III/a

S2

S1

SLTA

SLTA

D3

D3
D3

S1

A. MUTASI

Adalah kegiatan perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang

memiliki tingkatan level yang sama atau yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya.

Tabel III.A.16

Mutasi yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

R. MATRAS SUPOMO, SH, MH

ROBERT SIAHAAN, SH, MH

HAKIM TINGGI
PT. PALEMBANG

HAKIM TINGGI
PT. PALEMBANG

HAKIM TINGGI
PT. BANDUNG

HAKIM TINGGI
PT. BANDUNG

No Satuan Kerja Jabatan Lama | Jabatan Baru| Keterangan
1. | Pengadilan Tinggi Palembang
Dr. Hj. NIRWANA, SH, M.Hum WKPT. BENGKULU | WKPT. HASIL TPM
PALEMBANG TGL 27 APRIL

2021

HASIL TPM
TANGGAL 27
APRIL 2021

HASIL TPM
TGL 8




SEPTEMBER
2021

ON, SH, M.Hum KETUA PT. KETUA PT. HASIL TPM
PALEMBANG YOGYAKARTA TGL 27
DESEMBER
2021
. Hj. NIRWANA, SH, M.Hum WKPT. WKPT. HASIL TPM
PALEMBANG BANJARMASIN TGL 27
DESEMBER
2021
KETUA PT. HASIL TPM
Dr. MOH. EKA KARTIKA EM, SH, M.Hum KETUA PT. PALEMBANG TGL 27
BENGKULU DESEMBER
2021
WKPT. HASIL TPM
H. ADE KOMARUDIN, SH, M.Hum WKPT. PADANG PALEMBANG TGL 27
DESEMBER
2021
HAKIM TINGGI HASIL TPM
R.A. SUHARNI, SH, MH HAKIM TINGGI PT. PALEMBANG | TGL 27
PT. JAMBI DESEMBER
2021
HAKIM TINGGI HASIL TPM
BADRUN ZAINI, SH, MH HAKIM TINGGI PT. PALEMBANG | TGL 27
PT. SAMARINDA DESEMBER
2021
2. | Pengadilan Negeri Palembang
BONGBONGAN SILABAN, SH, LLM KPN. PALEMBANG | KPN. BEKASI HASIL TPM
TANGGAL 27
APRIL 2021
FATIMAH, SH KPN. SUNGAIL HAKIM PN. HASIL TPM
LIAT PALEMBANG TANGGAL 27
APRIL 2021
HOTNAR SIMARMATA, SH, MH HAKIM PN. HAKIM PN. HASIL TPM
PALEMBANG JAKARTA UTARA | TANGGAL 27
APRIL 2021
YOPY WIJAYA, SH HAKIM PN. LUBUK | HAKIM PN. HASIL TPM
LINGGAU PADANG TGL 8
SEPTEMBER
2021
3. | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
YOPY WIJAYA, SH HAKIM PN. LUBUK | HAKIM PN. HASIL TPM
LINGGAU PADANG TGL 8
SEPTEMBER
2021
FERDINALDO HENDRAYUL BONODIKUN, PANMUD HUKUM HAKIM PN. HASIL TPM
SH, MH PN. LUBUK BATAM TANGGAL 27
LINGGAU APRIL 2021
ARMEN, SH




HAKIM PN. LUBUK

PANMUD

HASIL RAPAT

LINGGAU PERDATA PN. TPM
LUBUK KEPANITERAA
LINGGAU N TGL 5 MEI
2021
ANSYAH, SH, MH
HAKIM PN. LUBUK | HAKIM HASIL TPM
LINGGAU YUSTISIAL TANGGAL 27
MAHKAMAH DESEMBER
AGUNG RI DIP. 2021
KEPANITERAAN
Pengadilan Negeri Sekayu
TYAS LISTIANI, SH, MH HAKIM PN. HAKIM PN. HASIL TPM
SEKAYU LUBUK TGL 8
LINGGAU SEPTEMBER
2021
NOVI LIANA, ST, MH ANALIS ANALIS SK SEKMA
PERENCANAAN, PERENCANAAN, NOMOR :
EVALUASI, DAN EVALUASI, DAN 1038/SEK/Kp.
PELAPORAN PELAPORAN I/SK/X/2021
PN. SEKAYU PN. BOGOR TGL. 15
OKTOBER
2021
RIZKIANSYAH, SH HAKIM PN. HAKIM HASIL TPM
SEKAYU YUSTISIAL TANGGAL 27
MAHKAMAH DESEMBER
AGUNG RI DIP. 2021
KEPANITERAAN
5. | Pengadilan Negeri Kayu Agung
EDDY DAULATTA SEMBIRING, SH, MH KPN. KAYUAGUNG | KPN. CIKARANG | HASIL TPM
TGL

8 SEPTEMBER
2021

HENDRI KUSTIAN, SH, MH PANITERA PN. PANITERA PN. HASIL RAPAT
KAYUAGUNG MUARA ENIM TPM
KEPANITERAA
N TGL 5 MEI
2021
ZULFIKAR BERLIAN, SH HAKIM PN. HAKIM PN. HASIL TPM
KAYUAGUNG SUNGAILIAT TGL 27
DESEMBER
2021
6. | Pengadilan Negeri Muara Enim
DARMAWATI, SH PANITERA PN. PANITERA PN. HASIL RAPAT
MUARA ENIM PRABUMULIH TPM
KEPANITERAA
N TGL 5 MEI
2021
PANMUD PIDANA PANMUD HASIL RAPAT
ARMAN, SH PN. MUARA ENIM PERDATA PN. TPM
MUARA ENIM KEPANITE




APRISOL, SH

HARYANTO DAS’AT, SH, MH

HARTATI,SH

HAKIM PN.
MUARA ENIM

HAKIM PN.
MUARA ENIM

HAKIM PN.
MUARA ENIM

HAKIM PN.
MUARA ENIM

HAKIM PN.
GEDONG
TATAAN

HAKIM PN.
CIAMIS

HAKIM PN.
GARUT

HAKIM PN.
KARAWANG

N TGL 5 MEI
2021

HASIL TPM
TGL 8
SEPTEMBER
2021

HASIL TPM
TGL 27
DESEMBER
2021

HASIL TPM
TGL 27
DESEMBER
2021

HASIL TPM
TGL 27
DESEMBER
2021

Pengadilan Negeri Baturaja

Pengadilan Negeri Lahat

HINDRAWANSYAH

SHELLY NOVERIYATI S, SH

M. NADZIR IDRUS, S.Psi.

MAHARTHA NOERDIANSYAH, SH

LISZA AYUMASDARIA, SH

JIMMY MARULI, SH, MH

JURUSITA PN.
LAHAT

HAKIM PN. LAHAT

ANALIS SDM
APARATUR PN.
LAHAT

HAKIM PN. LAHAT

PP. PN. LAHAT

KPN. LAHAT

JURUSITA PN.
PAGARALAM

HAKIM PN.
MUARA ENIM

ANALIS SDM
APARATUR PN.
MATARAM

HAKIM PN.
CIKARANG

PP. PN. METRO

KPN.
MENGGALA

HASIL RAPAT
TPM
KEPANITERAA
N TGL 5 MEI
2021

HASIL TPM
TGL 8
SEPTEMBER
2021

SK SEKMA
NOMOR :
491/SEK/Kp.1/
SK/V/

2021 TGL. 31
MEI 2021

HASIL TPM
TGL 27
DESEMBER
2021

HASIL RAPAT
TPM
KEPANITERAA
N TGL 5 MEI
2021

HASIL TPM
TGL 27

DESEMBER
2021




RYANI, SH, MH

PANITERA PN.
PRABUMULIH

KPN.
PRABUMULIH

PANITERA PN.
KAYUAGUNG

KPN. TANJUNG
BALAI

HASIL RAPAT
TPM
KEPANITERAA
N TGL 5 MEI
2021

HASIL TPM
TGL 27
DESEMBER
2021

Pengadilan Negeri Pagaralam

ENRIK PEDI ENDORA, SH, MM PANMUD HUKUM PANMUD HASIL RAPAT
PN. PAGARALAM PERDATA PN. TPM
SEKAYU KEPANITERAA
N TGL 5 MEI
2021
METHA RYZQHA AYSYAH, S.Psi. ANALIS SDM ANALIS SDM SK SEKMA
APARATUR PN. APARATUR PN. NOMOR :
PAGARALAM SUKOHARJO 1038/SEK/Kp.
I/SK/X/2021
TGL. 15
OKTOBER
2021
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
NOFITA DWI WAHYUNI, SH, MH WKPN. OELAMASI | WKPN. HASIL TPM
PANGKALAN TANGGAL 27
BALAI APRIL 2021
BAYU ADHYPRATAMA, SH, MH HAKIM PN. HAKIM PN. KAB. | HASIL TPM
PANGKALAN MADIUN TGL 8
BALAI SEPTEMBER
2021
ISNATA TAKASURI, SH PANITERA PANITERA HASIL TPM
PENGGANTI PN PENGGANTI PN TGL 23
PRABUMULIH PANGKALAN SEPTEMBER
BALAI 2021
WENNY PUSPITA SARI, SH, MH PANITERA PANITERA HASIL TPM
PENGGANTI PN PENGGANTI PN TGL 23
TANJUNG PATI PANGKALAN SEPTEMBER
BALAI 2021
M. ALWI, SH HAKIM PN. HAKIM PN. HASIL TPM
PANGKALAN SUNGAILIAT TGL 27
BALAI DESEMBER
2021
DWI NOVITA PURBASARI, SH HAKIM PN. HAKIM PN. HASIL TPM
PANGKALAN RANGKASBITUNG TGL 27
BALAI DESEMBER

2021




an pegawai dari satu posisi atau ke posisi jabatan yang lebih

I dan fasilitas, tanggung jawab dan peluang lebih besar

Tabel II1.B.17

Promosi yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Satuan Kerja Jabatan Lama Jabatan Baru Keterangan
Pengadilan Tinggi Palembang
METALIARISTA, SE PELAKSANA ANALIS SK SEKMA
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN NOMOR :
DAN TI AHLI 811/SEK/Kp.I/SK/
MUDA XII/2020 TGL 29
DES 2020
YURIMA UTAMI, S.I.P PELAKSANA ANALIS SK SEKMA
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN NOMOR :
DAN TI AHLI PERTAMA 20/SEK/Kp.I/SK/I
/2021 TGL 14 JAN
2021
WENNY RITA S., SE PELAKSANA ANALIS SK SEKMA
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN NOMOR :
DAN TI AHLI PERTAMA 280/SEK/Kp.I/SK/
1vV/2021 TGL 01
APRIL 2021
HENNY MARINA, S.TP, SH, MH PENYUSUN ANALIS SK SEKMA
LAPORAN PENGELOLA NOMOR :
KEUANGAN KEUANGAN 282/SEK/Kp.I/SK/
APBN AHLI 1vV/2021 TGL 01
MUDA APRIL 2021
IMELDA MARLY, SE, SH, MH PENYUSUN ANALIS SK SEKMA
LAPORAN PENGELOLA NOMOR :
KEUANGAN KEUANGAN 282/SEK/Kp.I/SK/
APBN AHLI 1V/2021 TGL 01
MUDA APRIL 2021
A. GHUFRAN, SE, MM PENYUSUN ANALIS SK SEKMA
LAPORAN PENGELOLA NOMOR :
KEUANGAN KEUANGAN 282/SEK/Kp.I/SK/
APBN AHLI 1V/2021 TGL 01
MUDA APRIL 2021
YUYUN MARYAMI, SE BENDAHARA PRANATA SK SEKMA
PENERIMAAN KEUANGAN NOMOR :
APBN 283/SEK/Kp.
PELAKSANA I/IV/2021 TGL 01
LANJUTAN/MAH | APRIL 2021
IR
SAIFUL AMRI, SH PANMUD PP PT. HASIL RAPAT TPM
PIDANA PN. PALEMBANG KEPANITERAAN
BATURAJA TGL 5 MEI 2021
Dra. ROSANAH PANMUD PP. PT. HASIL RAPAT TPM
PERDATA PN. PALEMBANG KEPANITERAAN
BATURAJA TGL 5 MEI 2021




PANITERA
PENGGANTI PN.

PANITERA

PENGGANTI PT.

HASIL RAPAT TPM
KEPANITERAAN

AKHMAD HARTONI, SH, MH

SYAHRI ADAMY, SH, MH

PANITERA PN.
MALANG

HAKIM PN.
PALEMBANG

PANITERA PN.
PALEMBANG

HAKIM TINGGI
PT. BENGKULU

PALEMBANG PALEMBANG TGL 5 MEI 2021
ANTYO SETIADI, SH, HAKIM PN. HAKIM PT. HASIL TPM TGL
MEDAN PALEMBANG 27 DESEMBER
2021
engadilan Negeri Palembang
ABDUL AZIZ, SH, MH WKPN. MEDAN KPN. HASIL TPM
PALEMBANG TANGGAL 27
APRIL 2021
AGNES SINAGA, SH, MH HAKIM PN. HAKIM PN. HASIL TPM
PADANG PALEMBANG TANGGAL 27
APRIL 2021
SUHANDA, SH PP. PN. PANMUD HASIL RAPAT TPM
PALEMBANG PERDATA PN. KEPANITERAAN
BATURAJA TGL 5 MEI 2021
MARDUAN, SH, MH PANITERA PANITERA HASIL RAPAT TPM
PENGGANTI PN. PENGGANTI PT. KEPANITERAAN
PALEMBANG PALEMBANG TGL 5 MEI 2021
YOSERIZAL, SH, MH KPN. PADANG WKPN. HASIL TPM TGL 8
PALEMBANG SEPTEMBER 2021

HASIL TPM TGL
23 SEPTEMBER
2021

HASIL TPM TGL
27 DESEMBER
2021

3. | Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

IRSANUDIN, SH, MH

PANITERA PN.

PANITERA PN.

HASIL RAPAT TPM

IDHAM PRATAMA, SH

RENDY HERMANA, SH

HADI RAMANSYAH, SH

PP. PN. SEKAYU

PANMUD
PERDATA PN.
SEKAYU

PP. PN. SEKAYU

PANMUD
PIDANA PN,
MUARA ENIM

PP. PN.
PALEMBANG

BUKIT TINGGI LUBUK KEPANITERAAN
LINGGAU TGL 5 MEI 2021
NASIB SAGALA, SH PANITERA PANITERA HASIL RAPAT TPM
PN. LUBUK PENGGANTI PT. KEPANITERAAN
LINGGAU PEKANBARU TGL 5 MEI 2021
BOY HENDRA KUSUMA, SH PP. PN. LUBUK PANMUD HASIL RAPAT TPM
LINGGAU PIDANA PN. KEPANITERAAN
BATURAJA TGL 5 MEI 2021
4. | Pengadilan Negeri Sekayu
AHMAD LETONDOT BASARIN, SH, MH PANMUD PANITERA PN. HASIL RAPAT TPM
PIDANA PN. LAHAT KEPANITERAAN
SEKAYU TGL 5 MEI 2021

HASIL RAPAT TPM
KEPANITERAAN
TGL 5 MEI 2021

HASIL RAPAT TPM
KEPANITERAAN
TGL 5 MEI 2021




PANMUD

HASIL RAPAT TPM

PIDANA PN. KEPANITERAAN
KAYUAGUNG TGL 5 MEI 2021
egeri Kayu Agung
TIRTONA, SH, M.Hum WKPN. KPN. HASIL TPM TGL 8
KAYUAGUNG KAYUAGUNG SEPTEMBER 2021
HAKIM PN. WKPN. HASIL TPM TGL
MELISSA, SH, MH BOGOR KAYUAGUNG 27 DESEMBER
2021
Pengadilan Negeri Muara Enim
DEDY SOHAIDI, SH PANMUD PANMUD HASIL RAPAT TPM
PERDATA PN. HUKUM PN. KEPANITERAAN
MUARA ENIM LUBUK TGL 5 MEI 2021
LINGGAU
JIMMY OKTAVIANUS, A.Md JURUSITA JURUSITA PN. HASIL RAPAT TPM
PENGGANTI PN. MUARA ENIM KEPANITERAAN
MUARA ENIM TGL 5 MEI 2021
7. | Pengadilan Negeri Baturaja
HALIDA RAHARDHINI, SH, M.Hum WKPN. KPN. BATURAJA | HASIL TPM
BATURAJA TANGGAL 27
APRIL 2021
HENDRI AGUSTIAN, SH, M.Hum HAKIM PN. WKPN. HASIL TPM
BATAM BATURAJA TANGGAL 27
APRIL 2021
RINA SILVIANA, SH, MH PP. PN. PANMUD HASIL RAPAT TPM
BATURAJA HUKUM PN. KEPANITERAAN
SEKAYU TGL 5 MEI 2021
SAIFUL AMRI, SH PANMUD PP. PT. HASIL RAPAT TPM
PIDANA PN. PALEMBANG KEPANITERAAN
BATURAJA TGL 5 MEI 2021
Dra. ROSANAH PANMUD PP. PT. HASIL RAPAT TPM
PERDATA PN. PALEMBANG KEPANITERAAN
BATURAJA TGL 5 MEI 2021
8. | Pengadilan Negeri Lahat
HABELLY, SH PP. PN. LAHAT PANMUD HASIL RAPAT TPM
PERDATA PN. KEPANITERAAN
PAGARALAM TGL 5 MEI 2021
MIRAWATI, S.Kom, SH, MM PELAKSANA PN. PP. PN. HASIL RAPAT TPM
LAHAT PAGARALAM KEPANITERAAN
TGL 5 MEI 2021
RENALDO MEIJI HASOLOAN TOBING, WKPN. LAHAT KPN. LAHAT HASIL TPM TGL
SH, MH 27 DESEMBER
2021
[ 75 )




WKPN.

KPN.

HASIL TPM TGL

PRABUMULIH PRABUMULIH 27 DESEMBER
2021
ANDAYANI, SH, MH HAKIM PN. WKPN. HASIL TPM TGL
SUKABUMI PRABUMULIH 27 DESEMBER
2021
Pengadilan Negeri Pagaralam
AKHMAD TRI HABIBI, SH, MH PP. PN. PANMUD HASIL RAPAT TPM
KEPAHIANG HUKUM PN. KEPANITERAAN
PAGARALAM TGL 5 MEI 2021
BEN RONALD P. SITUMORANG, SH, MH | WKPN. KPN. SEKAYU HASIL TPM 8
PAGARALAM SEPTEMBER 2021
ARIZAL ANWAR, SH, MH KPN. WKPN. BANGIL HASIL TPM 8
PAGARALAM SEPTEMBER 2021
RONI SUSANTA, SH WKPN. SABANG KPN. HASIL TPM 8
PAGARALAM SEPTEMBER 2021
11. | Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
SILVI ARIANI, SH, MH WKPN. KPN. HASIL TPM
PANGKALAN PANGKALAN TANGGAL 27
BALAI BALAI APRIL 2021
YUDI NOVIANDRI, SH, MH KPN. WKPN.BANGKO HASIL TPM
PANGKALAN TANGGAL 27
BALAI APRIL 2021
HADI CHANDRA, SH PP. PN. PANMUD HASIL RAPAT TPM
PANGKALAN PIDANA PN. KEPANITERAAN
BALAI SEKAYU TGL 5 MEI 2021

C. PENSIUN
Tabel III.C.18
Pensiun yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
No Satuan Kerja Nama Jabatan TMT Keterangan
Pensiun
1. | Pengadilan Tinggi Palembang
1. A. IWAN SARJANA PANITERA 01 MEI PENSIUN BUP
PUSPA, SH, MH PENGGANTI 2021 KPP PNS
2. YULIANTO, SH
PANITERA 01 NOV | PENSIUN
PENGGANTI 2021 JANDA/DUDA
PNS




(YBS

MENINGGAL
DUNIA)
FAISAL
AMRULLAH, SH, HAKIM AD 01 DES PENSIUN
MH HOC TIPIKOR 2021
dilan Negeri Palembang
1. BAMBANG PELAKSANA 01 DES PENSIUN BUP
GUNAWAN 2021 KPP PNS
2. SURYADI, S.Sos., HAKIM AD 01 DES PENSIUN
SH, MH HOC TIPIKOR 2021
HAKIM AD
3. H. ARIZON HOC TIPIKOR 01 DES PENSIUN
MEGAJAYA, SH 2021
HAKIM AD
HOC TIPIKOR
4. JUNAIDA, SH 01 DES PENSIUN
2021
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Z. ABIDIN, S.Sos PANITERA 01 FEB PENSIUN BUP
MUDA 2021 KPP PNS
PERDATA
2. EDI SFENDI
JURUSITA 01 DES PENSIUN
2021 JANDA/DUDA
PNS
(YBS
MENINGGAL
DUNIA)
4. | Pengadilan Negeri Sekayu
Nihil
5. | Pengadilan Negeri Kayu Agung
YUSMAN, SH PANMUD 01 FEB PENSIUN
PIDANA 2021 JANDA/DUDA
PNS
(YBS
MENINGGAL
DUNIA)
6. | Pengadilan Negeri Muara Enim
Nihil
7. | Pengadilan Negeri Baturaja
Nihil
8. Pengadilan Negeri Lahat 1. M. HASYMI, SH PANITERA 01 SEP PENSIUN BUP
2021 KPP PNS
2. MASTIAH, SH, MM PANITERA 01 SEP PENSIUN BUP
PENGGANTI 2021 KPP PNS
9. | Pengadilan Negeri Prabumulih
| NIhil
10.| Pengadilan Negeri Pagaralam
11.| Pengadilan Negeri Pangkalan Balai




Penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka

engembangkan kompetensi pegawai yang sesuai persyaratan jabatan masing-

masing.

Data Sumber Daya Manusia Teknis yang mengikuti Diklat Pada di Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan Tahun 2021

Tabel 111.D.19

Pegawai Yang mengikuti Diklat Tekni yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang

No Satuan Kerja

Nama

Jenis Diklat

Tanggal Diklat

Ket

1 Pengadilan Tinggi | 1. Syamsul Ali, S.H., M.H| Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
Palembang Calon Asesor Akreditasi | Oktober 2021
Penjaminan Mutu
Pengadilan Tinggi
2. Nursiah Sianipar, Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
S.H., M.H. Calon Asesor Akreditasi | Oktober 2021
Penjaminan Mutu
Pengadilan Tinggi
3. H. Amron Sodik, S.H | Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
Calon Asesor Akreditasi Oktober
Penjaminan Mutu 2021
Pengadilan Tinggi
4. Hidayat Hasyim, S.H Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07

Calon Asesor Akreditasi
Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi

Oktober 2021

Kusnawi Mukhlis,
S.H., M.H.

Bimbingan Teknis Bagi

Calon Asesor Akreditasi
Mutu

Penjaminan

Pengadilan Tinggi

05 s.d 07
Oktobe
r 2021




mad Yunus,

Bimbingan Teknis Bagi

s.d 07

S.H., M.H. Calon Asesor Akreditasi Oktobe
Penjaminan Mutu r 2021
Pengadilan Tinggi
7. R Sabarrudin Ilyas, Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
S.H., M.Hum. Calon Asesor Akreditasi Oktobe
Penjaminan Mutu r 2021
Pengadilan Tinggi
8. Supraja, S.H., M.H. Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
Calon Asesor Akreditasi Oktobe
Penjaminan Mutu r 2021
Pengadilan Tinggi
9. M. Jalili Sairin, S.H., | Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
M.H. Calon Asesor Akreditasi Oktobe
Penjaminan Mutu r 2021
Pengadilan Tinggi
10. Mulyanto, S.H., M.H. Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
Calon Asesor Akreditasi | Oktober 2021
Penjaminan Mutu
Pengadilan Tinggi
11. Barmen Sinurat, Bimbingan Teknis Bagi |05 s.d 07
S.H., M.H. Calon Asesor Akreditasi Oktober
Penjaminan Mutu 2021
Pengadilan Tinggi
12. Mahyuti, S.H., M.H. Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
Calon Asesor Akreditasi | Oktober 2021
Penjaminan Mutu
Pengadilan Tinggi
13. Mien Trisnawaty, Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07
S.H., M.H. Calon Asesor Akreditasi | Oktober 2021
Penjaminan Mutu
Pengadilan Tinggi
14. Edison M, S.H., M.H. Bimbingan Teknis Bagi | 05 s.d 07

Calon Asesor Akreditasi

Oktober 2021




Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi

15. Sutaji, S.H., M.H.

Bimbingan Teknis Bagi
Calon Asesor Akreditasi
Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi

05 s.d 07
Oktober 2021

16. Dr. Kasianus
Telaumbanua, S.H.,
M.H

Bimbingan Teknis Bagi
Calon Asesor Akreditasi
Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi

05 s.d 07
Oktober 2021

16.Dr. Yapi, S.H., M.H.

Bimbingan Teknis Bagi
Calon Asesor Akreditasi
Penjaminan Mutu

Pengadilan Tinggi

05 s.d 07
Oktober 2021

17.Kemal Tampubolon,
S.H., M.H.

Bimbingan Teknis Bagi
Calon Asesor Akreditasi

05 s.d 07
Oktober 2021

18.M. SOPIAN, S.H., M.H

16 November
s.d 02
Desember 2021

19.Mgs. M. YUSUF, S.H

Penjaminan Mutu
Pengadilan Tinggi

Pelatihan Teknis
Yudisial Panitera
Pengganti Pengadilan
Tingkat Banding
Peradilan Umum
Seluruh Indnesia

Pelatihan Teknis
Yudisial Panitera
Pengganti Pengadilan
Tingkat Banding
Peradilan Umum

Seluruh Indnesia

16 November
s.d 02
Desember 2021

20.Dr. Naisyah Kadir,
SH., MH

Pelatihan Penanganan

Tindak Pidana
Pencucian Uang di
Bidang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

22 s.d 24
November 2021




Teknis

Bimbingan
Kepaniteraan

23 s.d
Agustus 2021

25

. Drs. Fachruddin Zen, | Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
SH., MH Kepaniteraan Agustus 2021
Pengadilan Negeri . Nasorianto, S.H., Pelatihan Terpadu | 26 Juli s.d 04
Palembang M.H Sertifikasi Sistem | September 2021
Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Gelombang 3
Seluruh Indonesia
Paul Marpaung, SH., Pelatihan Temu Wicara | 08 s.d 10
MH Virtual Gelombang I November
Bagi Hakim Tingkat 2021
Pertama 4 (empat)

Lingkungan Peradilan

Agusman, SH., MH

Bimbingan Teknis
Kepaniteraan

23 s.d 25
Agustus 2021

Fitria Nurlita, Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
S.KOM., MM Kepaniteraan Agustus 2021
Triana Dian Nisa, S. Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kom Kepaniteraan Agustus 2021
Pengadilan Negeri Yulia Marhaena, S.H Pelatihan SPPA | 03 s.d 25
Lubuk Linggau kerjasama dengan | Februari 2021
Kemenkumham RI
Angkatan LVI
Marselius Ambarita, Pelatihan SPPA | 03 s.d 25
S.H., M.H kerjasama dengan | Februari 2021
Kemenkumham RI

Angkatan LVI

Andi Barkan, S.H.,
M.H

Pelatihan Online Ilmu
Jurnalistik dari Tempat
Tugas

15 s.d 18

Februari 2021




Pelatihan Online Ilmu
Jurnalistik dari Tempat

15 s.d
Februari 2021

18

Tugas
. Yopi Wijaya, SH Pelatihan Online | 22 Februari s.d

English Effective | 03 Maret 2021
Writing

6. Andi Barkan, S.H., Pelatihan Online | 15 s.d 17 Maret

M.H Argumentasi Gagasan | 2021

Pengadilan di Media
Massa dari Tempat

Tugas Tahun 2021

7. Rizal Firmansyah,
S.H., M.H

Pelatihan Online
Argumentasi gagasan
Pengadilan di Media
Massa dari Tempat

Tugas Tahun 2021

15 s.d 18 Maret
2021

8. Ahmad Irfansyah, SH

Pelatihan Online Arsip
Elektronik

15 s.d 18 Maret
2021

9. Boy Hendra Kusuma,
S.H

Pelatihan Online Arsip
Elektronik Angkatan III
tahun 2021

23 s.d 26 Maret
2021

10. Rizal Firmansyah, Pelatihan Tenis Yudisial | 07 s.d 28 Juni
S.H., M.H Perkara Terorisme bagi 2021
Hakim Lingkungan
Peradilan Umum dan
Militer Seluruh
Indonesia
11. Rizal Firmansyah, Pelatihan Online Teknis | 02 s.d 03
S.H., M.H Menyusun Resume Agustus
Putusan Pengadilan 2021
Batch 9
12. Irsanudin, S.H., M.H. | Bimbingan Teknis 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus

2021




Bimbingan Teknis

24 s.d

Kepaniteraan Agustus
2021
14. Emi Huzaimah, A,Md Bimbingan Teknis 25 s.d 25
Kepaniteraan Agustus
2021

15. Faisal, S.H., M.H

Pelatihan Sertifikasi
Hakim Perikanan bagi
Hakim

Peraddilan

Lingkungan
Umum

Seluruh Indonesia

23 Agustus s.d
20 September
2021

16. Rizal Firmansyah,

Pelatihan Teknis

23 Agustus s.d

S.H., M.H Yudisial Tindak Pidana | 06  September
Penodaan/ Penistaan | 2021
Agama bagi Hakim
Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan
Militer Seluruh
Indonesia
17. Tri Lestari, S.H., M.H | Pelatihan Sertifikasi | 06  September
Hakim Pengadilan | s.d 08 Oktober
Hubungan Industrial | 2021
bagi Hakim Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia
18. Ferri Ieawan, S.H., Pelatihan Sertifikasi | 06  September
M.H Hakim Pengadilan | s.d 08 Oktober
Hubungan Industrial | 2021
bagi Hakim Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia
19. Dedy Sohaidi, SH., Pelatihan Teknis | 25 Oktober s.d
MH Yudisial Panitera | 10 November
Pengganti 2021




Pelatihan Sertifikasi

01 November

PERMA 3 Tahun 2017
ddan PERMA 5 Tahun
2019

Hakim Lingkungan | s.d 01
Hidup Desember 2021
21. Faisal, S.H., M.H Peserta Sosialisasi | 22 November

s.d 02
Desember 2021

Pengadilan Negeri
Sekayu

Gerry Putra Suwardi,
S.H

Pelatihan Online Teknis
Menyusun Resume
Putusan Pengadilan
Batch 2 Tahun 201 dari

Tempat Tugas

18 s.d 19
Februari 2021

Muhammad
Novrianto, S.H

Pelatihan Online Public
Speaking And
Communication Skill
Kelas 9 s.d 15 Tahun
2021

15 s.d 18 Maret
2021

Muhammad
Novrianto, S.H

Pelatihan Online Teknik
Menyusun Resume
Putusan Pengadilan
Batch 3 s.d 6 Tahun

2021

17 s.d 18 Maret
2021

Muhammad
Novrianto, S.H

Pelatihan Online Basic
English Communication
Skills For Court dari
Tempat Tugas Tahun
2021

18 s.d 26 Maret
2021

Christoffel Harianja, Pelatihan Sertifikasi | 12 April s.d 06
S.H Hakim Mediator bagi | Mei 2021
Hakim Lingkungan
Peradilan Umum
Seluruh Indonesia
Annisa Noviyanti, Pelatihan Sertifikasi | 19 Mei s.d 26
S.H., M.H Hakim Lingkungan | Juni 2021

Hidup Angkatan XIII




orviana, A.Md

Pelatihan Teknis

05 s.d 16 Juli

Yudisial Jurusita/ | 2021
Jurusita Pengganti
Lingkungan Peradilan
Umum seluruh
Indonesia
Rizkiansyah, SH Pelatihan Terpadu | 26 Juli s.d 04
Sertifikat Sistem | September 2021
Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Gelombang 3
Seluruh indonesia
9. Annisa Noviyanti, Pelatihan Sertifikasi | 26 Juli s.d 24
S.H., M.H.Li Hakim Mediator bagi | Agustus 2021
Hakim Lingkungan
Peradilan Umum
Gelombang 3 Seluruh
Indonesia
10. Christoffel Harianja, Pelatihan Sertifikasi | 26 Juli s.d 24
S.H Hakim Mediator bagi | Agustus 2021
Hakim Lingkungan
Peradilan Umum
Gelombang 3 Seluruh
Indonesia
11. Andy Wiliam Permata, | Pelatihan Sertifikasi | 26 Juli s.d 24
S.H Hakim Mediator bagi | Agustus 2021
Hakim Lingkungan
Peradilan Umum
Gelombang 3 Seluruh
Indonesia
12. Ahmad Letondot Pelatihan Online Teknis | 04 s.d 05
Basarin, S.H., M.H Menyusun Resume | Agustus 2021
Putusan Pengadilan
Batch 12




Kepaniteraan

Bimbingan Teknis

23 s.d
Agustus 2021

25

14. Enrik Pedi Endora, Bimbingan Teknis 23 s.d 25
SH., MH Kepaniteraan Agustus 2021
Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
15. Beny Herlambang, .
s Kepaniteraan Agustus 2021
16. Annisa Noviyanti, Pelatihan Sertifikasi | 06  September
SH., MH Hakim Pengadilan | s.d 08 Oktober
Hubungan Industrial | 2021
bagi Hakim Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia
17. Tyas Listiani, SH., MH | Pelatihan Sertifikasi | 06  September
Lingkungan Hidup | s.d 15 Oktober
Angkatan XIV tahun | 2021
2021 bagi Hakim
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

18. Hendra

Halomoan,S.H.,M.H

Pelatihan Teknis

Yudisial Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) bagi
Hakim Peradilan Umum

13 September
2021 s.d 01
Oktober 2021

19. Enrik Pedi

Endora,S.H.,M.M

Pelatihan Teknis
Yudisial Panitera
Pengganti

25 Oktober
2021 s.d 10
November 2021

20. Rina

Silviana,S.H.,M.H

Pelatihan Teknis
Yudisial Panitera
Pengganti

25 Oktober
2021 s.d 10
November 2021

21. Liga Saplendra

Ginting,S.H

Pelatihan Teknis
Yudisial Hakim

Berkelanjutan (CJE) 1

bagi Hakim Lingkungan

Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

04 Oktober

2021 s.d 18
Oktober 2021




22. Annisa Noviyanti,
S.H., M.H.Li

Pelatihan Advance Bagi
Anak
Peradilan

Hakim
Lingkungan
Umum Tahap 2 Kelas
Klasikal/Tatap Muka

18 November
s.d 01
Desember 2021

23. Rizkiansyah,S.H.,LLM

Pelatihan Sertifikasi
Hakim Lingkungan
Hidup Angkatan XV

15 November
2021 s.d 02
Desember 2021

24. Annisa Noviyanti,
S.H., M.H.Li

Pelatihan Advance Bagi
Hakim Anak
Lingkungan Peradilan
Umum Tahap 2 Kelas
Klasikal/Tatap Muka

18 November
s.d 01
Desember 2021

5 Pengadilan Negeri
Kayu Agung

1. Mohd. Rizky Musmar, | Pelatihan Sertifikasi | 06  September
SH., MH Hakim Pengadilan | s.d 08 Oktober

Hubungan Industrial | 2021
bagi Hakim Peradilan
Umum Seluruh
Indonesia

2. Anisa Lestari, SH Pelatihan Teknis | 04 s.d 18
Yudisial Hakim | Oktober 2021
Berkelanjutan I bagi
Hakim Lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

3. Abu Bakri, SH Pelatihan Online | 22 Februari s.d
Kepemimpinan 11 Juni 2021
Pengawas (PKP)
Gelombang II Angkatan
XXVI dan XXXVII dari
tempat tugas 2021

4. Muhammad Pelatihan Teknis | 05 s.d 16 Juli

Adryansyah, SH Yudisial Jurusita/ 2021

Jurusita Pengganti
Lingkungan Peradilan




Umum

Indonesia
. Ramli, S.H., M.H. Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus
2021
. Abu Bakri, SH., MH Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus
2021
. Muhamad Adryansyah, | Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
SH Kepaniteraan Agustus 2021
Pengadilan Negeri . Elvin Adrian, SH.,MH Pelatihan Sertifikasi | 25 Januari s.d 5
Muara Enim Hakim Lingkungan | Maret 2021
Hidup bagi hakim
Peradilan umum
angkatan XII
. Haryanto Das'at, Pelatihan Sertifikasi | 25 Januari s.d 5
SH.,MH Hakim Lingkungan | Maret 2021
Hidup  bagi hakim
Peradilan umum

angkatan XII

. Titis Ayu Wulandari,
SH

Pelatihan Online English
Effective Writing

22 Februari s.d
2 Maret 2021

. Elvin Adrian, SH.,MH

Penunjukan dan
Pemanggilan Mentor

PKP gel 1 angkatan 17

08 s.d 09
Februari 2021

. Elvin Adrian, SH.,MH Penunjukan dan | 03 Februari
Pemanggilan Mentor | 2021
PKA gel 1 angkatan III

. Elvin Adrian, SH.,MH Pelatihan Online Teknik | 05 April s.d 07
Story Telling April 2021

. Haryanto Das'at, Pelatihan Sertifikasi | 23 Agustus s.d

SH.,MH

Mediator gelombang 4
bagi Hakim Lingkungan

22 September
2021




Peradilan Umum

seluruh Indonesia

Hendri Kustian, Bimbingan Teknis | 23 s s.d 25
SH.,MH Kepaniteraan Agustus 2021
9. Arman, SH Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus 2021
10. Figri Adriansyah, SH Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus
2021

11. Otniel Yuristo Yudha

Focus Group Discussion

23 September

Prawira, SH (FGD) Penelitian 2021
dengan Judul
“Pedoman Penyusunan
Kebijakan MA”
12. Ikha Tina, Penujukan dan | 23 s.d 06
SH.,MHum Pemanggilan Mentor Oktober
pada seminar Rancang 2021
Aksi Perubahan Kinerja
Organisasi
13. Provita Justisia, SH Pelatihan Teknis | 04 s.d 18
Yudisial Hakim Oktober
Berkelanjutan (CJE) 2021

bagi Hakim Lingkungan
Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

14. Hartati, SH

Pelatihan Advanced
bagi hakim anak
lingkungan  peradilan

umum tahap 2 kelas
klasikal/tatap muka

18 November
s.d 01
Desember 2021

Pengadilan Negeri | 1. Halida Rahardhini, Mengikuti Pelatihan | 25 Januari 2021
Baturaja S.H.,M.Hum Sertifikasi Hakim | s.d 5 Maret
Lingkungan Hidup bagi | 2021
Hakim Peradilan Umum
[ s )




Angkatan XII Tahun
2021 secara online

Bob Sadiwijaya, Mengikuti Pelatihan | 26 Juli s.d 04
S.H., M.H Online Pelatihan | September
Terpadu Sertifikasi | 2021
Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA)
gelombang 3
3. Mahendra Adhi Mengikuti Pelatihan | 26 Juli s.d 04
Purwanta, S.H. M.H Online Pelatihan | September
Terpadu Sertifikasi | 2021
Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA)
gelombang 3
4. Rivan Rinaldi, S.H. Mengikuti Pelatihan | 23 Agustus s.d

Online Teknis Yudisial
tindak pidana Penodaan
/ Penistaan Agama
(Blasphemy)
Hakim
Peradilan Umum dan

Militer

bagi
Lingukungan

Peradilan
seluruh Indonesia

06 September
2021

5. Deni Syaffril, S.H Bimbingan Teknis | 23 Agustus s.d
Kepaniteraan 25 Agustus
2021
6. Suhanda, S.H Bimbingan Teknis | 23 Agustus s.d

Kepaniteraan

25 Agustus
2021




Teknis

Bimbingan

23 Agustus s.d

Kepaniteraan 25 Agustus
2021
Arie Septi Zahara, | Mengikuti Pelatihan | 03 s.d 18
S.H Teknis Yudisial Hakim Oktober
Berkelanjutan (CJE) 1 2021
Bagi Hakim
Lingukungan Peradilan
Umum seluruh
Indonesia yang akan
dilaksanakan secara
mandiri melalui E
Learning dan online
Mahendra Adhi Pelatihan  Training of | 03 s.d 12

Purwanta, S.H. M.H

Trainer (TOT) Reguler
Bagi Hakim dan
(Empat)

Peradilan

Panitera 4
Lingkungan
Seluruh Indonesia yang
akan dilaksanakan
secara mandiri melalui

E Learning dan online

November 2021

Pengadilan Negeri
Lahat

1. Habelly, SH., MH

Pelatihan Online
Kepemimpinan
Pengawas (PKP)

Gelombang II Angkatan
XXVI dan XXXVII dari
Tempat Tugas 2021

22 Februari s.d
11 Juni 2021

MH

Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Gelombang I
Seluruh Indonesia

. Jimmy Maruli, SH., Pelatihan Online | 08 s.d 10 Maret
MH Mentoring bagi Mentor | 2021
Peserta PKP Gelombang
I Batch II B Tahun 2021
Renaldo Meiji Pelatihan Terpadu | 04 Maret s.d 13
Hasoloan Tobing, SH., | g ifikasi Sistem | April 2021




oerdiansyah, SH

Pelatihan

Terpadu

26 Juli s.d 04

Sertifikasi Sistem | September 2021
Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Gelombang 3
Seluruh Indonesia
. Shelly Noveriyati S, Pelatihan Terpadu | 24 Juli s.d 04
SH Sertifikasi Sistem September
Peradilan Pidana Anak 2021
(SPPA) Gelombang 3
Seluruh Indonesia
. Ahmad Letondot Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Basarin, SH., MH. Kepaniteraan Agustus
2021
. Alia Desnani, SH., MM Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus
2021
. Neni Triana Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus 2021
Pengadilan Negeri . Shinta Nike | Pelatihan penerapan | 27 Mei s.d 11
Prabumulih Ayudia,S.H.,M.H prinsip dan kerangka | Juni 2021
hukum HAM
. Arlen Veronica, | Pelatihan terpadu | 23 Juni 2021
S.H.,M.H sistem peradilan anak
(SPPA) Angkatan
dengan metode
distance leaning
. Fitri Agustina, S.H Pelatihan penerapan | 27 Mei s.d 11
prinsip dan kerangka | Juni 2021
hukum HAM
Darmawati, S.H. Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus 2021
Ferry Irawan, SH., Bimbingan Teknis | 23 s.d 25

MH

Kepaniteraan

Agustus 2021




akasuri, SH

Teknis

Bimbingan
Kepaniteraan

23 s.d
Agustus 2021

25

7. Ra Asriningrum K

S.H.M.H.

Bimbingan Teknis

Penanganan Bantuan
Teknis hukum dalam
masalah Perdata dan
Mahkamah

Republik Indonesia

Agung

01 Oktober 2021

8. Shinta
Ayudia,S.H.,M.H

Nike

Bimbingan Teknis

Penanganan Bantuan
Teknis hukum dalam
masalah Perdata dan
Mahkamah

Republik Indonesia

Agung

01 Oktober 2021

9. Indah Yuli Kurniawati,
S.H.,M.H.

Bimbingan Teknis

Penanganan Bantuan
Teknis hukum dalam
masalah Perdata dan
Mahkamah

Republik Indonesia

Agung

01 Oktober 2021

10. Citra Amanda, S.H.

Bimbingan Teknis

Penanganan Bantuan
Teknis hukum dalam
masalah Perdata dan
Mahkamah

Republik Indonesia

Agung

01 Oktober 2021

11. Norman Mahaputra,
S.H.

Bimbingan Teknis

Penanganan Bantuan
Teknis hukum dalam
masalah Perdata dan
Mahkamah

Republik Indonesia

Agung

01 Oktober 2021

12. Norman Mahaputra,
S.H.

Bimbingan Teknis

Yudisial hakim

berkelanjutan

04 s.d 08
Oktober 2021




wati, S.H.

Teknis

Bimbingan
Penanganan Bantuan
Teknis hukum dalam
masalah Perdata dan
Mahkamah

Republik Indonesia

Agung

01 Oktober
2021

. Shinta

Ayudia,S.H.,M.H

Nike

Pelatihan lanjutan HAM
bagi Hakim Lingkungan
Peradilan Umum
seluruh Indonesia TA

2021

24 Nopember
2021

15. Shinta Nike | Pelatihan sosialisasi | 22 Nopember
Ayudia,S.H.,M.H PERMA NO 3 Tahun | s.d 02
2017 dan PERMA 5 | Desember 2021
Tahun 2019
16. Arlen Veronica, | Pelatihan sosialisasi | 22 Nopember
S-H.,M.H PERMA NO 3 Tahun | s.d 02
2017 dan PERMA 5 | Desember 2021
Tahun 2019
10 Pengadilan Negeri | 1. Arizal Anwar S.H., Pelatihan Online ECSCS | 12 s.d 16
Pagar Alam M.H. Treshold Level For | Oktober 2021
National Leadership
Training Kelas PKN 1
dan 2
2. Ben Ronald P. Pelatihan Sertifikasi | 6 September s.d
Situmorang, SH,.MH | pakim Lingkungan | 15 Oktober 2021
Hidup Angkatan XIV
Tahun 2021
3. Eduward Afrianto Pelatihan Teknis | 4 s.d 18 Oktober
Sitohang, S.H. Yudisial Hakim | 2021

Berkelanjutan (CJE) 1

Bagi Hakim Peradilan

Umum Seluruh
Indonesia
( |
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Bimbingan
Kepaniteraan

23 s.d
Agustus 2021

25

Habelly, SH., MH Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus 2021

Herdiansyah, SH Bimbingan Teknis | 23 s.d 25
Kepaniteraan Agustus 2021

11 Pengadilan Negeri Silvi Ariani, S.H., Pelatihan Sertifikasi | 25 Januari s.d.
Pangkalan Balai M.H. Hakim Lingkungan | 5 Maret 2021

Hidup bagi Hakim
Peradilan Umum
Angkatan XII Tahun
2021

Silvi Ariani, S.H., Seminar Online | 08 Februari

M.H. “Coaching untuk | 2021
Pimpinan”

Silvi Ariani, S.H., Seminar Online “Kreatif | 10 Februari

M.H. dan Inovatif 2021

Yudi Adrian Saputra,
S.H.

Pelatihan Online
Kepemimpinan

Pengawas (PKP) Gel. II
Angkatan XXVII dari
Tempat Kerja Tahun

2021

22 Februari s.d.
11 Juni 2021

Dwi Indah Rosalina,

Pelatihan Online English

31 Maret s.d. 9

S.H., M.H. Effective Presentation | April 2021
bagi Peserta PKP Gel. I
Angk. XVII s.d.XXV
kelas 5
Dwi Novita Purbasari, | Pelatihan penerapan | 27 Mei s.d. 11
S.H. Prinsip dan Kerangka | Juni 2020
Hukum Hak Asasi
Manusia
[ o )




dhypratama,
S.H., M.H.

Pelatihan
Sertifikasi
Peradilan Pidana Anak
(SPPA) Gel. 3 Seluruh
Indonesia

Terpadu
Sistem

26 Juli s.d. 4
September
2021

bagi Hakim Lingkungan

Peradilan Umum

seluruh Indonesia

8. Syarifa Yana, S.H., Pelatihan Online Tehnik | 2 s.d. 3 Agustus
M.H. Menyusun Resume | 2021
Putusan Pengadilan
(Excecutive Summary)
Batch 10
9. Hairun Yulasni, S.H. Bimbingan Teknis | 23 s.d. 25
Kepaniteraan Agustus 2021
10. Mardhyan Saputra, Bimbingan Teknis | 23 s.d. 25
A.Md Kepaniteraan Agustus 2021
11. M. Budianto, S.E. Bimbingan Teknis | 23 s.d. 25
Kepaniteraan Agustus 2021
12. Nofita Dwi Wahyuni, Pelatihan Sertifikasi | 23 Agustus s.d.
S.H., M.H. Mediator Gel. 4 bagi | 22 September
Hakim Lingkungan | 2021
Peradilan Umum
Seluruh Indonesia
13. Nofita Dwi Wahyuni, Focus Group Discussion | 23 September
S.H., M.H. (FGD) Penelitian | 2021
dengan Judul
“Pedoman Penyusunan
Kebijakan = Mahkamah
Agung’
14. Syarifa Yana, S.H., Pelatihan Teknis | 04 s.d. 18
M.H. Yudisial Hakim | Oktober 2021
Berkelanjutan (CJE)




vita Purbasari,

Pelatihan Lanjutan Hak

24 Nopember

S.H. Asasi Manusia bagi | s.d. 10
Hakim Peradilan Umum | Desember 2021
seluruh Indonesia
Tahun 2021
16. Syarifa Yana, S.H., Sosialisasi PERMA 3 | 22 Nopember

M.H.

Tahun 2017 dan PERMA
5 Tahun 2019

s.d. 02
Desember 2021

Tabel 111.D.20

Data Sumber Daya Manusia Non Teknis yang mengikuti Diklat Pada di Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan Tahun 2021

Pegawai Yang mengikuti Diklat Non Teknis yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Palembang

No

Satuan Kerja

Nama

Jenis Diklat

Tanggal Diklat

Ket

Pengadilan Tinggi

Palembang

Heny Marina, S.TP., SH.,
MH

Mengikuti
Digital

Manajemen Keuangan

Program

Learning

Negara Menengah

01 s.d 05
Februari 2021

. Imelda Marly, Se., SH.,

MH

Mengikuti
Digital

Manajemen Keuangan

Program

Learning

Negara Menengah

01 s.d 05
Februari 2021

Fatmayeni, S.Kom., SH.,
M.Kom

Pelatihan Online Basic
Graphic with
Adobe After Effect kelas
01 dari Tempat Tugas
Tahun 2021

Motion

01 s.d 05
Februari 2021

. Ahmad Ghufran, SE.,

Pelatihan Online Basic
Blooklet Design With
Adobe Indesign kelas 3

01 s.d 05

Februari 2021

MM dari Tempat Tugas
Tahun 2021
( ]
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. Yulianti, SH

Online
Preparation The
Toefl I kelas 1 s.d 6 dari
Tempat Tugas Tahun
2021

Pelatihan

For

01 s.d
Februari 2021

09

Mengikuti Program | 05 s.d 09 April
Digital Learning | 2021
Manajemen Keuangan

6. Junaidi, S.Psi., M.si Negara Menengah
Batch II
Mengikuti Program | 05 s.d 09 April
Digital Learning | 2021

7. Ahmad Ghufran, SE., Manajemen - Keuangan

MM Negara Menengah

Batch II
Mengikuti Program | 05 s.d 09 April
Digital Learning | 2021

8. Imelda Marly, SE., SH., | hanajemen  Keuangan

MH Negara Menengah

Batch II
Mengikuti Program | 05 s.d 09 April
Digital Learning | 2021
Manajemen Keuangan

9. Yuyun Maryami, SE Negara Menengah
Batch II

10. Eka Sri Rejeki, SH., MH

Pelatihan Online Ilmu
Jurnalistik Kelas 4

15 s.d 18
Februari 2021

11. Fatmayeni, S.Kom.,
SH., M.Kom

Pelatihan Online Basic
Image Editing with
Adobe Photoshop Kelas
07 s.d 08 dari Tempat
Tugas Tahun 2021

22 s.d 26
Februari 2021

12. Ahmad Ghufran, SE.,
MM

Pelatihan Online Basic
Photographic Design

dengan Adobe Kelas 06

01 s.d 05 Maret
2021




s.d 09 dari Tempat
Tugas Tahun 2021

. Eka Sri Rejeki, SH., MH

Mengikuti ~ Bimbingan

Teknis Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

Mengikuti  Bimbingan | 01 s.d 03 Maret
Teknis Kepegawaian | 2021
14. Metaliarista, SE (Manajemen ASN)
Mengikuti  Bimbingan | 01 s.d 03 Maret
Teknis Kepegawaian | 2021
15. Yurima Utami, S.I.P (Manajemen ASN)
Mengikuti  Bimbingan | 03 s.d 05 Maret
16. Madya Prasetya Mulia, Teknis Rencana | 2021

SH

Program dan Anggaran

17.

Fatmayeni, S.Kom.,
SH., M.Kom

Mengikuti ~ Bimbingan

Teknis Rencana

Program dan Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

18.

Sartika Siringo Ringo,
SE

Mengikuti ~ Bimbingan

Teknis Rencana

Program dan Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

19.

Junaidi, S.Psi., M.si

Mengikuti ~ Bimbingan
Teknis  Umum  dan
Keuangan

(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

20.

Yuni Artika Sari, SE, Ak,
SH., MH

Mengikuti  Bimbingan
Teknis  Umum  dan
Keuangan

(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

Mengikuti ~ Bimbingan | 08 s.d 10 Maret
21. Imelda Marly, SE, SH, Teknis Umum dan 2021
MH
Keuangan
( |
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(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

Pelatihan Online Basic | 01 s.d 05 Maret
Video Production Kelas | 2021
22. Fatmayeni, S.Kom., .
SH., 04 s.d 08 dari Tempat
M.Kom Tugas Tahun 2021
Pelatihan Online | 22 s.d 26 Maret
23. Ahmad Ghufran, SE., Manajemen Keuangan | 2021
MM Negara Dasar
Pelatihan Online | 22 s.d 26 Maret
24. ST. Muthiah Rahmania | 2najemen  Keuangan | 2021
Napian, SE Negara Dasar
Pelatihan Online | 15 s.d 18 Maret
Digitalisasi Arsip | 2021
25. Yuni Artika Sari, SE,
Ak, Angkatan II  Tahun
SH., MH 2021
Pelatihan Online | 15 s.d 17 Maret
26. Fatmayeni, S.Kom., Mengelola Orang Lain | 2021
SH.,
M.Kom Kelas 2 Tahun 2021
Pelatihan Online | 15 s.d 17 Maret
Mengelola Orang Lain | 2021
27. Eka Sri Rejeki, SH., MH Kelas 2 Tahun 2021
Pelatihan Online | 15 s.d 18 Maret
Argumentasi Gagasan | 2021
Peradilan di  Media
28. Eka Sri Rejeki, SH., MH Massa dari Tempat
Tugas 2021
Pelatihan online | 15 s.d 18 Maret
pelayanan prima di | 2021
29. Fatmayeni, S.Kom., .
SH., Pengadilan Kelas 1 dan
M.Kom 2 Tahun 2021
Pelatihan online | 15 s.d 18 Maret
30MLmelda Marly, SE., SH., | pelayanan prima di | 2021
( |
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Pengadilan Kelas 1 dan
2 Tahun 2021

31. Ashari, S. Kom

Latsar Distance
Learning melalui E-
Learning Gelombang I
Golongan III Angkatan
I s.d XII tahun 2021

tahap MOOC, Habituasi,

15 Maret s.d 19
Juli 2021

32. Gente Adwinzerindo

Pembimbingan dan

Evaluasi

Latsar Distance | 15 Maret s.d 19
Learning melalui E- | Juli 2021

Learning Gelombang I
Golongan III Angkatan
I s.d XII tahun 2021

Putra,

S.I.P tahap MOOC, Habituasi,
Pembimbingan dan
Evaluasi
Pelatihan online | 22 s.d 26 Maret
manajemen Asset | 2021
Gelombang 1 dari

33. Imelda Marly, SE., SH.,

MH

Tempat Tugas Tahun
2021

34. Evi Yuniasthy, A.Md

Pelatihan Online Arsip
Elektronik Angkatan III
tahun 2021

23 s.d 26 Maret
2021

35. Fatmayeni, S.Kom.,
SH.,
M.Kom

Pelatihan Online Basic
Blooklet Design with
Adobe Indesign kelas
10 dari Tempat Tugas
Tahun 2021

22 s.d 26 Maret
2021

36. Metaliarista, SE

Pelatihan Online Sukses
Publikasi Jurnal Ilmiah

26 s.d 29 Maret
2021

37. Asmawati, S.Kom

Pelatihan Online Sukses
Publikasi Jurnal Ilmiah

26 s.d 29 Maret
2021




38. Yurima Utami, S.I.P

Pelatihan Online Sukses
Publikasi Jurnal Ilmiah

26 s.d 29 Maret
2021

39. Junaidi, S.Psi., M.si

Pelatihan E-Learning
Penyegaran
Penandatanganan
Perintah
(PPSPM)

Tugas

Surat
Membayar
dari  Tempat
Tahun 2021

26 s.d 30 April
2021

40. Henny Marina, STP,
SH.,MH

Pelatihan E-Learning
Pengelolaan Keuangan

SKPP Angkatan II

21 Juni s.d 02
Juli 2021

41. Ahmad Ghufran, Se.,
MM

Pelatihan E-Learning
Pengelolaan Keuangan

SKPP Angkatan II

21 Juni s.d 02
Juli 2021

42. Imelda Marly, SE., SH.,

MH

Pelatihan Online E-
Learning Pengelolaan
Keuangan SKPP

Angkatan II

21 Juni s.d 02
Juli 2021

Pelatihan  Online E- | 21 Juni s.d 02
Learning Pengelolaan | Juli 2021

43. Yuyun Maryami, SE Keuangan SKPP
Angkatan II
Pelatihan Online E- | 05 s.d 17 Juli

44. Henny Marina, STP, Learning PPK Angkatan | 2021

SH.,MH \Y

Pelatihan Online E- | 05 s.d 17 Juli
Learning PPK Angkatan | 2021

45. Ahmad Ghufran, SE.,
MM

Vv




Pelatihan Online E-

05 s.d 17 uli

6. Imelda Marly, SE., SH., Learning PPK Angkatan | 2021
MH \Y
Pelatihan Online E- | 05 s.d 17 Juli
Learning PPK Angkatan | 2021
47. Yuyun Maryami, SE v
Pelatihan Online E- | 26 s.d 31 Juli
Learning Penyusunan | 2021
48. Fatmayeni, S.Kom., Laporan Kinerja

SH.,
M.Kom

Gelombang 3 Angkatan
XVII Tahun 2021

49. Imelda Marly, SE., SH.,
MH

Pelatihan Online

Manajemen Laporan
Kinerja Gelombang IV
Angkatan 18
Tempat Tugas Tahun

2021

dari

02 s.d 06
Agustus 2021

50. Ahmad Ghufran, Se.,
MM

Pelatihan Online E-
Learning  Manajemen
Aset Gelombang IV

XX
Tempat Tugas Tahun
2021

Angkatan dari

30 Agustus s.d
03 September
2021

51. Imelda Marly, SE., SH.,
MH

Pelatihan Online
Jabatan Fungsional
Pranata dan Analsi

Pengelolaan Keuangan
APBN Angkatan V

26 Juli s.d 06
Agustus 2021

52. Henny Marina, STP,
SH.,MH

Online E-
Pengelolaan

Pelatihan
Learning
Keuangan Satuan Kerja

Pusat
Tahun

Pemerintah
Angkatan II
2012

09 s.d 24

Agustus 2021




E-
Pengelolaan

Pelatihan  Online

Learning
Keuangan Satuan Kerja

09 s.d
Agustus 2021

24

53. Ahmad Ghufran, Se-, Pemerintah Pusat
MM
Angkatan II Tahun
2012
Pelatihan Online E- | 09 s.d 24
Learning Pengelolaan | Agustus 2021

Keuangan Satuan Kerja

54. Imelda Marly, SE., SH., | pemerintah Pusat
MH
Angkatan II Tahun
2012
Pelatihan Online E- | 09 s.d 24
Learning Pengelolaan | Agustus 2021

Keuangan Satuan Kerja

55. Yuyun Maryami, SE Pemerintah Pusat
Angkatan II Tahun
2012
Pelatihan Online | 17 s.d 24 Juni
English Effective | 2021
Presentation bagi
56. Ashari, S. Kom Peserta Latsar
Golongan 111
Gelombang I
Pelatihan Online | 17 s.d 24 Juni
English Effective | 2021
Presentation bagi
57. Gente Adwinzerindo
Putra, Peserta Latsar
S.I.P Golongan 111
Gelombang I
Pelatihan Online | 16  September

58. Yuni Artika Sari, SE,
Ak,
SH., MH

Kepemimpinan
Administrator (PKA)

s.d 15
Desember 2021

59. Eka Sri Rejeki, SH., MH

Pelatihan Online
Kepemimpinan

Administrator (PKA)

16  September
s.d 15

Desember 2021




60. Junaidi, S.Psi., M.si

Pelatihan Online

Pengendalian Intern ats
Pelaporan
(PIPK) Kelas II dari
Tempat Tugas Tahun
2021

Keuangan

20 s.d 24
September 2021

61. Ahmad Ghufran, SE.,
MM

Pelatihan Dasar

Penyusunan APBN

04 s.d 08
Oktober 2021

Pengadilan Negeri

Palembang

1. Olivia Terisia, SH., Msi

Pelatihan Online
Kepemimpinan

Pengawas (PKP)
Gelombang I Angkatan

XVII dari Tempat Tugas

04 Januari s.d
19 April 2021

Roby Partama, A.Md

Efektivitas dari Tempat
Tugas Tahun 2021

Tahun 2021
Pelatihan Online | 04 Januari s.d
Kepemimpinan 19 April 2021
Pengawas (PKP)

S'?_FW:VIﬂara Theresia, Gelombang I Angkatan

Y XXV dari Tempat Tugas

Tahun 2021
Pelatihan Online | 15 s.d 17

Februari 2021

. Ponijan, SH

Mengikuti ~ Bimbingan
Teknis

(Manajemen ASN)

Kepegawaian

01 s.d 03 Maret
2021

. Olivia Terisia, SH., M.Si

Mengikuti ~ Bimbingan
Teknis

(Manajemen ASN)

Kepegawaian

01 s.d 03 Maret
2021

. Atik Kartini, SH., M.Si

Mengikuti  Bimbingan

Teknis  Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret

2021




Yetti Iriany Siregar, S.H.

Mengikuti

Bimbingan
Teknis Rencana

Program dan Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

. Zwesti Damayana,
S.Kom, MH

Mengikuti ~ Bimbingan

Teknis Rencana

Program dan Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

. Melinda Giovani S, S.Ap

Mengikuti ~ Bimbingan

Teknis Rencana

Program dan Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

10. Yetti Iriany Siregar,
S.H.

Mengikuti ~ Bimbingan
Teknis  Umum  dan
Keuangan

(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

11. Hj.Dewi Clara Thursida,
SH., MH

Mengikuti  Bimbingan
Teknis Umum  dan
Keuangan

(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

12. Ria Oktaviana, A.Md

Mengikuti ~ Bimbingan
Teknis  Umum  dan
Keuangan

(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

13. Triana Dian Nisa, S.
Kom

Pelatihan Online Publik
And
Communication Skill
Kelas 9 s.d 15 Tahun
2021

Speaking

15 s. 19 Maret
2021

14. Yetti Ariaty Siregar, SH

Pelatihan Online
Mentoring bagi Mentoe
peserta PKP Gelombang

I Batch III B

17 s.d 18 Maret
2021




15. Roby Partama, A.Md

Pelatihan Online Basic
Video Editing Kelas 03
s.d 04 dari
Tugas Tahun 2021

Tempat

22 s.d 26 maret
2021

Pelatihan Online | 16 s.d 24 Juni
English Effective | 2021
Presentation bagi
peserta Latsar

16. Melinda Thiovani golongan 111

Situmorong, S.I.P

gelombang I
Pelatihan 06 September
Kepemimpinan s.d 15

17. Zwesti Damayana, Administrator ~ (PKA) | Desember 2021
S.Kom., MH
Angkatan VIII
Pengadilan Negeri Pelatihan Online | 15 s.d 19 Maret

Lubuk Linggau

1. Patra Sukma, S.Kom.,
M.Kom

Jaringanan Media dan
Kehumasan di
Pengadilan Kelas E s.d
G dan Kelas H s.d L dari
Tempat Tugas Tahun
2021

2021

2. Anderiansyah, S.Kom.,
M.M

Pelatihan Manajemen

Laporan Kinerja
Gelombang II Angkatan

VII

14 s.d 18 Juni
2021

Pelatihan Online | 03 s.d 05
Pemecahan Masalah | Agustus 2021
3. Siska Rince Manalu, Praktis bagi CPNS dari
A.Md Tempat Tugas Tahun
2021 Kelompok B5
Pelatihan Online | 02 s.d 06
Manajemen Laporan | Agustus 2021

4. Roli Rahmadya, A.Md

Kinerja Gelombang IV

Angkatan 18 dari




Tempat Tugas Tahun
2021

Anderiansyah,

Pelatihan
Kepemimpinan

06 September
s.d 15

S.Kom., M.M Administrator (PKA) | Desember 2021
Angkatan VII
Bimbingan Teknis | 01 s.d 03
6. Patra Sukma, S,Kom., | Kepegawaian Maret 2021

M.Kom

(Manajemen ASN)

7. Rusmiati

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

8. Sarah Attachirah,
AMd. T

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

9. Patra Sukma,

Bimbingan Teknis

Rencana Program dan

02 s.d 05 Maret
2021

S.Kom., SH., MH Anggaran
Bimbingan Teknis | 03 s.d 05 Maret
10. Anderiansyah, Rencana Program dan 2021
S.Kom., M.A.P Anggaran
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret

11. Patra Sukma, S.Kom.,

Umum dan Keuangan

2021

SH., MH (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret

Umum dan Keuangan

2021

12. Mulyati, S. Sos (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret

13. Roli Rahmadya, A.Md

Umum dan Keuangan
BMN

(Penatausahaan

dan Anggaran)

2021




Pelatihan Online

15 s.d 19 Maret

15.Roli Rahmadya, A.Md

Manajemen Aset

-RR. Shandy Satyo Manajemen Lapran | 2021
Asih, SE Kinerja
Pelatihan Online | 22 s.d 26 Maret

2021

Sekayu

Pengadilan Negeri

1. Andrianto Fachrizal, S.Ko

Pelatihan Online
Kepemimpinan
Pengawas (PKP)
Gelombang I Angkatan
XX dari Tempat Tugas
Tahun 2021

04 Januari s.d
19 April 2021

2. Sahruri, S.Kom

Pelatihan Online
Kepemimpinan

Pengawas (PKP)
Gelombang I Angkatan
XXII dari Tempat Tugas

04 Januari s.d
19 April 2021

Tahun 2021
Pelatihan Online | 04 Januari s.d
Kepemimpinan 19 April 2021
Pengawas (PKP)

3. Shandiwuri Sunkar,
Gelombang I Angkatan

SH., MH

XXIII dari  Tempat
Tugas Tahun 2021
Pelatihan Basic Motion | 01 s.d 05

4. Ressy Mirliana Sari,
SH., MH

Graphic with  Adobe
After Effect

Februari 2021

5. Shandiwuri Sunkar,
SH., MH

Pelatihan Online Basic
Video Production Kelas
04 s.d 08 dari Tempat
Tugas Tahun 2021

01 s.d 05 Maret
2021

6. Ressy Mirliana Sari,
SH., MH

Bimbingan Teknis
Kepegawaian
(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret

2021




. Shandiwuri Sunkar,

Teknis

Bimbingan
Kepegawaian

01 s.d 03 Maret

2021

SH., MH (Manajemen ASN)
Bimbingan Teknis | 01 s.d 03 Maret
Kepegawaian 2021
8. F atma Oktaviana, SE .
(Manajemen ASN)
Bimbingan Teknis | 02 s.d 05 Maret
9. Ressy Mirliana Sari, Rencana Program dan 2021
SH., MH Anggaran
Bimbingan Teknis | 03 s.d 05 Maret
10. Andrianto Fachrizal, Rencana Program dan 2021
S.Kom Anggaran
Bimbingan Teknis | 04 s.d 05 Maret
11 Novi Liana, ST., MH Rencana Program dan 2021
Anggaran
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
12 Ressy Mirliana Sari, Umum dan Keuangan 2021
SH., MH (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan 2021
13 Sahrurl S.Kom (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan 2021
14 Nurul Fathiyah, S.Kom (Penatausahaan  BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan 2021
15 Erdha Octarina, A.Md (Penatausahaan  BMN
dan Anggaran)
Pelatihan Online | 08 s.d 10 Maret
16 Ressy Murliana Sari, . .
Mentoring bagi Mentor 2021

SH.,

Peserta PKP Gelombang




I Batch II A s.d C Tahun
2021

17 Ressy Murliana Sari,
SH.,
MH

Pelatihan Online Public
And
Communication Skill
Kelas 9 s.d 15 Tahun
2021

Speaking

7. s.d 19 Maret
2021

18 Shandiwuri Sunkar,
SH.,
MH

Pelatihan Online Public
And
Communication Skill
Kelas 9 s.d 15 Tahun
2021

Speaking

15 s.d 19 Maret
2021

19 Ressy Murliana Sari,
SH.,
MH

Pelatihan Manajemen
ASN

02 Juni 2021 s.d
07 Juni 2021

20 Andrianto Fachrizal,
S.Kom

Pelatihan Manjemen

Laporan Kinerja
Gelombang II Angkatan

IX

14 s.d 18 Juni
2021

Pelatihan Online | 16 s.d 24 Juni
English Effective 2021

21 Permata Tien Suharta, | Presentation bagi

SH Peserta Latsar

Golongan 111
Gelombang I
Pelatihan Literasi | 11 s. 13 Agustus
Digital di Pengadilan | 2021

22 Lolyta Sianturi, A.Md bagi CPNS Kelompok

Al4

23 Fatma Oktaviana, SE

Bimbingan Teknis
Rekonsiliasi Tingkat
UAKPA

23 Desember
2021

Pengadilan Negeri
Kayu Agung

1. Wenny Ambar Sari, SH

Pelatihan Online

Kepemimpinan

04 Januari s.d

19 April 2021

Pengawas (PKP)
( 108 ]
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Gelombang I Angkatan
XXII dari Tempat Tugas
Tahun 2021

. Wenny Ambar Sari, SH

Pelatihan Online
English Effective
Writing

22 Februari s.d
02 Maret 2021

Pelatihan Online
Mentoring bagi Mentor

Peserta PKP Gelombang

17 s.d 18 Maret
2021

3. Sarpedi, SH
I Batch III B Tahun
2021
Pelatihan E-Learning | 14 s.d 18 Juni
PPK Angkatan 3| 2021
4. Hermawan Agustian,

SH

Mahkamah Agung RI

Tahun 2021
Pelatihan Online | 03 s.d 05
Pemecahan Masalah | Agustus 2021

Praktis bagi CPNS dari

5. Faridah Lutfiah, SH
Tempat Tugas Tahun
2021 Kelompok B5
Bimbingan Teknis 01 s.d 03 Maret
Kepegawaian 2021
6. Sarpedi, SH .
(Manajemen ASN)
Bimbingan Teknis 01 s.d 03 Maret
7. Hermawan Agustian, Kepegawaian 2021

S.Si

(Manajemen ASN)

8.

Majidah, S. Kom

Bimbingan Teknis
Kepegawaian
(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

Bimbingan Teknis

Rencana Program dan

02 .d 05 Maret

2021

9. Sarpedi, SH
Anggaran
( ]
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ermawan Agustian,
S.Si

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan
Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

11 Abdul Hapiz, SH

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan
Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

12 Tribrata Sandri, SE

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan
Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

13 Sarpedi, SH

Bimbingan Teknis
Umum dan Keuangan
(Penatausahaan BMN
dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

14 Wenny Ambar Sari,
SH

Bimbingan Teknis
Umum dan Keuangan
(Penatausahaan BMN
dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

15 Ranisafitsila YB, SE

Bimbingan Teknis
Umum dan Keuangan
(Penatausahaan BMN

dan Anggaran)

08 s.d 10 Maret
2021

16. Faridah Luffiah, SH

Latsar CPNS Distance
Learning melalui E-
Learning Gelombang I
Golongan III Angkatan
I s.d XII tahun 2021
tahap MOOC, Habituasi,
Pembimbingan dan

Evaluasi

15 Maret s.d 19
Juli 2021

17. Iis Oktaria, A.Md

Latsar CPNS Distance
Learning melalui E-
Learning Gelombang I
Golongan III Angkatan
I s.d XII tahun 2021
tahap MOOC, Habituasi,

15 Maret s.d 19

Juli 2021




dan

Pembimbingan

Evaluasi

. Yurika Ariani, ST

Seminar Online
Kerjasama dengan PPM
dari

tahun 2021

tempat  tugas

14 Januari 2021

. Yurika Ariani, ST

Pelatihan Online Basic
Infografic Design
dengan Adobe
Illustrator Kelas 01 s/d

04

01 s.d 05
Februari 2021

. Ester Meriyanti
Sinaga, SE

Pelatihan Online Basic
Infografic Design
dengan Adobe
Illustrator Kelas 01 s/d

04

01s.d5
Februari 2021

. Syaifullah, SE., MM

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 Maret s.d 03
Maret 2021

Hendrik, SH

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 Maret s.d 03
Maret 2021

Ester Meriyanti
Sinaga, SE

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

. Iwan Fajri, Amd

Pelatihan Online Basic
User Experience Design
kelas 01 s.d 03

15s.d 19
Februari 2021

. Kms. Muhammad
Amin, SH

Pelatihan Online English
Effective Presentation
bagi peserta PKP gel. 1

angkatan XVII s.d XXV

31 s.d 09 April

2021




. Yurika Ariani, ST

Pelatihan Online Teknik
Penyusunan IKU dan
RENSTRA Tahun 2021

15 s.d 19 Maret
2021

10. Syaifullah, SE., MM

Pelatihan Online English
Effective Presentation
bagi peserta PKA gel. 1

angkatan III s.d V

15 s.d 23 Maret
2021

11.Syaifullah, SE., MM

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

08 s.d 10 Maret
2021

12.Kms. Muhammad
Amin, SH

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

08 s.d 10 Maret
2021

13.Heriyanto, SH

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

08 s.d 10 Maret
2021

14.Syaifullah, SE.,MM

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

15.Yurika Ariani, ST

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

16.Iwan Fajri, Amd

Bimbingan Teknis

Rencana Program dan

03 s.d 05 Maret
2021

Anggaran
Pelatihan Online | 21 s.d 25 Juni
17.Kms. Muhammad Manajemen  Laporan | 2021

Amin, SH

Kinerja golongan II

Pelatihan Online

Membangun Pola Pikir

10 s.d 13
Agustus 2021

18.Iwan Fajri, Amd berkelanjutan dan
kecepatan
pembelajaran
(Cultivating Growth
( 112 ]




Mindset and Learning
Agility) bagi CPNS kel
A4 s.d A5

19.Yurika Ariani, ST

Pelatihan Online PKA
angkatan VI s.d VIIL

06 September
s.d 15
Desember 2021

20.Syaifullah, SE.,MM

Pelatihan teknis online
pejabat pembuat
komitmen (PPK) pada
jasa konstruksi tata
cara penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa

pemerintah bidang jasa

04 s.d 16
Oktober 2021

konstruksi.
Pengadilan Negeri | 1. Neti Noprika Santi, Pelatihan Online | 04 Januari s.d
Baturaja AMd Kepemimpinan  (PKP) | 19 April 2021
Gelombang I Angkatan
XVII
2. Muhammad Albar, SE Pelatihan Online | 04 Januari s.d
Kepemimpinan (PKP) | 19 April 2021

Gelombang I Angkatan
XVII

3. Dwi Joko Handoyo, SH

Pelatihan Online
Kompetensi
Kehumasan Pengadilan

Tahun 2021

01 s.d 05
Februari 2021

4. Dwi Joko Handoyo, SH

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

5. Neti Noprika Santi,
A.Md

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret

2021




Teknis

Bimbingan

03 s.d 05

Rencana Program dan | 2021
Dwi Joko Handoyo, SH Anggaran
Bimbingan Teknis | 03 s.d 05 Maret
Hendra Gunawan Rencana Program dan 2021
Saputra, S.Kom Anggaran
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan | 2021
Muhammad Albar, SE | (Penatausahaan  BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan | 2021
Octo Tridiansah (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
10. Dwi Joko Handoyo, SH | Pelatihan Online Public | 15 s.d 19 Maret
Speaking And | 2021
Communication Skill
Kelas 9 s.d 15 Tahun
2021
11. Muhammad Albar, SE Pelatihan Online 31 Maret 2021
English Effective s/d 09 April
Presentation Bagi 2021
Peserta PKP
Gelombang I Angkatan
XVII s.d XXV
12. Neti Noprika Santi, Pelatihan Online 31 Maret 2021
A.Md English Effective s/d 09 April
Presentation Bagi 2021
Peserta PKP
Gelombang I Angkatan
XVII s.d XXV
13. Marlena Fitriani, SH Pelatihan Pemecahan | 03 s.d 05

Masalah Praktis bagi

CPNS dari Tempat

Agustus 2021




Tugas

Tahun
Kelompok B6

2021

14. Tanti Febriza, A.Md

Pelatihan Membangun
Pola Pikir Berkelanjutan
dan Kecepatan
Pembelajaran

Kelompok A5

11 s.d 13
Agustus 2021

Pengadilan Negeri
Lahat

. Piter Juliansyah, SH

Online

(PKP)
Gelombang I Angkatan
XX

Pelatihan

Kepemimpinan

04 Januari s.d
19 April 2021

. Gina Rufagoh Yemada,

A.Md

Pelatihan Online Basic
User Interface Desig
Kelas 01 s.d 02 dari
Tempat Tugas Tahun

2021

15 s.d 19
Februari 2021

. Gina Rufagoh Yemada,

A.Md

Pelatihan Online Basic
Image Editing with
Adobe Photoshop Kelas
07 s.d 08 dari Tempat
Tugas Tahun 2021

22 s.d 26
Februari 2021

Sadat Prayudi, SH

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

Muhammad Dzia
Ulhaqg, SE

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

Muh. Nadzir Idrus,
S.Psi

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret

2021




Sadat Prayudi, SH

Teknis

Bimbingan
Rencana Program dan
Anggaran

03 s.d 05
2021

Septian Krisna Dinata,

Bimbingan Teknis

Rencana Program dan

03 s.d 05 Maret
2021

S.Kom., M.Kom Anggaran
Bimbingan Teknis | 03 s.d 05 Maret
Debby Corazona Rencana Program dan | 2021
Pratiwi, SE Anggaran
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan | 2021
10. Sadat Prayudi, SH (Penatausahaan  BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan | 2021
11. Gina Rofaqoh (Penatausahaan  BMN
Yemanda, S.M
dan s.d Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan Keuangan | 2021
12. Gorga Erikson (Penatausahaan BMN
Tinambunan, A.Md
dan Anggaran)
13.Gina Rufagoh Yemada, Pelatihan Online Public | 15 s.d 19 Maret
A.Md Speaking And | 2021
Communication Skill
Kelas 9 s.d 15 Tahun
2021
14.Gina Rufaqoh Yemada, Pelatihan Online Basic | 22 s.d 26 Maret
A.Md Blooklet Design with | 2021

Adobe Indesign Kelas
10 dari Tempat Tugas

Tahun 2021
15.Derry Lanilala Putra, Pelatihan Online | 16 s.d 24 Juni
SH English Effective 2021
Presentation bagi
Peserta Latsar
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Golongan
Gelombang I

16.Septian Krisna dinata,
S.Kom., M.Kom

Pelatihan
Kepemimpinan
Administrator
Angkatan VIII

(PKA)

06 September
s.d 15
Desember 2021

17.Sadat Prayudi, SH

Pelatihan Pengendalian
Intern Atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Kelas
7 Mahkamah Agung

30 Agustus s.d
03 September
2021

18.Dedi Sucipto, S.M

Pelatihan Pengendalian
Intern Atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Kelas
10 s.d 11 dari Tempat
Tugas 2021

20 s.d 24
September 2021

19.Gina Rufagoh Yemada,
A.Md

Pelatihan Online Basic
Image Editing With
Adobe Photoshop Kelas
05 s.d 06 dari Tempat
Tugas Tahun 2021

01 s.d 05 Maret
2021

Pengadilan Negeri

Prabumulih

1. M. Dzia Ulhaqg, SE

Online

(PKP)
Gelombang I Angkatan
XIX

Pelatihan
Kepemimpinan

04 Januari s.d
19 April 2021

2. M. Kamil Setiadi, ST

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

3. Piter Juliansyah, SH

Bimbingan Teknis
Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021

4. Reza Hardiyansyah,
A.Md

Mengikuti  Bimbingan

Teknis  Kepegawaian

(Manajemen ASN)

01 s.d 03 Maret
2021
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M. Kamil Setiadi, ST

Teknis

Bimbingan
Rencana Program dan
Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

Kemas Hendra, S.Kom

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

Rizki Jumadi Akbar,
A.M.D

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan

Anggaran

03 s.d 05 Maret
2021

Bimbingan Teknis

Umum dan Keuangan

08 s.d 10 Maret
2021

Umum dan Keuangan

M. Kamil Setiadi, ST (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret

2021

9. Alimron Dwi Putra, SE | (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret

Umum dan Keuangan

2021

10. Syamsul Bachri (Penatausahaan BMN
dan Anggaran)

11. Septian Eka Putra, S.H | Latsar Distance | 15 Maret s.d 19
Learning melalui E- | Juli 2021

Learning Gelombang I
Golongan III Angkatan
I s.d XII tahun 2021
tahap MOOC, Habituasi,
Pembimbingan dan

Evaluasi

12. Piter Juliansyah, S.H

Pelatihan online English
Effektive Presentation
PKP
Gelombang I Angkatan
XVIII s/d XXV

bagi peserta

31 Maret s.d 09

April 2021




Septian

bendahara

E-learning

19 s.d 27 april

Panjaitan, S.Kom pengeluaran pembantu | 2021
angkatan V tahun 2021
14. Muhammad Syamsul | E-learning bendahara | 19 s.d 27 april
Bachri pengeluaran pembantu | 2021
angkatan V tahun 2021
15. Septian Eka Putra, S.H | Pelatihan Online English | 16 s.d 24 Juni

Effektive Presentation
bagi peserta latsar

CPNS Golongan III

2021

16. Reza Hardiansyah, | Pembelajaran Latsar | 14 Juli 2021
A.Md Cpns Distance Learning
17. Kemas Hendra, S.Kom | Pelatihan Online | 26 Agustus s.d

Kepemimpinan
Adminsitrator (PKA)

Angkatan VI,VII,VIII

10 Desember
2021

18.

Kemas Hendra, S.Kom

Pelatihan
Pengembangan
komunikasi  informasi
dan  edukasi (KIE)
Pemberdayaan

kewenangan Konvensi

10 s.d 13
November 2021

hak anak Kota
Prabumulih
19. Kemas Hendra, S.Kom | Pelatihan teknis | 15 s.d 18
pelaksanaan kader | November 2021
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga, BKB, BKR,
PPKS, PIK-R dan
pemberdayaan

ekonomi keluarga.

10

Pengadilan Negeri
Pagar Alam

1.

Diah Alam Sari, S.Psi

Pelatihan
Kepemimpinan
Administrator (PKA)

04 Januari s.d 9
April 2021
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m Sari, S.Psi

Pelatihan Online

Manajemen Laporan

Kinerja Gelombang ke I

15 s.d 19 Maret
2021

Diah Alam Sari, S.Psi

Pelatihan Online English
Presentation
(PKA)

Effective
Bagi Peserta

Gelobang I

15 s.d 23 Maret
2021

Diah Alam Sari, S.Psi

Pelatihan Online

Pelayanan Prima di
Pengadilan Kelas 1 dan

2 Tahun 2021

15 s.d 19 Maret
2021

Diah Alam Sari, S.Psi

Online
Aset

Pelatihan
Manajemen
Gelombang II

21 s.d 25 Juni
2021

Diah Alam Sari, S.Psi

Pelatihan E-Learning
Pembuat
(PPK)

IV Tahun

Pejabat
Komitmen
angkatan
2021

Tanggal 28 Juni
s.d 2 Juli 2021

Diah Alam Sari, S.Psi

Pelatihan Pengendalian
Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Kelas
7 s/d 9 Tahun 2021

30 Agustus s.d
03 September
2021

Hurupia Pisalah,
S.Kom,.M.M.

Bimtek dan Sosialisasi
SIKEP, SAPK, mySAPK,
dan SITARA TAPERA

21 Juli 2021

Ahmad Muhammad,
S.E.

Bimtek Rencana

Program dan Anggaran

0 3 s.d 05 Maret
2021

10.

Ahmad Muhammad,
S.E.

E-Learning Bendahara
Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
VIII Tahun 2021

Angkatan

21 s.d 29 Juni

2021




Pelatihan Online

Pelayanan Prima di
Pengadilan Kelas I dan

II Tahun 2021

15 s.d 19 Maret
2021

. Anggraini, S.E.

E-Learning Bendahara
Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran
Pembantu Angkatan

VIII Tahun 2021

01 s.d 15 Juni
2021

13.

Metha Ryzqga Aisyah,
S.Psi

Online
Aset

Pelatihan
Manajemen
Gelombang I Angkatan
\Y

01 s.d 26 Maret
2021

14.

Metha Ryzqga Aisyah,
S.Psi

E-Learning Bendahara
Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran
Pembantu Angkatan

VIII Tahun 2021

19 s.d 27 April
2021

15. Metha Ryzqa Aisyah, Pelatihan E-Learning | 14 s.d 18 Juni
S.Psi Pejabat Pembuat | 2021
Komitmen (PPK)
Angkatan III Tahun
2021
16. Metha Ryzqga Aisyah, Pelatihan E-Learning | 26 s.d 30 Juli
S.Psi Penyusunan  Laporan 2021

Kinerja Gelombang 3
Angkatan XIII s/d XVII
Tahun 2021

17.

Theofeni Yudea
Bangun, S.H.

Pelatihan English

Effective Presentation

16 s.d 24 Juni
2021

18.

Theofeni Yudea
Bangun, S.H.

Latsar CPNS Distance
Melalui  E-
Learning Gelombang I

Learning

Golongan III Angkatan
I s/d XII Tahun 2021

16 s.d 24 Juni
2021




naz Khanza,
A.Md,.A.B.

Latsar CPNS Distance
Melalui  E-
LearningGelombang 1II

Learning

Golongan III Angkatan
I s/d XII Tahun 2021

21 Juli s.d 12
Oktober 2021

20. Diah Alam Sari, S.Psi

Bimbingan Teknik
Administrasi
Kepegawaian  Ortala,

Perencanaan TI &
Pelaporan dan Umum

01 Maret s.d 10
Maret 2021

Keuangan

21. Likwanyu, S.E. Bimbingan Teknik | 01 Maret s.d 3
Administrasi Maret 2021
Kepegawaian  Ortala,

Perencanaan TI &
Pelaporan dan Umum

Keuangan
22. Deni Setiawan, Mengikuti  Bimbingan | 08 s.d 10 Maret
SH,.MH Teknis Umum dan | 2021
Keuangan
(Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
23. Metha Rizga Aysyah, Mengikuti  Bimbingan | 08 s.d 10 Maret
S.Psi Teknis  Umum  dan | 2021
Keuangan
(Penatausahaan BMN
dan Anggaran)
24. Ahmad Muhammad, Bimbingan Teknik | 03 Maret s.d 05
S.E Administrasi Maret 2021
Kepegawaian  Ortala,

Perencanaan TI &
Pelaporan dan Umum
Keuangan

11

Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

1. Yudi Adrian Saputra,
S.H.

Pelatihan Online
Kepemimpinan
Pengawas (PKP) Gel. II

Angkatan XXVII dari

22 Februari s.d
11 Juni 2021




Tempat
2021

Kerja Tahun

2.

Brendy Sutra, S.H.

Pelatihan Online
Kepemimpinan

Pengawas (PKP) Gel. II
Angkatan XXVII
Tempat Kerja Tahun

2021

dari

22 Februari s.d
11 Juni 2021

3. Endang Efendi, S.E., Bimbingan Teknis | 01 s.d 03 Maret
M.M. Kepegawaian 2021
(Manajemen ASN) Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan
Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan
4. Dwi Indah Rosalina, Bimbingan Teknis | 01 s.d 03 Maret
S.H., M.H. Kepegawaian 2021
(Manajemen ASN) Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan
Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan
5. Mutiara Saputri, S.E. Bimbingan Teknis | 01 s.d 03 Maret
Kepegawaian 2021
(Manajemen ASN) Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan
Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan
6. Endang Efendi, S.E., Bimbingan Teknis | 03 s.d 05 Maret
M.M. Rencana Program dan | 2021
Anggaran Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan

Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan




eptian, S.Ip

Teknis

Bimbingan
Rencana Program dan

Anggaran Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan

Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan

03 s.d 05 Maret
2021

8. Ade Kurniawan, A.Md

Bimbingan Teknis
Rencana Program dan
Anggaran Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan

Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan

03 s.d 05 Maret
2021

9. Endang Efendi, S.E.,
M.M.

Bimbingan Teknis
Umum dan keuangan
BMN

dan Anggaran) Pada

(Penatausahaan
Pengadilan Tinggi
Palembang dan
Pengadilan Negeri se

Sumatera Selatan

08 s.d 10 Maret
2021

10. Rahmat Juniansyah

Bimbingan Teknis
Umum dan keuangan
BMN

dan Anggaran) Pada

(Penatausahaan
Pengadilan Tinggi
Palembang dan
Pengadilan Negeri se

Sumatera Selatan

08 s.d 10 Maret
2021

11. Dea Anggita, A.Md Bimbingan Teknis | 08 s.d 10 Maret
Umum dan keuangan | 2021
(Penatausahaan BMN
dan Anggaran) Pada
Pengadilan Tinggi
Palembang dan
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Pengadilan Negeri se
Sumatera Selatan

. Endang Efendi, S.E.,

M.M.

Pelatihan Online
Mentoring bagi Peserta
PKP Gel. I Batch C MARI

Tahun 2021

08 s.d 10 Maret
2021

13.

Endang Efendi, S.E.,
M.M.

Pelatihan Online English
Effective  Presentation
bagi Peserta PKA Gel. I
Angk. III s.d. V kelas 3

15 s.d 23 Maret
2021

14.

Jihan Putri Zuzanggi,
S.H.

Latsar CPNS Distance
Learning melalui E-
Learning Gel. I Gol.IIl
Angk. VII dari Tempat
Kerja Tahun 2021

5 April s.d 19 Juli
2021

15. Jihan Putri Zuzanggi, Pelatihan Online English | 16 Juni 2.d 24
S.H. Effective  Presentation | Juni 2021
bagi Peserta Latsar
Golongan III Gel. I
Angk. XVII
16. Ade Kurniawan, A.Md Latsar CPNS MARI Gol. | 21 Juli s.d 12

II Gel. II Angk. III

Oktober 2021

17.

Dea Anggita. A.Md

Latsar CPNS MARI Gol.
II Gel. II Angk. III

21 Juli s.d 12
Oktober 2021

18. Endang Efendi, S.E., E- Learning Penyegaran | 04 s.d 08
M.M. PPK Oktober 2021
Kementerian/Lembaga
Tahun 2021
19. Mutiara Saputri, S.E. Pelatihan dan | 03 s.d 10
Sertifikasi Kompetensi | September 2021

Teknis Manajemen ASN
Angk. XI MARI




Juniansyah

Pelatihan Online

Pelatihan Pengendalian
Intern atas Pelaporan
Keuangan (PIPK) Kelas
13 MARI Tahun 2021

27
2021  s.d
Oktober 2021

September

1




PENGELOLAAN

A. PENGELOLAAN KEUANGAN
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI




gan pada suatu instansi sangat dibutuhkan dalam baik dalam
ji, anggaran yang digunakan, pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan
gungjawaban anggaran. Penyerapan anggaran sangatlah di perlukan untuk
ngetahui anggaran anggaran yang telah digunakan dan terserap sesuai dengan

perencanaan anggaran.

Peraturan teknis dalam rangka pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan Negara yaitu yang memuat bagaimana prosedur pengelolaan
keuangan Negara vyang dimulai dari ketersediaan dana, pengajuan tagihan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara. Peraturan teknis
dalam rangka pelaksanaan kegiatan kementrian/lembaga sebagaimana tercantum dalam
DIPA dan petunjuk operasional Kegiatan. Pimpinan Lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusung pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
berupa laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan catatan
atas laporan keuangan pada kementrian/lembaga masing-masing. Oleh karena itu
kebijakan pengaturan keuangan ini adalah bentuk kebijakan yang dikerjakan oleh pegawai
pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan atau sumber dana untuk

digunakan dengan efektif agar menghadirkan manfaat sesuai dengan tujuan perencanaan.

1. Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Tahun 2021

Tabel IV.A.21

Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Total Realisasi

No Satuan Kerja Pagu DIPA Rupiah Persentase Sisa
1. Pengadilan Tinggi
Palembang
1. Belanja Pegawai 22.103.020.000 | 22.065.507.480 99.83 37.512.520
2. Belanja Barang 3.538.634.000 3.380.263.126 95.52 158.370.874
2. Pengadilan Negeri
Palembang
1. Belanja Pegawai 15.614.637.000 15.614.633.719 100,00 3.281
2. Belanja Barang 2.569.239.000 2.477.083.051 96.41 92.155.949

3. Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau

1. Belanja Pegawai 5.194.536.000 5.169.275.931 25.260.069
2. Belanja Barang 1.627.959.000 1.556.322.760 71.636.240

~—~
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5.668.421
3.919.462.000 3.913.793.579 99,04 12.325.808
1.287.340.000 1.275.014.192
an Negeri
4.058.386.000 4.024.078.837 99,15 34.307.163
elanja Pegawai 1.387.112.000 1.301.368.179 93,82 85.743.821
2. Belanja Barang
Pengadilan Negeri
Muara Enim 3.864.875.000 3.809.150.642 98,55 55.724.385
1. Belanja Pegawai 1.282.739.000 1.267.961.756 98,84 14.777.217
2. Belanja Barang
Pengadilan Negeri
Baturaja 3.839.147.000 3.793.106.689 98,80 46.040.311
1. Belanja Pegawai 1.518.511.000 1.323.037.513 87,13 195.473.487
2. Belanja Barang
Pengadilan Negeri
Lahat 3.470.037.000 3.468.466.465 99.95 1.570.535
1. Belanja Pegawai 1.355.805.000 1.272.280.539 93.84 83.524.461
2. Belanja Barang
9. Pengadilan Negeri
Prabumulih
1. Belanja Pegawai 3.793.029.000 3.549.619. 934 93.58 243.409.066
2. Belanja Barang 1.392.156.000 1.358.285.637 97.57 33.870.363
10. | Pengadilan Negeri
Pagaralam 2.379.058.000 2.379.054.954 100 3,046
1. Belanja Pegawai 1.197.669.000 1.173.590.541 97,99 24.078.459
2. Belanja Barang
11. | Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai 3.699.971.000 3.488.909.080 94.30 211.061.920
1. Belanja Pegawai 1.009.834.000 958.372.866 94.90 51. 461.134
2. Belanja Barang
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tabel IV.A.22
Program sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung
Total Realisasi
No Satuan Kerja Pagu DIPA Rupiah Persentase Sisa
1. Pengadilan Tinggi 37.500.000 37.500.000 100 0
Palembang
2. Pengadilan Negeri 578.000.000 570.966.700 98,78 7.033.300
Palembang
3. Pengadilan Negeri Lubuk 310.000.000 309.700.750 99,90 299.250
Linggau
4, Pengadilan Negeri 65.000.000 64.950.000 99,92 50.000
Sekayu
5. Pengadilan Negeri 65.000.000 65.000.000 100
Kayuagung

~—~
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65.000.000 64.774.000 226.000
115.000.000 114.835.200 99,86 164.800
engadilan Negeri 37.500.000 37.500.000 100.00 0
Lahat
Pengadilan Negeri 237.500.000 237.480.000 99,99 20,000
Prabumulih
Pengadilan Negeri 37.500.000 37.500.000 100 0
Pagaralam
Pengadilan Negeri 18.916.625.000 | 18.669.157.041 98,69 247.467.959
Pangkalan Balai
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Tabel IV.A.23
Program Peningkatana Manajemen Peradilan Umum
Total Realisasi
No Satuan Kerja Pagu DIPA Rupiah Persentase Sisa
1. Pengadilan Tinggi 327.060.000 298.094.426 91,14 28.965.574
Palembang
2. Pengadilan Negeri 600.635.000 581.540.000 96,82 19.095.000
Palembang
3. Pengadilan Negeri 388.670.000 354.418.913 91,19 34.251.087
Lubuk Linggau
4, Pengadilan Negeri 214.328.000 204.761.100 95,53 9.566.900
Sekayu
5. Pengadilan Negeri 250.865.000 240.230.800 95,76 10.634.200
Kayuagung
6. Pengadilan Negeri 325.693.000 325.176.300 99.84 516.700
Muara Enim
7. Pengadilan Negeri 640.015.000 463.837.900 72,47 176.177.100
Baturaja
8. Pengadilan Negeri Lahat 352.929.000 341.581.000 96.78 11.348.000
9. Pengadilan Negeri 87.614.000 87.415.000 99,77 199.000
Prabumulih
10. Pengadilan Negeri 57.383.000 56.666.200 98,75 716.800
Pagaralam
11. Pengadilan Negeri 183.940.000 180.474.120 98,12 3.465..8
Pangkalan Balai

131

~—~




sar Bahasa Indonesia (KBBI), sarana adalah segala sesuatu yang
agai alat dalam mencapai maksud atau tujuan sedangkan sarana lebih
ntuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja dan lain-lain. Prasarana
segala sesuatu yang merupakan penunjang untuk terlaksananya suatu kegiatan,
rasarana lebih ditunjukan pada benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang
dan tanah.

Data sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dan Pengadilan

Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

1. Data kendaraan dinas di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri
Se-wilayah Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021

Tabel 1V.B.24
Data Keadaan Kendaraan Dinas

No Uraian Tahun Kondisi Ket

Perolehan | Baik | Rusak Rusak

Ringan Berat

1. Pengadilan Tinggi Palembang

1. Kendaraan Roda 4

a. TOYOTA CAMRY (PINJAM PAKAI) 2018 v
b. TOYOTA FORTUNER (PINJAM PAKAI) 2018 v
c. Toyota Altis 2007 V
d. Toyota Vios 2008 N
e. Toyota Kijang Innova 2011 N
f. Toyota Camry 2006 2014 N
g. Toyota Kijang LSX 2000 2000 \/
h. Toyota Kijang LX 2001 2001 N
i. Toyota Kijang LX 1997 1997 ~
j. Nissan Terrano 2004 N
k. Hiace Commuter 2.5 4x2 MT D 2019 N

N

2. Kendaraan Roda 2

a. Honda NF 125 2005

b. Honda GL 15A1RR 2011

c. Honda NF 125 2005
2. Pengadilan Negeri Palembang

1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Sedan Toyota Vios 1,5 G | 2006

~—~
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an Toyota Vios 1,5 G

Mobil Kijang KF 80 Standar 2001
Mobil Kijang Innova V 2011
Mobil Pajero Sport 2019 v
Mobil Sedan Altis 2018 v
Mobil Kijang KF 50 Super 1993 v
Mobil Kijang KF 80 Standar 1997 :ll
\I
2. Kendaraan Roda 2
a. Motor Honda GL 160 2005
b.  Motor Honda NF 125 TD 2011
c.  Motor Honda GL 160 D 2006 N
d. Motor Honda NF 125 TRF 2009 N
e. Motor Honda NF 125 SD 2005 N
f. Motor Honda NF 125 SD 2005 v
g. Motor Honda GLP III 2005 v
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Kendaraan Roda 4
a. Toyota Fortune (pinjam pakai) 2021 v
b. Mitshubishi L300 (pinjam pakai) | 2003 v
c. Nissan Terano 2005 v
d. Toyota Innova 2006 v
2. Kendaraan Roda 2
a. Honda Supra NF 125 SD
b. Honda Supra NF 125 SD 2005 v
C. Honda Supra NF 125 TR 2005 :ll
2009
Pengadilan Negeri Sekayu
1. Kendaraan Roda 4
a.  Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 2018 v Hibah
b.  Mobil Toyota Kijang 2016 v Hibah
Innova Reborn
c.  Mobil Mitsubishi Pajero 2018
Sport GLX
d.  Mobil Toyota Kijang 2011
Innova Tipe G
e.  Mobil Toyota Kijang 2005
Innova Tipe E
2. Kendaraan Roda 2
a. Motor Honda NF 125 SD 2005
( ]
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otor Honda GLP III

Pengadilan Negeri Kayu Agung

1. Kendaraan Roda 4

a. Mitsubishi Pajero Sport BG 5 KZ 2016 v
b. Toyota Kijang Innova BG 4 K 2008 v
c. Toyota Avanza BG 1436 KZ 2007 v
d. Toyota Avanza BG 1434 KZ 2011 v
2. Kendaraan Roda 2
a. Honda Win (MCB) BG 5461 KZ 1996
b. Honda NF 125 SD BG 4825 KZ 2005
c. Honda NF 125 SD BG 4826 KZ 2005
d. Honda Mega Pro BG 3009 KZ 2005 v
e. Honda Mega Pro BG 4417 KZ 2009 v
f.  Honda Mega Prob BG 4418 KZ 2009 v
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Kendaraan Roda 4
a. Kijang Innova E 2008 v
2. Kendaraan Roda 2 2003 v
a. Honda NF. 100 2003 v
b. Honda NF. 100 2006 v
c. Honda Supra XNF 125 50 2006 v
d. Honda Supra XNF 125 50
Pengadilan Negeri Baturaja
1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Jeep Nissan/X Trail 2.0 BG 1153 2012 v
FzZ
b. Mobil Toyota Kijang Avanza BG 1696 2013 Vv
\Y/4
c. Mobil Suzuki/AVP GL BG 1895 XL 2012 Vi
d. MOBIL Toyota /Kijang Inova E BG 2008
11230 FZ
e. Mobil Toyota/Kijang KF 80 BG 1231 FZ 2003
f.  Mobil Toyota Fortuner 2020
g. Mobil Toyota/Kijang Inova 2021
2. Kendaraan Roda 2
a. Motor Honda/NF 125 SD BG 2639 FZ 2005
b. Motor Honda/NF 125 SD BG 2639 FZ 2005

(
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ort BG 5796

r Honda/NF 125 TR BG 6377 FZ 2009 Vv
Motor Honda/NF 125 TR BG 6379 FZ 2009 v
Motor Honda/NF 125 BG 6375 FZ 2008 v
. Motor Honda/NF 125 BG 6378 FZ 2009 Vv
. Motor Honda Supra X NF 100 DBG 2003 Vv
6691 FZ.
Pengadilan Negeri Lahat
1. Kendaraan Roda 4 2019 v v
a.  Mobil Toyota Fortuner * 2017
b. Mobil Kijang Inova Reborn ** J
c.  Mobil Kijang KF Short 70 ;ggé
d. Mobil Kijang Inova
2. Kendaraan Roda 2 1997 v
a. Motor Honda Win CB 2005 :ll
b. Motor Honda NF125 2005 N
c. Motor Honda NF125 2008
d. Motor Yamaha Vega R * %g?g
e. Motor Yamaha Vega R * v
f.  Motor Yamah Vixion *
9. Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Kendaraan Roda 4
a. Mobil Toyota Inova 2008
2. Kendaraan Roda 2
a. Motor HONDA TIGER 2011
b. Motor HONDA TIGER 2011
10. Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Kendaraan Roda 4
a. Daihatsu Terios 2013
b. Mitsubishi Pajero Sport 2021
c. Daihatsu Xenia 2021
2. Kendaraan Roda 2
a. Yamaha Jupiter 2012
Yamaha Mio Soul 2012
11. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
1. Kendaraan Roda 4
Mobil Wuling Cortez 2019
2. Kendaraan Roda 2
a. Motor Kawasaki 2019
b. Motor Vario 2019




s yang Dimiliki Pengadilan Tinggi Palembang dan
Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun

Tabel 1V.B.25
Data Keadaan Rumah Dinas
Uraian Jumliah Kondisi Ket
Baik | Rusak | Rusak
Ringan Berat
Pengadilan Tinggi Palembang
1. Rumah Dinas Ketua 1 v - -
2. Rumah Dinas Waki Ketua 1 v - -
3. Rumah Dinas Hakim 9 6 1 2
4. Rumah Dinas Panitera 1 - v -
5. Rumah Dinas Sekretaris - - -
Pengadilan Negeri Palembang
1. Rumah Dinas Ketua 1 v - -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 - - v
3. Rumah Dinas Hakim 8 6 - 2
4. Rumah Dinas Panitera 1 - - v
5. Rumah Dinas Sekretaris - - - -
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Rumah Dinas Ketua 1 - - v
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 v - -
3. Rumah Dinas Hakim 8 8 - -
4. Rumah Dinas Panitera - - -
5. Rumah Dinas Sekretaris - - - -
Pengadilan Negeri Sekayu
1. Rumah Dinas Ketua 1 - v -
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1 - v -
3. Rumah Dinas Hakim 5 - 5 -
4. Rumah Dinas Panitera 1 - v -
5. Rumah Dinas Sekretaris 1 - v -
Pengadilan Negeri Kayu Agung
1. Rumah Dinas Ketua 1
2. Rumah Dinas Wakil Ketua 1
3. Rumah Dinas Hakim 7
4. Rumah Dinas Panitera 2
5. Rumah Dinas Sekretaris 1
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Rumah Dinas Ketua 1

~—~
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Dinas Panitera

umah Dinas Sekretaris

Pengadilan Negeri Baturaja

Rumah Dinas Ketua
Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas Hakim
Rumah Dinas Panitera

u A W

Rumah Dinas Sekretaris

= = 00 = =

L P L

Pengadilan Negeri Lahat

Rumah Dinas Ketua
Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas Hakim

Rumah Dinas Panitera

u AW

Rumah Dinas Sekretaris

[ =T o' S =

<

<L o<

Pengadilan Negeri Prabumulih

Rumah Dinas Ketua
Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas Hakim
Rumah Dinas Panitera

i pwhe

Rumah Dinas Sekretaris

NIHIL

10.

Pengadilan Negeri Pagaralam

Rumah Dinas Ketua
Rumah Dinas Wakil Ketua
Rumah Dinas Hakim

Rumah Dinas Panitera

yiR e

Rumah Dinas Sekretaris

11.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

1. Rumah Dinas Ketua

2. Rumah Dinas Wakil Ketua
3. Rumah Dinas Hakim

4. Rumah Dinas Panitera

5. Rumah Dinas Sekretaris

NIHIL




Tabel IV.B.26
Keadaan Sarana dan Prasarana

rana Gedung di Pengadilan Tinggi Palembang dan

Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun

Uraian Jumlah Keadaan Sarana dan
Prasarana

Pengadilan Tinggi Palembang

1. Ruang Ketua 1 Baik
2. Ruang Ajudan 1 Baik
3. Ruang Wakil Ketua 1 Baik
4.  Ruang Hakim 9 Baik
5. Ruang Panitera 1 Baik
6. Ruang Sekretaris 1 Baik
7. Ruang Kabag 2 Baik
8. Ruang sidang 1 Baik
9. Ruang Kepaniteraan 4 Baik
10. Ruang Kesekretariatan 4 Baik
11. Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
12. Ruang Perpustakaan 1 Baik
13. Ruang Dharmmayukti Karini 1 Baik
14. Ruang Lobby/PTSP 2 Baik
15. Gudang 2 Baik
16. Pos Satpam 1 Baik
17. Ruang Berkas Akreditasi 1 Baik
18. Ruang Command Center 1 Baik
19. Ruang Arsip Hukum 1 Baik

2. Pengadilan Negeri Palembang

1. Ruang Ketua 1 Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3. Ruang Hakim 10 Baik
4. Ruang Panitera 1 Baik
5. Ruang Sekretaris 1 Baik
6. Ruang Kabag 1 Baik
7. Ruang Sidang 8

8. Ruang Kepaniteraan 5

9. Ruang Kesekretariatan 3

10. Ruang Panitera Pengganti 1

11. Ruang Rapat 1

12. Ruang Mediasi 1

13. Ruang Media Center 1

14. Ruang Arsip 2

~—~
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1 Baik
1 Baik
1 Baik
Tunggu Sidang 1 Baik
uang PTSP 1 Baik
20. Ruang Tahanan 3 Baik
21. Komputer 64 Baik
22. Laptop 37 Baik
23. Infokus 1 Baik
24. PABX - Baik
25. AC 28 Baik
26. Faximile 1 Baik
27. Genset 1 Baik
28. Printer 42 Baik
Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
1. Ruang Ketua 1 Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3. Ruang Hakim 1 Baik
4. Ruang Panitera 1 Baik
5. Ruang Sekretaris 1 Baik
6. Ruang Panitera Muda Perdata 1 Baik
7. Ruang Panitera Muda Pidana 1 Baik
8. Ruang Panitera Muda Hukum 1 Baik
9. Ruang Kasubbag 3 Baik
10. Ruang Sidang 4 Baik
11. Ruang Perpustakaan 1 Baik
12. Ruang Lobby 1 Baik
13. Ruang Mediasi 1 Baik
14. Ruang Posbakum 1 Baik
15. Ruang Tunggu Jaksa 1 Baik
16. Ruang Tunggu Penasehat Hukum 1 Baik
17. Ruang Tunggu Pengunjung 1 Baik
18. Ruang Tahanan 1 Baik
19. Ruang Arsip 2 Baik
20. Ruang Server 1 Baik
21. Komputer 38 27 Baik 11 Rusak
22. Laptop 16 Baik
23. Infokus 1 Baik
24. PABX 1 Baik
25. Mesin ketik 1 Rusak Ringan
26. Mesin Fotocopy 1 Pinjam Pakai PT
27. AC 24 Baik
28. Faximile 1 Baik
Genset 1 Rusak




Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Sidang

Ruang Sidang Anak
Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan

. Ruang Panitera Pengganti

. Ruang Command Center

. Ruang Rapat Pimpinan

. Ruang Server

. Ruang Alat

. Ruang Arsip Register

. Ruang Arsip Administrasi

. Ruang Pantry

. Ruang PTSP

. Ruang Tamu Terbuka

. Ruang Posbakum

. Ruang Tahanan Laki-Laki

. Ruang Tahanan Perempuan

. Ruang Jaksa Penuntut Umum
. Ruang Pengacara

. Ruang Tunggu Pengunjung Sidang
. Ruang Klinik Kesehatan

. Ruang Laktasi

. Ruang Teleconference

. Ruang Mediasi/Diversi

. Ruang Perpustakaan

. Ruang Arsip Berkas Perkara

. Ruang Ramah Anak Laki-Laki
. Ruang Ramah Anak Perempuan
. Ruang Genset

. Ruang Bermain Anak-anak

. Gudang

. Kantin

. Toilet Hakim/Pegawai

. Toilet Difabel

. Toilet Pengunjung

. Komputer

. Laptop

. Infokus
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
3 unit sudah rusak
berat
Baik
1 unit sudah rusak
berat
Baik
Status Pinjam Pakai
Baik
3 unit sudah rusak
berat
Baik
1 unit sudah rusak
berat
1 unit sudah rusak
berat
Baik
Baik
Baik
Baik




aximile

6

1
49. Genset 2
50. CCTV 2
51. Fire Alarm 1
52. Alat Sidik Jari (Access Door) 7
53. Mesin Antrian Sidang 1
54. Handycam 2
55. UPS 8
56. Video Wall Monitor 1
57. TV LCD Monitor 10 Baik
58. Camera Conference 2 Baik
59. Kamera Digital 1 Baik
60. Tablet PC 1 Baik
61. Scanner 3 Baik
62. Printer 20 Baiik
63. Server 2 Baik
Pengadilan Negeri Kayu Agung
1. Ruang Ketua 1 Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3. Ruang Hakim 1 Baik
4. Ruang Panitera 1 Baik
5. Ruang Sekretaris 1 Baik
6. Ruang Sidang 4 Baik
7. Ruang PTSP 1 Baik
8. Ruang Mediasi/Diversi/Kaukus 1 Baik
9. Ruang Tunggu Jaksa/Bapas 1 Baik
10. Ruang Tahanan 3 Baik
11. Ruang Tunggu Pengacara 1 Baik
12. Ruang Posbakum 1 Baik
13. Ruang Kepaniteraan 3 Baik
14. Ruang Kesekretariatan 3 Baik
15. Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
16. Ruang Arsip 2
17. Ruang Laktasi/Kesehatan 1
18. Ruang Perpustakaan 1
19. Ruang Tamu Terbuka 1
20. Gudang 2
21. Toilet Difable 1
22. Toilet Pengunjung 1
23. Toliet Pegawai 2




9

3
29. Genset 1
30. Printer 9 Baik
31. Scanner 3 Baik
32. Lemari Besi 5 Baik
33. Lemari Kayu 19 Baik
34. Rak Besi 33 Baik
35. Filling Kabinet Besi 10 Baik
36. Brankas 1 Baik
37. Alat Pemadam Kebakaran 3 Baik
38. Meja Kerja 42 Baik
39. Kursi Besi 59 Baik
40. Kursi Kayu 44 Baik
41. Meja Komputer 2 Baik
42. Kipas Angin 1 Baik
43. Server 2 Baik
44. Router 1 Baik
45. Rak Server 1 Baik
Pengadilan Negeri Muara Enim
1. Ruang Ketua 1 Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3. Ruang Hakim 2 Baik
4. Ruang Panitera 1 Baik
5. Ruang Sekretaris 1 Baik
6. Ruang Sidang Umum 1 Baik
7. Ruang Sidang Ramah Anak 1 Baik
8. Ruang Tunggu Bapas, BK 1 Baik
9. Ruang Tunggu Ramah Anak 1 Baik
10. Ruang Videoconference anak 1 Baik
11. Ruang Mediasi 1 Baik
12. Ruang Kepaniteraan 3 Baik
13. Ruang Kesekretariatan 3
14. Ruang Perpustakaan 1
15. Ruang Bendahara/DYK 1
16. Ruang Mushollah 1
17. Ruang Penasehat Hukum 1
18. Ruang Tahanan Dewasa 1
19. Ruang Tahanan Wanita 1
20. Ruang Tunggu Jaksa 1




PTSP dan Informasi
uang Tunggu Pengunjung

26. Area Merokok

27. Ruang Tunggu KPN, WKPN,

28. WC KPN, WKPN, Hakim, Panitera

29. WC Pengunjung Laki-laki/Perempuan
30. WC Disabilitas

31. WC Pengunjung PTSP

32. Ruang Tunggu Tamu Terbuka Sarana /

e N = = T = T S =S S B

Prasarana Fasilitas Perkantoran 36 Baik
33. Komputer 22 Baik
34. Laptop Baik
35. PABX Baik
36. Mesin ketik Baik
37. Mesin Fotocopy Baik
38. AC 12 Baik
39. Faximile Baik
40. Genset Baik
41. Lemari Penyimpanan 33 Baik
42. Lemari Kayu 20 Baik
43. Filling Kabinet Besi 17 Baik
44. Brangkas 2 Baik
45. CCTV 1 Baik
46. Meja Kerja Kayu 133 Baik
47. Kursi Besi Metal 174 Baik
48. Kursi Kayu 85 Baik
49. Sice 8 Baik
50. Bangku Panjang Besi/Metal 30 Baik
51. Meja Komputer 18 Baik
52. Meja Resepsionis 2 Baik
53. Partisi Baik
54. AC Split 20 Baik
55. Sound System Baik
56. Unit Power Supply 2
57. Rak Server

58. Server 1
Pengadilan Negeri Baturaja
1. Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3. Ruang Hakim 1
4 Ruang Panitera 1




10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.

g Kesekretariatan

Ruang Panitera Pengganti
Ruang Arsip

Ruang mediasi

Ruang laktasi/kesehatan
Ruang perpustakaan
Ruang Rapat

Ruang Posbakum

Ruang Pengacara

Ruang Jaksa

Ruang persediaan

Ruang Tahanan pria
Ruang Tahanan wanita
Ruang disabilitas

Ruang Bapas/PH

Mesin Ketik manual Standard (14-16 inci)
Gambar Presiden/Wakil Presiden
Lambang Garuda Pancasila
Jam Elektronik

Palu Sidang

Ac Split

Gordyin/Kray

Router

Server

Pompa Air

Amplifier

Megaphone

Pesawat Telephone
Facsimili

Mesin Hitung Elekronik/caltulator
Mesin Potong Rumput

Pc. Unit

Printer

Stabilisator

Loud Speaker

Dispenser

Rak Kayu

Meja Komputer

Meja Rapat

Meja Rapat

Sice/sofa tamu

Kipas Angin

W H B H R R R E N R N W W DR R e
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik




ku Panjang kayu

Kursi Besi/Metal 3 Baik
55. Kursi Kayu 34 Baik
56. Whiteboard 1 Baik
57. Papan Visul/Papan Nama 8 Baik
58. Filing Kabinet besi 1 Baik
59. Brandkas 3 Baik
60. Mesin Absensi 1 Baik
61. Bangku panjang Besi/Metal 1 Baik
62. Meja Resepsionis 5 Baik
63. Meja makan Kayu 1 Baik
64. Mesin Penghisap Debu 20 Baik
65. Mixer 1 Baik
66. Lambang Instansi 5 Baik
67. Mic Conference 3 Baik
68. Braket Standing Peralatan 1 Baik
69. UPS 1 Baik
70. Power Amplifier 10 Baik
71. Microphone Cable 5 Baik
72. Camera Digital 6 Baik
73. LCD Monitor 2 Baik
74. Tv Connector 1 Baik
75. Genset 1 Baik
76. Laptop 1 Baik
77. Note Book 2 Baik
78. Scanner 2 Baik
79. Telephone (PABX) 1 Baik
80. CCTV 2 Baik
81. Lemari Kayu 1 Baik
82. Mesin Antrian Sidang 1 Baik
83. Sound System 1 Baik
84. Digital LED Running Text 1 Baik
85. Camera Conference 1 Baik
86. Mesin Barcode 1
87. Finger Printer Time And Attandance Acces Control 1
88. Boneka Resucitasi Anne (Sarana Disabilitas) 1
89. TV Monitor 1
90. Layar Proyektor 1
91. Mini Komputer 1
92. LAN 1




5. Ruang Sekretaris

6. Ruang Sidang

7. Ruang Kepaniteraan

8. Ruang Kesekretariatan

9. Ruang Panitera Pengganti

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ruang DYK

Ruang Perpustakaan
Ruang Arsip/Stadok
Ruang Rapat

Ruang Laktasi

Ruang Kaukus/Mediasi
Ruang Ruang Ramah Anak
Ruang Teleconference
Ruang Media Center
Ruang Tahanan Pria
Ruan Tahanan Wanita
Ruang Tunggu Pengunjung Sidang
Ruang Server

Ruang Kesehatan
Ruang Posbakum
Ruang Mushola
Ruang PTSP

Ruang Pantry

Ruang ATK

Ruang JPU

Ruang Bapas

Toilet / Kamar Mandi
Komputer

Laptop

Infokus

Mesin Fotocopy

AC Split

Faximile

Genset

AC Standing

CCTV

Mejak Kerja Kayu
Kursi Kerja

Sice

[ S e e = T T = = T o T = S S O NG O S S O B =S = = S O B 0% I N S N

= W e
N W b

94
263
13

Baik
Baik
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Baik
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Baik
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik




49, Sound System
50. UPS

51. Scanner

52. Kursi Dorong
53. Server

54. Rak server

= N R B O NN G R

Pengadilan Negeri Prabumulih

Ruang Ketua

Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim

Ruang Panitera

Ruang Sekretaris
Ruang Sidang

Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan

e NN AWM

Ruang Panitera Pengganti

-
o

. Ruang Command Center

[y
[y

. Ruang Jaksa
. Ruang Advokad
. Ruang Tahanan

e T
A W N

. Ruang Laktasi

[y
ul

. Ruang Mediasi

-
[o)}

. Ruang Ramah Anak

[y
N

. Ruang Perpustakaan

-
[e]

. Ruang Server

e
o]

. Ruang Tamu Terbuka

N
o

. Ruang Arsip

N
—

. Ruang Rapat Utama

N
N

. Ruang Rapat Ketua

N
w

. Ruang Rapat Wakil
. Toilet

. Komputer

N NN
(o) NG TN

. Laptop
. AC

. TV Led.
. Scanner

w N NN
o OV 0

. Faximile

w
—

. Printer
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
2 laptop rusak
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik




23 Baik
Baik
t Besi 8 Baik
as Baik
emari kayu 19 Baik
Pengadilan Negeri Pagaralam
1. Ruang Ketua 1 Baik
2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik
3. Ruang Hakim 2 Baik
4. Ruang Panitera 1 Baik
5. Ruang Sekretaris 1 Baik
6. Ruang Sidang 2 Baik
7. Ruang Kepaniteraan 3 Baik
8. Ruang Kesekretariatan 3 Baik
9. Ruang Panitera Pengganti 1 Baik
10. Ruang Media Center 1 Baik
11. Ruang Server 1 Baik
12. Ruang ICPE 1 Baik
13. Ruang Dhrmayuti Karini 1 Baik
14. Ruang Bendahara 1 Baik
15. Ruang Perpustakaan 1 Baik
16. Ruang Rapat 1 Baik
17. Ruang Arsip 1 Baik
18. Ruang Posbakum 1 Baik
19. Ruang Jaksa 1 Baik
20. Ruang Kesehatan 1 Baik
21. Ruang Tahanan 3 Baik
22. Ruang Laktasi 1 Baik
23. Ruang Tunggu Ramah Anak 1 Baik
24. Komputer 28 Baik
25. Laptop 9 Baik
26. Infokus 1 Baik
27. PABX - Baik
28. Mesin ketik - Baik
29. Mesin Fotocopy - Baik
30. AC 1
31. Faximile -
32. Genset 1
33. Meja 31
34. Kursi 30
35. Lemari. 5
36. Brankas
37. Mobile File 2




43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Lambang Instansi

Uninterruptible Power Supply (UPS)
Printer

Scanner

Server

Router

Rak Server

Peralatan Jaringan Lainnya

51.Papan Visual/Papan Nama

P R NN NN RN R R AR

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.

Ruang Ketua
Ruang Wakil Ketua
Ruang Hakim
Ruang Panitera
Ruang Sekretaris
Ruang Sidang
Ruang Kepaniteraan
Ruang Kesekretariatan
Ruang Panitera Pengganti
Ruang PTSP
Ruang Tunggu Jaksa
Ruang Posbakum
Ruang Tahanan
Toilet Difabel
Toilet Pengunjung
Toilet Karyawan
Lemari Besi/Metal
Filling Cabinet Besi
Crimping Tools
Brangkas
Mesin Absensi
Meja Kerja Kayu
Kursi Besi/Metal
Kursi Kayu
Bangku Panjang Kayu
Kursi Fiber Glass/Plastik
Tiang Bendera
Komputer
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Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik




Server

34.
35. Hub

36. Rak Server

37. Network Cable Tester
38. AC

39. UPS

40. Lcd Monitor
Stabilizer

Router
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C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi informasi merupakan sarana yang diperlukan untuk meningkatkan sarana
transparansi dan akuntabilitas pengadilan serta mengacu kepada perkembangan teknologi
baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. Dengan teknologi informasi maka
akses publik untuk mendapat informasi pengadilan akan menjadi lebih mudah.

Untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengelolaan yang tertib, modern dan
akuntabel, Mahkamah Agung telah memantapkan bahwa seluruh Pengadilan harus beralih
dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis
teknologi Informasi.

Peningkatan administrasi transparansi dan akuntabilitas di seluruh Pengadilan
membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutahir. Hal ini dikarenakan
data yang di masukan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam sistem standar yang
terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung Secara efektif dan efisien mengelola
sumber daya Manusia dan anggarannya, mengawasi kinerja Hakim dan staf pengadilan
memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan
alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan

informai yang di butuhkan oleh para pencari keadilan, publik dan media dan mendukung

transisi menuju e-learning melalui teknologi informasi.

1. Implementasi E-court Dilingkungan Peradilan Umum
Administrasi perkara diPengadilan secara elektronik guna memudahkan jala
persidangan dengan cepat dan biaya ringan, e-court melayani bagi pengguna

untuk pendaftaran perkara secara online, pembayaran online, peman
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n persidangan yang dilakukan secara elektronik secara
nan-layanan yang ada pada aplikasi e-court adalah e-filling
perkara online di Pengadilan), e-payment (Pembayaran panjar biaya
a online dan e-summons (pemanggilan pihak secara daring)

Pengadilan Tinggi Palembang

Jumlah Advokat yang diinput dalam daftar Advokat diinput dalam Daftar Advokat
Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan Tahun 2021 = 2.724
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Jumlah permohonan advokat yang telah diverifikasi pada aplikasi E-Court

sampai dengan Tahun 2021 = 1.461
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geri Palembang telah mengaplikasikan e-Court mulai dari
a perdata gugatan, perdata permohonan, perdata bantahan, dan
erdata gugatan sederhana dan dimana seluruh pelaksanaan
persidangan perkara perdata dilaksanakan secara e-Litigation seseuai
dengan kesepakatan para pihak untuk bersidang secara elektronik
(e-Litigation),sesuai dengan dasar hukum PermaNomor 1 Tahun
2019 dan SK KMA Nomor 129/KMA/VIII/2019. Untuk mendukung
pelaksanaan e-Litigation disediakan layanan Hotline di nomor

08117115599.

Tabel IV.C.27
Layanan Perkara melalui elektronik Pengadilan Negeri Palembang

N URAIAN JUMLAH
o
1 Pendaftaran perkara perdata melalui E-Court:
* Gugatan 318
* Bantahan 2
* Permohonan 383
* Gugatan Sederhana 165
2 Penyelesaian secara e-Litigasi 868
Sidang secara elektronik 2225
4 Banding e-court 15

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Penerapan Electronic Court atau sering dikenal dengan istilah E-Court pada
Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun
2021 perkara yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut.

Tabel IV.C.28
Layanan Perkara melalui elektronik Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Uraian Daftar Melalui E-Court
o
1. Gugatan 54
2. Gugatan Sederhana 42
3. Bantahan 0
4, Permohonan 66
Total 162
( |
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egeri Kayuagung
Tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan
dministrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efesien.
Pelayanan yang dimaksud vyaitu dengan administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik. Administrasi perkara secara elektronik adalah
serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/
bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian
panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan
upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen
perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik sedangkan
persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan
mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan
teknologi informasi dan komunikasi. Administrasi perkara dan persidangan
secara elektronik lebih dikenal dengan e-court. e-Court merupakan aplikasi
yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai suatu
aplikasi yang menyediakan layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna
lainnya untuk melakukan pendaftaran perkara perdata secara online (e-
filling), mendapatkan taksir biaya perkara secara online (e-payment),
pemanggilan sidang secara elektronik (e-summons), dan persidangan secara
elektronik (e-litigation).

Di Pengadilan Negeri Kayu Agung, implementasi e-Court secara
penuh telah dimulai sejak tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 jo Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019
tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik. Untuk mewujudkan implementasi aplikasi e-Court secara
penuh di Kayu Agung dilakukan melalui adanya kebijakan Ketua Pengadilan
Negeri Kayu Agung yang mewajibkan seluruh pendaftaran perkara perdata
dilaksanakan melalui aplikasi e-Court. Serta untuk mendukung kebijakan
tersebut juga telah dilaksanakan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi
e-Court kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ka
Agung.

~—~

]
154 |




un 2021 sebanyak 63 perkara perdata di Pengadilan
gung telah didaftarkan melalui aplikasi e-court , yang meliputi
perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan bantahan.
erkenaan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-litigation),
sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019,
terhadap implementasinya belum dapat dilaksanakan secara penuh karena
persidangan secara elektronik (e-litigation) baru dapat dilaksanakan serta
mendapat persetujuan para pihak yang berperkara terlebih dahulu.
Kemudian untuk menunjang implementasi ecourt, Pengadilan Negeri Kayu
Agung memiiki standar perangkat keras dan perangkat lunak yang telah
ditetapkan Mahkmah Agung yaitu :
a. Perangkat Keras

Pengadilan Negeri Kayu Agung didukung dengan fasilitas perangkat
keras berupa 2 server dengan kapasitas penyimpanan masing-masing
sebesar 600 GB dan 1 TB, Jaringan Internet Dedicated 50 Mbps Global,
Modem ADLS, router wireless, jaringan kabel LAN, scanner, printer, rak
server, UPS, mikrotik, faximili, komputer, laptop, hub (switch), PABX,
telephone dan anjungan ecourt .

b. Perangkat Lunak

Dalam menjalankan ecourt Pengadilan Negeri Kayu Agung juga didukung d
lunak baik yang berbayar maupun yang free license atau juga aplikasi yang difasi
dengan pengadilan seperti website, sistem operasi linux, sistem informasi penelu:
4.1.1, direktori putusan, antivirus dan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sem

operator dan penanggung jawab masing-masing.

Pengadilan Negeri Sekayu
Sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018, tentang administrasi pengadilan

secara elektronik, diciptakanlah suatu sistem layanan yang dapat memenuhi

asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sistem layanan
“ecourt” ini, adalah perangkat yang disediakan untuk membantu masyarakat
dalam proses pendaftaran perkara di Pengadilan dan pembayaran panjar
biaya perkara secara elektronik.

Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Sekayu telah mengimplementasikan
sejak tahun 2019. Sosialisasi mengenai e-court juga telah di
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Negeri Sekayu, Pemkab Musi Banyuasin, Kejaksaan
nyuasin, Kepolisian Resor Musi Banyuasin dan Para Advokat.
perkara yang telah mendaftar melalui e-court tahun 2021 adalah

ebanyak :

Tabel I?V.C.29

Perkara yang didaftarkan melalui E-Court Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu

. Jumlah Perkara Jumlah Perkara | Sisa Perkara

No Jenis Perkara ang Masuk yang yang belum

yang diselesaikan diselesaikan
1. Gugatan 26 13 13
2. Gugatan Sederhana 71 71 0
3. Permohonan 16 15 1
4, Banding 3 3 0

1.

Pengadilan Negeri Muara Enim

Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadlian dan
perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di
pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan
Indonesia memiliki sistem untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui
media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court.
Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah
peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi
perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan

oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

Adapun untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam
implementasi e-court tersebut adalah :

Pemasangan sapras pendukung e-court yaitu :

~—~
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ikasi e-court

Pojok e-court dan eraterang

Gambar IV.C.1
Kios touchscreen aplikasi e-court Pengadilan Negeri Muaraenim

2. Jumlah perkara yang mendaftar dengan menggunakan aplikasi e-court pada

tahun 2021 :
Tabel IV.C.30
Perkara yang didaftarkan melalui E-Court Tahun 2021 Pengadilan Negeri Sekayu

Mendaftar . . Banding
NO PERKARA dengan e-court SR e-court

Gugatan 32 18 0

2. Gugatan Sederhana 111 0 0

3 Permohonan 16 0 0

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Muara Enim menerima anugerah
sebagai Pengadilan Negeri terbaik peringkat 4 (empat) dalam Kate
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tronik Pengadilan Kelas II Peradilan Umum, yang
Sekretaris Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hasbi, M.H. pada

g Tahun Mahkamah Agung RI Ke-76, di Jakarta pada tanggal 19
ustus 2021.

Pengadilan Negeri Baturaja

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2021 Pendaftaran Perkara E-Court
Pengadilan Negeri Baturaja Pada Tahun 2021 Berjumlah Perkara Dengan
Rincian Pendaftaran Perkara Gugatan Sebanayak 56 Perkara, Pendaftaran
Perkara Permohonan Sebanyak 166 Perkara serta Pendaftaan Perkara

Gugatan Sederhana Sebanyak 68 Perkara

Tabel IV.C.31
Pendaftaran E-Court Pengadilan Negeri Baturaja

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERKARA
PENGADILAN NEGERI BATURAJA

W jznuari @ Pebruari B8 Maret @ Aprit 88 Vi B8 Juni B8 juii B Agustus W September W Okeober [ Nopember M8 De: embe

h. Pengadilan Negeri Lahat
E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online,
pembayaran secara online, mengirimkan dokumen persidangan (Replik,

Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-
court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya
menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan
menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.
Pengadilan Negeri Lahat sendiri, E-Court sudah diterapkan sejak
November 2019 dan sudah ada Petugas serta meja Pojok E-
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rakat yang ingin berperkara secara online. Sampai
21 kemarin, berikut jumlah perkara yang masuk melalui e-
I Pengadilan Negeri Lahat, yaitu 17 (tujuh belas) Perkara Gugatan
erkara, 13 (tiga belas) Perkara Gugatan Sederhana perkara, tidak ada
Perkara Bantahan Perkara, 73 (tujuh puluh empat ) dan Perkara Permohonan

Perkara, dengan total 103 (seratus tiga ) Perkara.

Pengadilan Negeri Prabumulih
Pendaftaran melalui e-court di Pengadilan Negeri Prabumulih sepanjang

tahun 2021

Tabel IV.C.32
Pendaftaran E-Court Pengadilan Negeri Prabumulih

N Uraian Ket

0

1 Pendaftaran(dibayar) 58 Perkara
2 Berhasil No Perkara 56 Perkara
3 Perkara Gugatan 13 Perkara
4 Perkara Gugatan Sederhana 27 Perkara
5 Perkara Bantahan 0 Perkara
6 Permohonan 16 Perkara

Pengadilan Negeri Prabumulih telah siap melaksanakan e-litigasi dan telah
aktif

j. Pengadilan Negeri Pagaralam
Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan kegiatannya berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan. Juga tuntutan para pencari keadlian dan
perkembangan zaman mengharuskan pelayanan administrasi perkara di
pengadilan berbasis teknologi informasi. Sehingga dimungkinkan peradilan
Indonesia memiliki sistem untuk melakukan pemanggilan para pihak melalui
media elektronik yang saat ini di buat sebuah inovasi yaitu aplikasi e-court.
Payung hukum pelaksanaan administrasi secara elektronik ini adalah

peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administ

~—~

]
159 |




cara Elektronik. Layanan e-court ini dapat digunakan

aupun perorangan yang terdaftar.

untuk melaksanakan perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam
implementasi e-court tersebut adalah :

Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2020 dan
mengenalkan aplikasi e-court kepada para advokat, pimpinan Bank dan
bagian Hukum Pemerintah Kota di wilayah Kotamadya Pagar Alam pada
tanggal 15 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Aktivasi dan setting konfigurasi ke e-court Mahkamah Agung RI
Pemasangan sapras pendukung e-court yaitu : Kios Touchscreen untuk

aplikasi e-court

Gambarl IV.C.3
Desk Informasi Touchscreen Pengadilan Negeri Pagaralam

Tabel IV.C.33
Pendaftaran E-Court Pengadilan Negeri Pagaralam

GUGATAN
NO PERKARA GUGATAN SEDERHANA PERMOHONAN

1. PERDATA 4 7 7

k. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
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Tabel IV.C.34
Pendaftaran E-Court Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

urt atau sering dikenal dengan istilah E-Court pada

geri Pangkalan Balai telah dimulai sejak tahun 2018. Pada

021 perkara yang didaftarkan melaui e-court adalah sebagai

DAFTAR MELALUI SEPAKAT
URAIAN
E-COURT E-COURT
Gugatan/Perlawanan/Bantahan 33 18
2 Permohonan 19 -
3 Gugatan Sederhana 8 -

2. Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan melalui sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP). Data dan Informasi perkara harus disimpan di aplikasi SIPP. Pelaporan
perkara baik kepada Pengadilan Tinggi maupun kepada Badan Peradilan Umum
dilakukan oleh kepaniteraan Hukum dengan menggunakan aplikasi SIPP. Panitera
Pengadilan Tinggi/Negeri bertanggung jawab atas manajemen alur perkara, sedangkan
tanggung jawab untuk mengelola perangkat keras, perangkat lunak, fasilitas dan
infrastruktur teknologi informasi adalah administrator Teknologi Informasi. One Day
publish merupakan usaha peningkatan kualitas informasi perkara, dimana publikasi
salinan putusan lengkap pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.
Implementasi SIPP yang ada di Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang.

a. Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang sebagai

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadilan dan melakukan

penilaian kepada Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang

Permohonan Banding E-Court Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021

Pengadilan Tinggi
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b. Pengadilan Negeri Palembang

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektro
khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran

(SIPP), pembenahan dan peningkatan teknologi informasi m




emi terwujudnya keterbukaan informasi,
redibilitas dan transparansi serta menjadi pengadilan
dern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu. Upaya
cepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus terus-menerus dilakukan melalui peningkatan
ketepatan waktu pengisian SIPP. Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian
perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5
bulan. Perangkat lunak yang digunakan Pengadilan Negeri Palembang
Kelas I.A Khusus disesuaikan dengan penggunaan pada PC ataupun
perangkat keras yang di pergunakan pada Pengadilan Negeri
Palembang. Juga pelaksanaan CTS/SIPP versi 4.1.1 di Pengadilan

Negeri Palembang Kelas I.A Khusus telahberjalan dengan baik.

c. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri

Lubuklinggau pada tahun 2021 sudah semakin baik.

d. Pengadilan Negeri Kayu Agung
Sistem Informasi Penelurusan Perkara merupakan aplikasi teknologi berbasis
web dalam memberikan berbagai macam informasi perkara. SIPP juga dapat
digunakan untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan oleh Pimpinan di
masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan
Pimpinan Mahkamah Agung. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan
efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien,
monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang
memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate

informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

e. Pengadilan Negeri Sekayu

SIPP merupakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan
Mahkamah Agung dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh
Indonesia untuk me jemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi,
akuntabilitas, kredibilitas mberikan layanan informasi kepada publik,ya
diharapkan dapat memiliki mana dan transparansi serta menjadi org
modern berbasis TI terpadu. Pengadilan Negeri Sekayu telah

~—~

]
170 |



ingkatan kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiridari validitas, akurasi
dan ketepatan pengisian data SIPP. Nilai capaian pengisian SIPP dapat dilihat
pada Evaluasi Implementasi SIPP yang dapat diakses dengan alamat website

http://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/.

Berikut Nilai capaian pengisian SIPP Pengadilan Negeri Sekayu per tanggal 31
Desember 2021 dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang:

Aplikasi Monitoring SIPP
URL : http://192.168.10.10/mis

Gambarl 1V.C.4
Aplikasi Monitoring SIPP Pengadilan Negeri Sekayu
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Aplikasi monitoring yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memonitor
kepatuhan pengguna dalam mengisi aplikasi SIPP. Aplikasi SIPP, URL:
http://sipp.pn-sekayu.go.id/. Akses Untuk masyarakat umum dan pencari

keadilan. Local:http://srv-sipp.pn-sekayu.go.id

) Sistem Informasi Penelusuran Perkara
' PENGADILAN MEGER| SEMAYL

Sistern Informas|
= Penelusuran Perkara
Mahkamah Agpung Republik Indonesia

Hak Cipta & Mohko:




en administrasi di internal Pengadilan Negeri Sekayu, dijalankan oleh

uruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu beserta Panitera Pengganti.
Sampai saat ini Pengadilan Negeri Sekayu telah menerapkan SIPP versi
4.1.1yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Palembang maupun
Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara

yang sebenarnya.

f. Pengadilan Negeri Muara Enim

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang
dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan
pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus
2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan
rutinnya merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun
2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian
perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses
penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan
untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai
media kerja yang efektif bagi pengawasan internal. Adapun untuk melaksanakan
perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut adalah :
Peningkatan bandwith internet dengan menggunakan internet dedicated yaitu
bandwith 60 Mbps.

Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi 4.1.1

Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Muara
Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata.
Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi
4.1.1 yang beralamat di http://sipp.pn-muaraenim.go.id.

~—~
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egeri Muara Enim dalam Monitoring Implementasi
elah mencapai 90,98 %. Dengan jumlah perkara tahun lalu
perkara, perkara yang masuk sebanyak 956 perkara dan yang telah
asi sebanyak 958 perkara. Dengan pencapaian ini diharapkan pada tahun
22, Pengadilan Negeri Muara Enim dapat mempertahankan dan

meningkatkannya lagi.

Gambarl IV.C.5
Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Muara Enim

g. Pengadilan Negeri Baturaja
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 pendaftaran perkara/perkara masuk
pada SIPP Pengadilan Negeri Baturaja pada tahun 2021 berjumlah 1077 perkara

dengan rincian:

oo gl

i

11 | Nopemoe
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Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 perkara putus pada SIPP Pengadilan

Negeri Baturaja pada tahun 2021 berjumlah 1094 Perkara dengan rincian :

]
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Berikut ini perbandingan jumlah perkara masuk, perkara putus serta perkara yang

telah diminutasi/bulan selama tahun 2021 pada SIPP Pengadilan Negeri Baturaja

Grafik Perbandingan Perkara Masuk, Putus dan Minutasi | Bulan Pada Tahun 2021

h. Pengadilan Negeri Lahat
Hadirnya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada 4 (empat)
lingkungan Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berfungsi sebagai sebuah sistem yang mendukung penerapan Business Proccess di
Pengadilan dan juga sebagai wadah untuk pencatatan kinerja bagi Para Hakim,
Panitera, dan Panitera Pengganti, serta sebagai fasilitas pelaporan dan statistik
perkara. Di samping itu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) juga

merupakan wadah informasi publik yang diwujudkan dalam Aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) versi web. Per tanggal 31 Desember 2021 SIPP sudah
menginjak versi 4.1.1 dan di Pengadilan Negeri Lahat sendiri sudah update sesuai
versi terbaru tersebut yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi
Palembang maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan
kondisi data perkara yang sebenarnya. Selain aplikasi SIPP ada aplikasi
(Monitoring Implementasi SIPP), yang di rilis sehubungan dengan Pasal 27
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Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor:
18 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
sia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan
tronik. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi MIS ini, penginputan data
lam SIPP menjadi lebih terkontrol dan semua data yang dibutuhkan bisa secara
engkap, sehingga tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas,

akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP sesuai dengan pasal tersebut.

i. Pengadilan Negeri Prabumulih
Berdasarkan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) statistik perkara pada SIPP Tahun
2021

Tabel IV.C.35
Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Prabumulih

Sisa Tahun Lalu 53 Perkara
Masuk Tahun 2021 345 Perkara
Minutasi Tahun 2021 345 Perkara

Daftar minutasi terbaik dibulan Desember 2021 Ibu RA. Asriningrum K, S.H., M.H
(Hakim, dan Bapak Maulana Malik., S.H. (Panitera Pengganti)

Kinerja Hakim berdasarkan Monitoring Implementasi SIPP (MIS)

Gambarl IV.C.6
KInerja Hakim berdasarkan Monitoring Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Prabumulih

€ 2 0 A Tdsesna | 192188 200 20057 wa® x @




eri Pagar Alam

ewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang

nangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan
pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya
merupakan pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-
144/KMA/SK/1/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun
2007 tersebut. Sebagai bagian dari core bisnis Peradilan Umum yaitu penyelesaian
perkara, maka Mahkamah Agung RI meluncurkan aplikasi SIPP (Sistem Informasi
Penelusuran Perkara) yang tujuannya memberikan semua informasi terkait proses
penanganan perkara. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan Pengadilan
untuk memonitor kinerja Hakim dan aparatur Pengadilan, tertib administrasi sebagai
media kerja yang efektif bagi pengawasan internal. Adapun untuk melaksanakan
perintah Ketua Mahkamah Agung RI dalam implementasi SIPP tersebut adalah:
Peningkatan bandwith internet dengan menggunakan internet dedicated vyaitu
bandwith 50 Mbps.

- Update aplikasi SIPP. Sampai saat ini aplikasi SIPP yang sudah di update versi
4.1.1;

- Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Pagar Alam dalam
kegiatan Sosialisasi update Aplikasi SIPP versi 3.2.0;

- Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Pagar
Alam telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun perdata.
Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP versi
4.1.1 yang beralamat di http://sipp.pn-pagaralam.go.id

Pada akhir tahun 2021 dalam evaluasi implementasi SIPP Pengadilan Tingkat

Pertama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Pagar

Alam menduduki peringkat kelima dengan jumlah total 963,70 poin dari empat

kriteria evaluasi yaitu kinerja dengan nilai 148.85, kepatuhan dengan nilai 503.89,

kelengkapan dengan nilai 145, 91 dan kesesuaian dengan nilai 165, 05.

~—~
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ormasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan
dengan bulan Desember tahun 2021 pada website Evaluasi
entasi SIPP Dirjen Badilum masih mengalami gangguan, dikarenakan

kukan maintenance.
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egiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
nan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
enduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
enyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara,
embaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
an publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
ayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan
setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik
harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Pelayanan publik diatur dalam Undang-
Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudan untuk
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar
terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban,
dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelengaaran pelayanan

publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk menjamin
kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan Pembina dan penanggung jawab.
Pembina tersebut terdiri atas pimpinan lembaga Negara, pimpinan kementerian, pimpinan
lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga komisi Negara atau yang sejenis,

dan pimpinan lembaga lainnya; gubernur pada tingkat provinsi; bupati pada tingkat

kabupaten; dan walikota pada tingkat kota. Para Pembina tersebut mempunyai tugas
melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari
penanggung jawab. Sedangkan penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan

lembaga atau pejabat yang ditunjuk Pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas un




sanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh

ggara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk
sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan
an perjanjian kerja sama tersebut dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-
angan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan; penyelenggara
erkewajiban untuk memberikan informasi terkait perjanjian kerja sama tersebut kepada
masyarakat; tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama
sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada
penyelenggara; informasi terkait identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai
penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas
dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan penyelenggara dan pihak lain mempunyai
kewajiban untuk mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung
keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat,
laman, e-mail, dan kotak pengaduan. Pihak lain yang dimaksud dalam hal ini wajib berbadan
hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama yang
diselenggarakan tidak menambah beban bagi masyarakat serta dalam rangka untuk

menyelenggarakan pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh
penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat,
dan kondisi lingkungan. Dalam penyusunan tersebut wajib mengikutsertakan masyarakat
dan pihak terkait. Standar pelayanan meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem,
mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk pelayanan;
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan yang
memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa

aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan
penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasaan masyarakat sebagai
pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggar
dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. K

orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat me
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diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan

ITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu bertujuan untuk mewujudkan Kkinerja
Peradilan Indonesia yang prima (Indonesian Court Performance Excellent -
ICPE). Untuk mewujudkan performa Badan Peradilan Indonesia yang
unggul / prima melalui penilaian terhadap 7 (tujuh) kriteria yaitu :
Kepemimpinan (Leadership)

Perencanaan Strategis (Strategic Planing)

Fokus Pelanggan (Customer Focus)

Manajemen Sumber Daya (Resources Management)

Proses Manajemen (Management Process)

Sistem Dokumen (Document System)

Q@ ™ 0o a0 T o

Hasil Kerja (Performance Result)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan pengakuan formal yang diberikan
oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terhadap kompetensi
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam melakukan kegiatan berdasarkan

penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Tabel V.A.36
Jadwal Pelaksanaan Asesmen Internal Pengadilan Tinggi Palembang

TIM
NO BAGIAN PELAKSAAAN ASESMEN JADWAL ASESMEN
ASESMEN INTERNAL INTERNAL
INTERNAL
1 Ketua Tim Penjaminan Mutu / Asessor Bulan Mei dan Bulan
" | Ketua Pengadilan Tinggi Palembang November 2021
2 Wakil Management Representative A Bulan Mei dan Bulan
" | (QMR) sessor November 2021
. . . Bulan Mei dan Bulan
3. | Koordinator Teknikal / Panitera Asessor November 2021
. . . Bulan Mei dan Bulan
4. | Koordinator Operation / Sekretaris Asessor November 2021
5 Document Control (DC) / Kepala A Bulan Mei dan Bulan
" | Bagian Umum dan Keuangan sessor November 2021

—
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Bulan Mei dan Bulan
Asessor November 2021

Bulan Mei dan Bulan
Asessor November 2021

kum Asessor Bulan Mei dan Bulan
November 2021

Tipikor Asessor Bulan Mei dan Bulan
November 2021

Bulan Mei dan Bulan
Tata Usaha dan Rumah Tangga Asessor November 2021

Keuangan dan Pelaporan Asessor Bulan Mei dan Bulan
November 2021

Rencana Program dan Anggaran Asessor Bulan Mei dan Bulan
November 2021

Kepegawaian dan Teknologi Asessor Bulan Mei dan Bulan
Informasi November 2021

Tabel V.A.37

Jadwal dan Tim Surveillance Pengadilan Tinggi Palembang

TIM SURVEILANCE

LOKASI
SURVEILANCE

TANGGAL PELAKSANAAN

. Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang Atau Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang

. Hakim Tinggi Pengawas
Daerah

. Hakim Tinggi Assesor

4. Staf Kepaniteraan atau

Staf Kesekretariatan

PN Palembang

September - Oktober 2021

PN Muara Enim

September - Oktober 2021

PN Prabumulih

September - Oktober 2021

PN Baturaja

September - Oktober 2021

PN Pagar Alam

September - Oktober 2021

PN Lahat September - Oktober 2021
PN Kayuagung September - Oktober 2021
PN Sekayu September - Oktober 2021

PN Pangkalan Balai

September - Oktober 2021
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U (PTSP)
singkatan dari (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang
lah suatu kegiatan Penyelengaaran Perizinan dan Non Perizinan
Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi
emiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya
ulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen vyang
dilakukan dalam satu tempat.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program
pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good

Governance/kepemerintahan yang baik.

1. Dasar Hukum

Praktek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat ini menggunakan dasar hukum:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).

2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman
Modal.

3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman
Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidang.

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan
Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2Q

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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ajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya
dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara
m Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “"PTSP"). Melalui
kamah Agung RI ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan
yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya
uah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah
Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut. Oleh
karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sebagai salah
satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan
surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan
Umum. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang
terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP
ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif,
efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di
Pengadilan meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup
kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk :
a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi,
nepotisme
Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud

dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau

kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh
masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

a. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.

b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untu

layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk

( ]
| 182 |




a.

an layanan.
encatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan

men ke backoffice untuk diproes sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh

mpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh
sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka
haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus

dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

Memahami standar layanan pengadilan, prosedur administasi maupun prosedur
beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan.

Memahami profil Pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan,
peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
RI.

Memahami profil Pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan,
peraturan, keputuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI
Memilki kemampuan mengoperasikan computer.

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah serta

penampilan rapi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

1. Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM
3.5 Palembang, Sumatera Selatan, 30151. Pelayanan terpadu satu pintu pada
Pengadilan Tinggi Palembang telah berjalan sebagaimana mestinya yang
didukung dengan perangkat computer untuk bagian kepaniteraan dan bagian
kesekretariatan. Setiap pencari keadilan yang ke Pengadilan Tinggi Palembang
melapor ke PTSP dalam hal keperluan yang. Ruangan PTSP dilengkapi dengan
pojok informasi yang berguna sebagai informasi yang ada di Pengadilan Tinggi
Palembang seperti SIPP, SIWAS, Website Pengadilan Negeri Se Sumatera

Selatan.
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Gambar V.B.7
ayanan Terpadu Satu PIntu (PTSP) Pengadilan Tinggi Palembang

2. Pengadilan Negeri Palembang

Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai
No.16 Sungai Pangeran, Ilir Timur I, Sungai Pangeran Kecamatan Ilir TImur I,
Kota Palembang Sumatera Selatan. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
berfungsi sebagai tempat para pencari keadilan yang ingin mengetahui perkara
yang sedang berjalan dan/atau perkara yang belum berjalan di persidangan
juga sebagai informasi kepada masyarakat umum untuk mencari informasi
seputar Pengadilan Negeri Palembang, serta terpusatnya pelayanan
administrasi Pengadilan Negeri Palembang mulai dari pelayanan surat masuk
dari Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan
Perdata, Kepaniteraa Pidana, Kepaniteraa Tipikor, dan Kepaniteraa PHI, semua

telah di pusatkan pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), meja

informasi dilengkapi dengan layar televisi imformasi mengenai informasi jadwal
sidang, peraturan di ruang sidang, video gugatan sederhana. Layar antrian
pelayanan PTSP beserta mesin antrian untuk mencetak nomor antrian, layar
touchscreen untuk survey atas pelayanan di meja PTSP Pengadilan Negerj

Palembang. Pada saat pandemi Covid-19 Pengadilan Negeri Palemb

—
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ng dan pegawai Pengadilan Negeri Palembang

kesehatan

Gambar V.B.8
Pelayanan Terpadu Satu PIntu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang

3. Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Depati Said No. 1,
Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan 31616.

Gambar V.B.9
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
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gadilan Negeri Sekayu yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485,
san Jaya, Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan
terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem
pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Negeri melalui satu pintu. Wujud
keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap
penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi
Dan Pengadilan Negeri. Adapun tujuan dari PTSP adalah Mewujudkan proses
pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti
korupsi, kolusi, nepotisme. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan
administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Penyelenggaraan
PTSP Pengadilan Negeri Sekayu Kelas II dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pidana,
Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, serta Subbagian Umum dan

Keuangan.
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Gambar V.B.10
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sekayu

5. Pengadilan Negeri Muara Enim
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses
pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang
telah di tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti

korupsi, kolusi, nepotisme.

Gambar V.B.11
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Muaraenim




ri Kayu Agung
gadilan Negeri Kayuagung yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar
No.119. Kota Kayuagung Paku, Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan
Komering. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari
keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur
dan terjangkau, Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menerapkan pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP). Penerapan pelayanan terpadu satu pintu ini
didasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dalam menunjang
proses bisnis yang berjalan di setiap bagian yaitu untuk bagian umum dan
keuangan, kepaniteraan muda pidana, kepaniteraan muda perdata dan
kepaniteraan muda hokum. Pengadilan Negeri Kayu Agung telah
memaksimalkan aplikasi PTSP+ versi 2.2.-2 (terbaru) yang diluncurkan oleh
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI. Adapun menu yang
disediakan dari aplikasi PTSP adalah :

a. Bagian Umum dan dan Keuangan
- Surat masuk dan surat keluar
- Register Surat masuk
b. Kepaniteraan Muda Pidana
- Register Penyitaan
- Register Penggeledahan
c. Kepaniteraan Muda Perdata
- Register Surat Masuk (disposisi surat)
d. Kepaniteraan Muda Hukum
- Register Surat keterangan
e. Bagian Lain lainnya
- Register Surat masuk (disposisi dari ketua /wakul sampai level
staf)
- Buku Tamu

—
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Gambar V.B.12
anaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kayuagung
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. Pengadilan Negeri Baturaja

Pengadilan Negeri Baturaja yang beralamat di Jalan HS.Simajuntak No.
0792, Baturaja Lama Tim,Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
32121 merupakan Pengadilan Kelas II yang ada diwilayah Hukum Pengadilan
Tinggi Palembang. Bagian depan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdiri dari
loket pelayanan kepaniteraan pidana, kepaniteraan hokum, kepaniteraan perdata
dan loket pelayanan umum. Bagian kanan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja
terdiri dari loket meja informasi dan pengaduan, loket pelayanan perkara perdata
secara elektronik atau pojok pelayanan E-court, pada meja informasi terdapat

mesin antrian PTSP serta perangkat audio peringatan anti gratifikasi.
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Gambar V.B.13
Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Baturaja

TANG DI PEMGADILAN NEGERT H|

8. Pengadilan Negeri Lahat

Pengadilan Negeri Lahat yang beralamat di jalan H. Burlian, Bandar Jaya,

Bandar, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan 31412.

Penerapan PTSP Pengadilan Negeri Lahat tujuan untuk:

1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan,

2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi,
nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP Pengadilan
Negeri Lahat ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam
rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan vyang
diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang

mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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Gambar V.B.14
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Lahat
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9. Pengadilan Negeri Prabumulih

Pengadilan Negeri Prabumulih yang beralamat di Jalan Sudirman KM 12,
Sindur, Prabumulih, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, 31144. Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Prabumulih Dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna
mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau
perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan. perubahan sistem pelayanan
tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melalui satu
pintu.Berdasarkan SK Dirjen Badilum No 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri.Pengadilan Negeri Prabumulih sudah menerapkan sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
PTSP bertujuan:

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan

nepotisme

4
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Gambar V.B.15
Pelayanan Terpadu Saru Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Prabumulih
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10.Pengadilan Negeri Pagaralam

Pengadilan Negeri Pagaralam yang beralamat di Kompleks perkantoran
Gunung Gare, Dempo Makmur, Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera
Selatan 31581. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan
proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah
mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai
dengan standar yang telah di tetapkan. Serta memberikan pelayanan yang
prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Pada tanggal 22 Maei
2018 bertempat di Pengadilan Negeri Sekayu, Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Ri meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan. Maka, Pengadilan Negeri Pagar Alam

telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan,
pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja
informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umu

dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat

—
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ertugas menerima pendaftaran perkara baik
atan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding
I dan layanan-layananan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan
ata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan
perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan
penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan
penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditanda
tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan layanan-layanan lain
yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja kepaniteraan
hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking
surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan
data perkara, permohonana surat keterangan tidak tersangkut perkara,
layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layananan lain yang

berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

Gambar V.B.16
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pagaralam
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11.Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan HM.Asyik KM

16 Sukajadi Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindaklanjuti
keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Sat

(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadj
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upaya meningkatkan mutu Pelayanan Satu Pintu
standar kenyamanan. Hal ini juga didukung oleh komitmen

ntara pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai beserta jajarannya.

Gambar V.B.17
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

R

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK
adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal

dan/atau adaptasi/ modifikasi

1. Pengadilan Tinggi Palembang

a. ADIT (Aplikasi Display TV Informasi Pengadilan Tinggi)
Pengadilan Tinggi memberikan informasi tentang Keadaan
Pengadilan Tinggi Palembang baik yang berisi data seluruh ASN di

Pengadilan Tinggi Palembang, Informasi perkara, Kegiatan

Pengadilan dan lain sebagainya. Disisi lain Pengadilan Tinggi juga
memberikan informasi melalui website Pengadilan Tinggi Palembang,
Media Sosial berupa Facebook Pengadilan Tinggi Palembang,

Instagram Pengadilan Tinggi Palembang
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Gambar V.C.18

TV informasi Pengadilan Tinggi Palembang

Pojok E-court

Pojok e-court Pengadilan berisi informasi mengenai e-court,
website Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Se-wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang, informasi mengenai Sistem Informasi

Pengawasan dan lain sebagainya.

Gambar V.C.19
Pojok e-court Pengadilan Tinggi Palembang
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I (Elektronik Laporan Hasil Evaluasi & Kertas Kerja Evaluasi SAKIP)
ikasi Pengelolaan Dokumen SAKIP Pengadilan Tk. Pertama & Evaluasi
plementasi SAKIP. Digunakan untuk pengarsipan secara digital dokumen SAKIP
Pengadilan Tk. Pertama dan Penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP Pengadilan Tk.
Pertama yang dilakukan oleh Tim Evaluator Pengadilan Tk. Banding berbasis

elektronik.

Gambar V.C.20
Aplikasi E-leksi Pengadilan Tinggi Palembang
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Elektronik

d. Aplikasi SI-AKSI ( Sistem Informasi Biaya Hak Redaksi )

Aplikasi yang digunakan untuk penatausahaan Biaya Hak Redaksi atau
Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) baik yang berasal dari berkas yang telah
diputus maupun pembuatan Berita Acara penyumpahan advokat pada Pengadilan
Tinggi Palembang agar pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dapat dilaksanakan tepat waktu walaupun di masa pandemi seperti

saat ini.

—
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Gambar V.C.21
Aplikasi Si-Aksi Pengadilan Tinggi Palembang

SI-AKSI (Sistem Informasi Biaya Hak Redaksi)

MENU APLIKASI

MENU LAPORAN

Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Dokumen Keuangan)

Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah dalam mengumpulkan

dokumen sumber pelaporan keuangan wilayah untuk penyusunan laporan

keuangan pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku koordinator wilayah (UAPPA-

W) untuk Dipa 01 dan Dipa 03.

Gambar V.C.22
Aplikasi Sidak Pengadilan Tinggi Palembang
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item Arsip Internal )
g digunakan menyimpan arsip internal berupa aturan ataupun
rnal Kantor Pengadilan Tinggi Palembang secara Elekronik yang melalui
bahan fitur pada Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga
emudahkan dan mepercepat seluruh warga Pengadilan Tinggi Palembang untuk
mengakses aturan internal terkait pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi

Palembang

Gambar V.C.23
Aplikasi e-sari Pengadilan Tinggi Palembang

PENGADILAN TINGGI
PALEMBANG
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g. Aplikasi Trabel Negara 01 - 03

(Transparansi Realisasi Anggaran Belanja Dipa 01 - 03 Pengadilan Negeri
Se-Sumatera Selatan). Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pengumpulan
data realisasi anggaran belanja dari Dipa 01 dan 03 dari satker-satker Pengadilan
Negeri Se-Sumatera Selatan dan untuk mendukung terwujudnya keterbukaan
informasi public dengan Transparansi Layanan Informasi dalam meningkatkan

kualitas pelayanan dan kinerja terhadap masyarakat pada Pengadilan Tinggi.

—
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Gambar V.C.24
plikasi Trabel Negara 01-03 Pengadilan Tinggi Palembang

_ Halaman Admin. Q

h. Aplikasi SITARU (Sistem Informasi Tata Usaha dan Rumah Tangga) dengan adanya
aplikasi ini maka kegiatan dalam pelaksanaan permintaan barang dapat terlaksana
serta lebih cepat serta dapat mengevaluasi kegiatan dan disertai dengan
monitoring akan permintaan barang persediaan yang dikantor Pengadilan Tinggi
Palembang.

Gambar V.C.25
Aplikasi Sitaru Pengadilan Tinggi Palembang
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Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Aparatur pada Pengadilan
bang yang berfungsi untuk memonitoring dan evaluasi kinerja ASN PT

ang berupa fitur SKP.

Gambar V.C.26
Aplikasi Si Eka Pengadilan Tinggi Palembang
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2. Pengadilan Negeri Palembang
Inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut :
a. Aplikasi Antrian PTSP
Pengadilan Negeri Palembang telah menerapkan antrian pelayanan pada
meja PTSP (Pidana,Tipikor,Perdata,PHI,Hukum) melalui Aplikasi yang dapat
mempermudah dalam melayani masyarakat pengguna pengadilan di meja PTSP
sesuai nhomor urutan yang keluar pada mesin cetak otomatis, sehingga pelayanan

lebih tertib, mudah, dan nyaman.

—
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Gambar V.C.27
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Palembang

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
DAFTAR ANTRIAN

Counter | - Hukum Counter 2 - Tipikor Counter 3 - Pidana Counter 4 - Perdata Counter 5 - PHI
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b. Aplikasi Survey Pelayanan Meja PTSP

Aplikasi ini memberikan kesan terhadap pelayanan meja PTSP berupa sangat
puas,puas, cukup puas, dan tidak puas yang mana hasil kepuasan publik ini dapat

dicetak dalam bentuk laporan bulanan.

Gambar V.C.28
Survey Pelayanan Meja PTSP Pengadilan Negeri Palembang
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j.

Gratifikasi

Audio anti Gratifikasi merupakan komitmen pelayanan publik yang
mengingatkan pada warga Pengadilan Negeri Palembang dan masyarakat umum
untuk anti gratifikasi dalam mewujudkan Wilayah WBK / WBBM.

Gambar V.C.29

Audio Peringatan anti gratifikasi Pengadilan Negeri Palembang

Audio Peringatan Anti Gratifikasi

rat Edaram Sekretarts Mahkamnah Agung Republik indonesia N

. Anti Gratifikasi (2 jam sekali)

. Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Perempuan)
. Anti Gratifikasi Sebelum Persidangan (Laki-laki)

Hotline Pengadilan Negeri Palembang

Layanan hotline ini di buat untuk memberikan informasi bagi pengguna jasa
layanan pengadilan dengan cepat dan tepat dalam hal para pihak membutuhkan
informasi untuk kebutuhan mereka, sebaliknya pihak Pengadilan Negeri
Palembang memberikan informasi yang dianggap perlu kepada para pihak, seperti
untuk pelaksanaan e-Court para pihak dapat menanyakan kendala baik teknis atau
persidangan, dan Hakim disamping fitur catatan dalam e-Court dapat
menyampaikan informasi atau berita yang sempat terlewatkan untuk
dikomunikasikan kepada pihak baik putusan sela, intervensi, pemeriksaan
setempat, dan lainnya. Pengelola Hotline sifatnya fleksibel yang ditujukan risk
manajemen sidang e-Court dan sekaligus pendeteksi kendala yang dihadapi oleh
pihak berperkara dalam pelaksanaan e-Court. Dari layanan Hotline metode yang
digunakan salah satunya yaitu SMS, dimana pengguna jasa layanan pengadilan
yang tidak mempunyai paket data internet dapat bertanya melalui sms yang akan
dijawab oleh operator Hotline yang ditunjuk dengan SK Ketua Pengadilan Ne

Palembang.

—
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Gambar V.C.30

otline Pengadilan Negeri Palembang

PENGADIUANHODEH
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k. WA Gateway (Sibangjaya)

WA gateway: Dari layanan Hotline metode yang digunakan salah
satunya yaitu Wa gateway yang diberi nama ".SiBangJlayo" Sistem Informasi
PN Palembang Jawab Apa Saja. dimana setiap pertanyaan yang diajukan
melalui Wa akan dijawab secara otomatis oleh sistem dan terekam

Gambar V.C.31
WA Gateway Pengadilan Negeri Palembang

SIBANGJAYO

SIBANGJAYA




plikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang mempermudah aparat

penege hukum dalam mengajukan permohonan layanan ke Pengadilan Negeri

Lubuklinggau.

Gambar V.C.32
Virtual Asistant Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
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2. Inovasi E-SKM vyaitu Aplikasi berbasis Web Survei Kepuasan Masyarakat secara

elektronik
Gambar V.C.33

Halaman awal aplikasi e-skm Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
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a meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan
bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Sekayu serta
gkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Sekayu, maka perlu adanya
novasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan
tersebut. Berikut beberapa inovasi dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Negeri
Sekayu Kelas II :
a. Aplikasi Sipinter (Sistem Pelayanan Pidana Terpadu)
Aplikasi Sistem Pelayanan  Terpadu (Sipinter) merupakan
Pengembangan dari Aplikasi Sistem Pelayanan Pidana Terpadu (SPPT). Sipinter
merupakan sebuah aplikasi yang dipasang di hosting internet untuk

memberikan pelayanan kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Sekayu.

Gambar V.C.34
Beranda Aplikasi SIPINTER Pengadila Negeri Sekayu
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Pengadilan Negeri Sekayu memiliki wilayah hukum yang cukup luas yakni
14.477 KM2, sehingga jarak tempuh dari pemohon ke Pengadilan Negeri
Sekayu relatif jauh dan waktu tempuh juga lama, jalan yang dilalui juga
terdiri dari jalan rusak dan jalan tanah, hal ini memperbesar resiko

diperjalanan, instansi pengguna layanan Kepaniteraan Muda Pidana terdiri

dari :
1. Polres Musi Banyuasin 8. Polsek Babat Supat
2. Polsek Sekayu 9. Polsek Lais
3. Polsek Babat Toman 10. Polsek Bayung Lencir
4. Polsek Sanga Desa 11. Polsek Sungai Keruh
5. Polsek Keluang 12. Polsek Batang Hari Leko
6. Polsek Tungkal Jaya 13. Kejaksaan Negeri Musi Banyuasi
7. Polsek Sungai Lilin 14. Lembaga Pemasyarakatan S
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Dimana para pengguna dari kepolisian dapat mengajukan permohonan

sehubungan dengan :

1.

2
3.
4

Persetujuan/izin penyitaan
Persetujuan/izin penggeledahan
Perpanjangan Penahanan
Penetapan diversi

Dengan adanya aplikasi SIPINTER ini maka para pemohon atau

pengguna aplikasi dapat langsung mengajukan permohonan melalui aplikasi

dan akan di proses dan divalidasi melalui aplikasi tersebut

b. Aplikasi Antrian Sidang

Layanan utama Pengadilan Negeri adalah pelayanan persidangan

perkara, baik perkara Pidana maupun perkara Perdata. Jumlah perkara di

Pengadilan Negeri Sekayu pada tahun 2019 adalah :
1.

2
3
4.
5

Perkara Pidana Biasa : 639
. Perkara Pidana Anak : 25
. Perkara Perdata Gugatan 1 24

Perkara Perdata Gugatan Sederhana : 63
. Perkara Permohonan ' 9

Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka untuk proses

persidangan juga dibuat aplikasi antrian sidang, sehingga dalam memberikan

pelayanan masyarakat mengetahui kapan perkara tersebut akan disidangkan.

Dimana rata-rata dalam 1 (satu) hari majelis hakim menyidangkan 15-20

perkara.

Gambar V.C.35
Aplikasi Antrian Sidang Pengadilan Negeri Sekayu

e 9 & - -Th e e




arian Kepuasan Masyarakat
ang mempermudah petugas pelayanan PTSP dalam mengetahui
uasan masyarakat dalam penggunaan pelayanan PTSP yang mereka

dapat.
Gambar V.C.36
Aplikasi Survey Kepuasan Pengadilan Negeri Sekayu

APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SEKAYU

PELAYANAN YANG DI DAPAT

» Perdata © Pidana © Hukum © Umum

LYY

RESPON

d. Tanda Tangan Elektronik

Dengan telah dikembangkannya beberapa layanan dengan
memanfaatkan teknologi seperti SPPT yang mengharuskan pemohon untuk
meng upload dokumen secara elektronik kemudian Pengadilan Negeri
Sekayu juga mengoptimalkan pelayanan dengan cara menerapkan Tanda
Tangan Elektonik yang sesuai dengan Pasal 11 ayat 1, UU No 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 52 ayat 1 dan 2 PP
No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Serta
Peraturan OJK No 77/2016 pasal 1 ayat 15. Sehingga dokumen yang
dihasilkan akan ditandatangi secara elektronik oleh Pengadilan Negeri Sekayu
yang telah tersertifikasi oleh BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknoligi ) Jakarta, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum

yang sama dengan dokumen yang di tandatangani secara konvensional.

—
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Gambar V.C.37

ang ditandatangani secara elektronik Pengadilan Negeri Sekayu

4. Pengadilan Negeri Kayuagung

Beberapa implementasi atas inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan

Negeri Kayu Agung dalam meningkatkan pelayanan kepada pihak eksternal yaitu
masyarakat pengguna layanan pengadilan, akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Inovasi Pelayanan bagi Pihak Eksternal
a. Aplikasi Antrian PTSP

Aplikasi Antrian PTSP adalah aplikasi yang digunakan untuk manajemen

antrian pada layanan masyarakat agar mempermudah masyarakat dan pencari

keadilan dalam memperoleh hak nya untuk dilayani, serta memberi kemudahan

pada petugas pelayanan yang dituntut ramah cepat dan tepat dalam memberi

pelayanan (Gambar 4.3). Terdapat 4 jenis layanan yang biasa digunakan oleh

masyarakat pada aplikasi antrian PTSP ini yaitu pelayanan pada kepaniteraan

muda pidana, kepaniteraan muda perdata, kepaniteraan muda hukum dan

informasi dan pengaduan. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini pelayanan

kepada masyarakat dapat lebih tertib dan teratur. Adapun mekanisme
pemberian nomor antrian PTSP adalah sebagai berikut :
v' Petugas keamanan/satpam menanyakan keperluan apa yang hen

didapatkan oleh masyarakat/pencari keadilan ke pengadilan.
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agian yang akan dituju oleh masyarakat/pencari keadilan.

PTSP dari aplikasi antrian PTSP melalui pengeras suara/speaker.

Gambar V.C.38
Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Kayuagung
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b. Si Alip (Sistem Informasi Aplikasi Layanan Informasi Pengadilan)

s keamanan/satpam memberikan nomor antrian sesuai

Masyarakat/pencari keadilan menunggu dan akan dipanggil oleh petugas

Si Alip merupakan aplikasi virtual assistant yaitu berupa layanan informasi

yang dapat membantu pengguna untuk memperoleh informasi mengenai layanan yang

tersedia di Pengadilan Negeri Kayu Agung secara mudah, cepat, efisien dan

transparan.Pengembangan aplikasi Si Alip dilatar belakangi oleh kondisi geografis

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu

kabupaten Ogan Ilir dan kabupaten Ogan Komering llir. Di mana di kedua wilayah

kabupaten tersebut terdapat daerah yang berjarak sangat jauh dari Gedung Pengadilan

Negeri Kayu Agung, sehingga cukup merasa kesulitan untuk memperoleh informasi

khususnya mengenani layanan yang ada di pengadilan.
Didasarkan atas permasalahan tersebut, Pengadilan Negeri Kayu Ag
kemudian melakukan inovasi berupa peluncuran virtual assistant yang disebu

yang dapat diakses secara mudah melalui aplikasi Whatsapp Messenger d




7675166. Di mana masyarakat yang membutuhkan informasi cukup mengetikan
ta “Halo” dan selanjutnya aplikasi Si Alip akan memandu untuk memberikan
informasi mengenai info tilang, info surat keterangan, info agenda sidang, info e-Court,
info panjar biaya perkara, info perkara, info jadwal sidang dan info biaya perkara.
® Output yang dihasilkan
Dengan diluncurkannya inovasi berupa aplikasi Si Alip di Pengadilan Negeri
Kayu Agung telah mengatasi permasalahan bagi masyarakat khususnya mengenai
adanya keterbatasan akses dalam memperoleh informasi mengenai layanan yang ada
di Pengadilan Negeri Kayu Agung. Di mana melalui aplikasi si Alip, masyarakat dapat
secara dengan mudah memperoleh informasi layanan tanpa terhambat oleh

keterbatasan waktu dan jarak.

Gambar V.C.39

Aplikasi SI Alip Pengadilan Negeri Kayuagung

c. Sistem Antrian Sidang
Dalam menjalankan proses persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memiliki
aplikasi sistem antrian sidang. Berikut ini prosedur pemanggilan sidang di Pengadilan
Negeri Kayu Agung :

a) Petugas Meja Informasi / operator Mendata Pihak yang telah hadir sesuai lapor,
yang masuk di meja informasi dengan aplikasi Rol Sidang

b) Sidang pada Nomor Perkara yang telah diabsensi akan menampilka
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Panggilan Sidang akan berbunyi dan memanggil Majelis, dan Pihak untuk memasuki
ruang sidang sesuai jadwal persidangan di SIPP.

Panggilan Sidang hanya bisa dilakukan di dalam ruang yang sama apabila sidang
sebelumnya telah dinyatakan selesai.

Gambar V.C.40
Aplisasi Antrian Sidang Pengadilan Negeri Kayuagung
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d.E-survey Badilum Mahkamah agung RI
Aplikasi E-survey Badilum Mahkamah Agung Rl adalah aplikasi Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) (Gambar 4.6).
Aplikasi ini dibuat berbasis web dan akan menghasilkan laporan secara
terperinci mengenai Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, sampai dengan
persepsi kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi . Daftar pertanyaan yang

disajikan dalam aplikasi ini pada mode kuisioner dapat sepenuhnya dikontrol

oleh administrator sehingga memudahkan petugas survei untuk mengolah dan

menganalisa data serta menyajikan hasil survei tersebut dalam bentuk laporan.

—
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ambar V.C.41

i -Esurvey Badilum Pengadilan Negeri Kayuagung
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e. Permohonan lIzin Penyitaan, Izin Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan Secara
Online Berbasis Surat Elektronik (e-mail)

Pengembangan inovasi permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan
penahanan berbasis e-mail berawal ketika munculnya Pandemi Covid-19 vyang
membatasi segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan adanya kontak secara
fisik. Hal ini tentunya turut berdampak kepada pemberian layanan pengadilan, yang
dalam hal ini khususnya mengenai pemberian pelayanan untuk izin penyitaan, izin
penggeledahan dan penahanan. Di mana semula pihak yang membutuhkan layanan ini
diwajibkan untuk datang langsung ke Pengadilan dengan membawa dokumen-dokumen
yang menjadi persyaratan yang diserahkan melalui bagian PTSP. Akan tetapi melalui
inovasi ini, layanan tersebut dapat diproses hanya dengan pengiriman dokumen secara
elektronik melalui e-mail.

® Output yang dihasilkan

Adapun implementasi atas inovasi ini telah dimulai sejak bulan Mei 2020, di mana
terdapat sebanyak 2702 permohonan izin penyitaan, izin penggeledahan dan penahan
yang dikirimkan melalui emai layanan Pengadilan Negeri Kayu Agung.

Melalui penerapan inovasi permohonan izin penyitaan, izin penggel

—
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sebut , Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat menerapkan
ebagai salah satu upaya meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di
janya sekaligus juga tetap dapat memberikan pelayanan yang maksimal,
ah dan cepat kepada pihak yang berkepentingan.

Didasarkan atas apresiasi masyarakat yang sangat baik terhadap inovasi ini,
Pengadilan Negeri Kayu Agung selanjutnya akan melakukan pengembangan berupa
sebuah sistem berbasis web yang disebut SPT Online, yang dapat diakses melalui alamat

website http://spt.pn-kayugung.go.id/

Gambar V.C.42

Apliksi SPT Online Pengadilan Negeri Kayuagung
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f. Sterilisasi Area
Inovasi ini dilakukan sebagai bentuk konkrit Pengadilan Negeri Kayu Agung
dalam mewujudkan adanya suatu Kawasan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di mana untuk

terwujudnya hal tersebut diperlukan suatu desain penataan ruangan kantor yang dapat

mencegah terjadinya praktik suap, pungutan liar maupun gratifikasi di lingkungan
Pengadilan Negeri Kayu Agung. Inovasi desain penataan ruang tersebut selanjutnya
ditindaklanjuti dengan diadakannya Sterilisasi Area. Adapun hambatan dala

pengembangan inovasi ini yaitu di mana Gedung Pengadilan Negeri Kayu
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g masih bebas untuk dimasuki oleh masyarakat umum.
ambatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung selanjutnya
optimalisasi terhadap bentuk dan desain kantor yang sudah ada dengan
kukan beberapa perubahan (renovasi) serta membatasi akses masuk publik ke
setiap ruangan yang ada di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
Beberapa bentuk penataan ruangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Kayu Agung dalam mewujudkan Sterilisasi Area yaitu Pintu Depan sebagai Akses Masuk
Pengadilan Negeri Kayu Agung langsung menuju ke Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP), adanya pembatasan akses masuk publik dengan adanya pembatasan pintu batas
PTSP serta pintu masuk yang dilengkapi dengan fasilitas Fingerscan dan Access Card ,
Adanya perubahan letak ruang tahanan yang semula berdekatan dengan ruang Hakim
dan Panitera dipindahkan letaknya di dekat ruang sidang Pengadilan Negeri Kayu
Agung ), adanya ruang tamu terbuka dalam hal adanya tamu yang akan menemui
aparatur peradilan, serta disediakannya lemari penitipan barang dan box gratifikasi .
® Output yang dihasilkan
Adapun output yang dihasilkan dari inovasi Sterilisasi Area di Pengadilan Negeri
Kayu Agung yaitu menghilangkan adanya kemungkinan terjadinya praktik-praktik suap,
pungutan liar maupun gratifikasi yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada Aparatur
Pengadilan Negeri Kayu Agung. Sehingga dapat mendukung komitmen Pengadilan Negeri
Kayu Agung dalam mewujudkan adanya wilayah Zona Integritas yang bebas dari korupsi,

bersih dan berorientasi untuk melayani.

Gambar V.C.43
Sterelisasi Area Pengadilan Negeri Kayuagung




Kompensasi dan Tanda Terima Kasih Bagi Penerima Layanan serta Penerapan Reward
and Punishment Bagi Pelaksana Layanan

Berkenaan dengan inovasi kompensasi dan tanda terima kasih bagi penerima
layanan dilaksanakan sebagai tindak lanjut terhadap komitmen Pengadilan Negeri Kayu
Agung dalam memberikan pelayanan yang prima, berkualitas dan berkeadilan ke pada
masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung. Inovasi ini ditujukan agar
masyarakat memperoleh pelayanan sebagaimana standar yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan inovasi reward and punishment bagi pelaksana layanan dilaksanakan
sebagai bentuk apresiasi dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap para Aparatur
Pelaksana Layanan yang menunjukan kinerja yang sangat baik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum. Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan motivasi
para Aparatur Pelaksana Layanan agar dapat terus menerus memberikan pelayanan
yang prima dan berkualitas kepada Para Pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kayu
Agung.

Pemberian kompensasi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi berupa

adanya pelayanan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah

ada, kompensasi yang diberika berupa “Bebas Antrian” dan “Souvenir” . Sedangkan
untuk pemberian tanda terima kasih diberikan terhadap penerima layanan yang telah
berpartisipasi aktif dalam pengisian survei ataupun testimoni berkaitan den

pelayanan yang telah diberikan, tanda terima kasih tersebut berupa “Souvenir”.
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sanakan dengan memperhatikan kondisi yaitu adanya
erima layanan yang dibuktikan melalui peningkatan nilai Indeks
asyarakat (IKM), hasil monitoring dan evaluasi dari Pejabat Pengelola PTSP,
urvei. Tidak terdapatnya komplain yang diterima oleh pelaksana layanan, baik dari
sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi, keberadaan pelaksana, dan kesesuaian hasil
produk layanan. Serta adanya pelaksana layanan yang mampu menciptakan inovasi
layanan yang berbasis Teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kemudahan
kualitas pelayanan. Adapun bentuk reward yang diperlukan yaitu kenaikan nilai Sasaran
Kinerja Pegawai dan adanya piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu
Agung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik.

Sedangkan pemberian Punishment dilaksanakan dengan adanya beberapa kondisi
seperti adanya komplain yang diterima oleh pelaksana layanan, produk layanan atau
informasi yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur, dan adanya gratifikasi yang
diterima oleh pelaksana layanan dari pengguna layanan. Bentuk Punishment yang
diterapkan berupa teguran lisan/ tertulis dari atasan langsung dan/atau pemberian

hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

®  Output yang dihasilkan

Melalui implementasi inovasi kompensasi dan tanda terima kasih bagi penerima
layanan serta inovasi reward and punishment bagi pelaksana layanan, Pengadilan Negeri
Kayu Agung telah menghasilkan output berupa peningkatan kualitas pelayanan di
Pengadilan Negeri Kayu Agung yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang
berlaku sehingga Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat mewujudkan adanya Badan
Peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagaimana yang
tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Blue Print) Mahkamah Agung

Republik Indonesia Tahun 2010-2035.
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Gambar V.C.44

ard and Punishment Pengadilan Negeri Kayuagung

h. Teman Dilan Kayuagung
Teman Dilan Kayuagung Adalah sistem informasi pelayanan pengadilan negeri
kayuagung, sebuah portal informasi dan pelayanan publik yang ada di pengadilan negeri
kayuagung yang bertujuan untuk mempermudahkan dalam penyampaian informasi
kepada masyarakat dan membantu dalam mempermudah birokrasi. Teman dilan
Kayuagung memliki fitur SIPP, E-COURT, Eraterang, E-tilang, E-request, informasi jadwal
sidang, web pn kayuagung, instagram, facebook, whatsapp pn kayuagung, google map,
youtube, hotline pn kayuagung dan tanya si alip informasi seputar pengadilan. Adapun
kondisi yang melatarbelakangi dibentuknya inovasi ini yaitu di mana selama ini
kebutuhan akan informasi mengenai pengadilan sangat di butuhkan oleh masyarakat
luas baik di kabupaten ogan komering ilir dan ogan ilir, diharapkan aplikasi ini bisa
diakses dalam satu gengaman. Aplikasi ini dapat diakses pada google play store search

“teman dilankayuagung”.

®  Output yang dihasilkan

Beberapa output yang akan dihasilkan oleh aplikasi Teman Dilan Kayuagung meliputi:
1. Bagi Masyarakat:

v/ Adanya aplikasi ini secara tidak langsung akan memberikan dampak ke mas

217 ]

—



dalam mendapatkan informasi mengenai pengadilan negeri

ung tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Negeri Kayuagung.

gi Institusi:

v’ Mendukung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kayu
Agung;

v’ Meningkatkan kualitas layanan publikdalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik
dalam pemanfaatan SDM maupun teknologi informasi;

3.Bagi Pimpinan:

v’ Sebagai tools pimpinan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memonitoring target «
dalam meningkatkan pelayanan publik.

4.Bagi Pengguna Aplikasi:

v Memudahkan dalam pemberian informasi pengadilan negeri kayuagung;

Gambar V.C.45

Teman Dilan Kayuagung Pengadilan Negeri Kayuagung

MENU LAYANAN

Lrsprrcrs OrntAFree Tarrsorr DTFcrrsr Rircrircacesricr




an Bagi Pihak Internal
I pelayanan bagi Pihak Internal di Pengadilan Negeri Kayu Agung ditujukan
untuk meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatannya masing-masing.
Adapun inovasi internal yang sedang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Kayu
Agung tersebut berupa:
a. e-SKP (Elektronik Sasaran Kerja Pegawai)
e-SKP merupakan sebuah layanan penetapan dan pengukuran kinerja pegawai
secara elektronik berbasis web. Inovasi ini diciptakan sebagai sebuah karya atau
produk dari Aksi Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Pengawasan (PKP) yang
diikuti salah satu pegawai Pengadilan Negeri Kayu Agung. Di mana Pengadilan
Negeri Kayu Agung dalam hal ini sebagai pelopor pertama vyang
mengimplementasikan sebuah aplikasi berbasis web dalam menetapkan dan
mengukur sasaran kerja pegawai. Adapun kondisi yang melatarbelakangi
dibentuknya inovasi ini yaitu di mana selama ini pengukuran kinerja hanya dapat
dilakukan setahun sekali namun dengan adanya inovasi ini Pengukuran Sasaran
Kerja Pegawai dapat dilaksanakan setiap periode yakni per bulan, per triwulan,
per semester dan per tahun. Aplikasi ini dapat diakses pada alamat website

https://skp.pn-kayuagung.go.id/

® Output yang dihasilkan

Beberapa output yang akan dihasilkan oleh aplikasi e-SKP meliputi:

1. Bagi Masyarakat:
v'Adanya aplikasi ini secara tidak langsung akan memberikan dampak ke
masyarakat berupa peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Aparatur
Pengadilan Negeri Kayu Agung, dikarenakan semakin mudahnya
atasan/pimipinan langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kin
Aparatur tersebut. Serta sekaligus juga sebagai upaya pengua

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
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ung percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri

ayu Agung;

v/ Perbaikan kinerja kesekretariatan secara khusus dan Pengadilan Negeri Kayu
Agung secara umum;

v'Meningkatkan kualitas layanan publikdalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel baik dalam pemanfaatan SDM maupun teknologi informasi;

v’ Meningkatkan nilai Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dan Akreditasi
Penjaminan Mutu.

3. Bagi Pimpinan:
v/ Sebagai tools pimpinan Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam memonitoring

target sasaran kerja pegawai;

v’ Dapat dijadikan pimpinan pengambilan keputusan.

4. Bagi Pengguna Aplikasi:
v Memudahkan dalam proses pembuatan SKP;

v/ Sebagai tools untuk memonitoring capaian kerja.

Gambar V.C.46
Aplikasi eSKP Pengadilan Negeri Kayu Agung
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cari keadilan dalam kemudahan berusaha dan perkembangan
skan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih sederhana, efektif dan
sangat dimungkinkan untuk berbasis elektronik. Dalam menjalankan
nya Pengadilan Negeri Muara Enim berusaha memberikan kepuasan dan layanan
aik, yaitu dengan membuat beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan
juga informasi kepada para pengguna peradilan.
1. Aplikasi Antrian Pengunjung
Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk memudahkan antrian para pengguna
peradilan di meja PTSP. Antrian ini berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi
lebih tertib.
Gambar V.C.47

Aplikasi Sanjung (Sistem Antrian Pengunjung) Pengadilan Negeri Muara Enim
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2. Survey Pelayanan Petugas PTSP PN Muara Enim
Survei Pelayanan Petugas PTSP PN Muara Enim merupakan aplikasi survei terkait
pemberian pelayanan dari petugas Meja PTSP pada Pengadilan Negeri Muara Enim
dalam bentuk kuesioner berbasis elektronik. Data input dari pengunjung akan terekam

dan menjadi output erupa Nilai rata- rata petugas PTSP.
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Gambar V.C.48

Pelayanan Petugas PTSP Pengadilan Negeri Muara Enim
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Buku Tamu PTSP PN Muara Enim
Buku Tamu PTSP PN Muara Enim adalah aplikasi berbasis elektronik yang merekam
data atau informasi terkait tamu /pengunjung Pengadilan Negeri Muara Enim yang
memerlukan pelayanan pada meja PTSP. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur Perekam
Wajah dan Notifikasi via telegram bagi Petugas meja PTSP.
via telegram bagi Pegawai.

Gambar V.C.50

Aplikasi Buku Tamu Pengadilan Negeri Muara Enim




n merupakan aplikasi berbasis elektronik yang di rancang untuk

stem kearsipan data. Administrator dalam hal ini bidang Kepegawaian
n pengarsipan terkait data secara online dalam bentuk format yang
inkan guna pencarian yang mudah dan cepat terkait arsip kepegawaian.

Gambar V.C.51

Aplikasi E-Kepegawaian Pengadilan Negeri Muara Enim
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5. Aplikasi LKE ZI mandiri
plikasi LKE-ZI Mandiri adalah Aplikasi berbasis elektronik dalam rangka mempermudah
pengarsipan data- data yang terkait dengan pembangunan Zona Integritas sehingga
guna pengaksesan yang lebih cepat dan mudah.

Gambar V.C.52
Aplikasi LKE ZI Mandiri Pengadilan Negeri Muara Enim

A

-~
S TR V00 TR O, AL

LAY B RN NORUPE QAN WAV BRORAY BERES DA WELATAN

[RRPNT LY [e———

223 ]

—




A- AMIN merupakan Virtual Whatsapp informasi pelayanan PTSP pada Pengadilan
Negeri Muara Enim. Pengunjung dapat mengakses WA-AMIN via Aplikasi Whatsapp
dengan Scan Barcode atau menambahkan Kontak WA-AMIN. Pengunjung juga dapat
mengakses aplikasi WA AMIN pada Website Pengadilan Negeri Muara Enim.

Gambar V.C.53
Aplikasi WA-Amin Pengadilan Negeri Muara Enim

Tﬂﬂm Frequently Asked Questions Q@ Layanan Apa Saja Yang

Blsa Diberikan WA-AMIN?
Tengadiban Negeri Muarn Knsm 5 W hl e
« ‘—:. m-:' M

e, MESISEERS

TRREATT FRODER LIELNAK FISE _-F—-

] PENTLAIILAN ATOER! MEARA 15TH e e v B4

W

."“':\ e ok v S b [r

\ .' plomag 1

%«‘m. / e Wy, Dbl A by
Mg et et - -
HUBINGL WA AN T
DENGAN WHATSAPT KE NOMOR

| 0831-6008-4470 : Kapun bisa menghubungd

7. Aplikasi antrian persidangan elektronik dan whatsapp informasi jadwal persidangan (e
sindang) Aplikasi ini merupakan aplikasi Pelayanan Informasi terkait jadwal sidang
yang dilengkapi dengan virtual Whatsapp bagi pengunjung dan konfirmasi kesiapan
Sidang bagi Pihak- Pihak terkait (JPU, Penasihat Hukum,dlIl).

Gambar V.C.54

Aplikasi Antrian Persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim
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(Elektronik Sistem Informasi Izin Geledah 1Izin Sita dan
enahanan)

-SERASAN adalah aplikasi berbasis elektronik yang digunakan oleh para
idik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mengajukan
permohonan penetapan izin Geledah, Izin Sita dan perpanjangan penahanan. Dan
digunakan oleh PTSP Kepaniteraan Pidana untuk menerima dan memproses
permohonan penetapan yang diajukan para penyidik

Gambar V.C.55

Aplikasi E-Serasan Pengadilan Negeri Muara Enim
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9. Televisi Informasi
Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung yang datang ke Pengadilan
Negeri Muara Enim, maka dibuatlah suatu innovasi yaitu televisi informasi berupa
informasi jadwal sidang, biaya panjar perkara, profil Pengadilan Negeri Muara Enim,
SOP Pelayanan PTSP.

—
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Gambar V.C.56

Aplikasi TV Informasi Pengadilan Negeri Muara Enim

TV informasi jadwal sidang TV informasi radius biaya perkara

TV informasi Profil Pengadilan TV Informasi jangka waktu Pelayanan PTSP

10. Akses terbatas pada ruangan
Untuk menjaga independensi dan integritas hakim dan ASN pada Pengadilan
Negeri Muara Enim, maka dibuat sistem penjagaan untuk melewati pintu masuk
ruangan Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim, bagian Kepaniteraan

menggunakan mesin akses yang di lengkapi dengan kartu akses. Dengan adanya

akses penjagaan ini, dapat membatasi masyarakat atau para pihak yang berperkara

untuk bertemu langsung dengan hakim dan ASN Pengadilan Negeri Muara Enim.

—
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Gambar V.C.57

asi Akses terbatas Pengadilan Negeri Muara Enim

Akses ruang KPN, WKPN, Panitera Akses ruang Hakim dan Sekretaris

Akses ruangan kepaniteraan Penggunaan kartu akses

6. Pengadilan Negeri Baturaja
Dalam Melayani Masyarakat Pencari Keadilan, Khususnya Diwilayah
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pengadilan Negeri Baturaja Telah
Melakukan Upaya-Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Teknologi
Informasi, Saat Ini Pengadilan Negeri Telah Mempunyai 5 Sistem Informasi Yang
Berbasis Teknologi Informasi Diantaranya

1. Aplikasi Sandra (Smart Asisten Data Perkara)

Sandra Melupakan Layanan Aplikasi Chat Bot WA / Robot Penjawab
Otomatis Melalui Layanan WhatsApp, Dimana Aplikasi ini beroperasi selama 1
X 24 Jam setiap hari dan Diprogram untuk melayani masyarakat pencari
keadilan dengan fungsi menggantikan operator pelayanan untuk menjaw
secara otomatis permintaan informasi yang ditanyakan oleh masya

sehingga meskipun diluar jam kerja masyarakat tanpa kesulitan me
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nformasi dengan mudah, cepat, murah dan praktis berikut tampilan layanan
informasi yang bisa diperoleh melalui Sandra. Ketika Masyarakat
Membutuhkan Informasi Masyarakat Dapat Melakukan Chat Ke Nomor
Layanan Informasi Sandra di Nomor 082175962010, Seluruh Produk Produk
Hukum Pelayanan Pengadilan Yang Ada Di Pengadilan Negeri Baturaja
Ditampilkan Mulai Dari Tata Cara Prosedur Pembuatan Surat Keterangan
Melalui Eraterang, Tatacara Mendaftaran Perkara Secara Onlie Melalui E-Court,
Melihat Status Pendaftaran Perkara E-Court, Status Biaya Perkara E-Court,
Tatacara Pengaduan Melalui Siwas dan Informasi Pelayanan Lainnya

Gambar V.C.58

Aplikasi Sandra Pengadilan Negeri Baturaja

Kamu Bisa Panggil Aku SANDRA

Aku Bisa Memberikan Informasi
Yang Kamu Butuhkan

SANDRA (SMART ASISTEN D&TA_PERKARA) '
Asisten Virtual Yang Dapat Membantu Masyamkat
Untuk Dapat Mengakses Informasi Perkara,

Jadwal Sidang, Biaya Perkara, E-Court, ERATERANG:~ "=
dan Layanan Pengadilan Negeri Ba!uraja Lainnya
Melalui Layanan WhatsApp - - —E

Hubungi Sandra Disini
082175962010

SCAN ME

Aplikasi Supel (Super Pengguna Layanan)
Supel Merupakan Aplikasi Layanan Survei Online Terkait Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Telah Dilakukan Oleh Pengadilan
Negeri Baturaja, Aplikasi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan Menpan RB
RI No 14 Tahun 2017 dengan menggunakan 9 Unsur Pelayanan. Aplikasi Ini
Sendiri Bisa Diakses Baik Melalui Aplikasi Sandra Melalui Layanan WA
082175962010 atau melalui link yang diletakkan diwebsite http://pn-
baturaja.go.id atau dapat  diakses langsung melalui link
http://114.5.196.62/supel baik melalui PC / Komputer maupun melalui
smartphone

—
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Gambar V.C.59

plikasi Supel Pengadilan Negeri Baturaja

Aplikasi Superaksi (Survei Pengguna Layanan)

Superaksi Merupakan Aplikasi Layanan Survei Persepsi Anti Korupsi pada
Pengadilan Negeri Baturaja, Aplikasi Ini Sudah Disesuaikan Dengan Peraturan Menpan RB
Rl dengan menggunakan 10 Indikator. Aplikasi Ini Sendiri Bisa Diakses Baik Melalui
Aplikasi Sandra Melalui Layanan WA 082175962010 atau melalui link yang diletakkan

diwebsite http://pn-baturaja.go.id atau dapat diakses langsung melalui link

http://114.5.196.62/superaksi baik melalui PC / Komputer maupun melalui smartphone
Gambar V.C.60

Aplikasi Superaksi Pengadilan Negeri Baturaja

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI




(Sistem Informasi Grafik Perkara)

Aplikasi yang terdiri dari menu persidangan, mediasi, barang bukti,
enahanan, saksi, tuntutan, putusan, minutasi, pemberitahuan putusan, E-
Court, Grafik Perkara Masuk, Grafik Perkara Putus, Grafik Perkara Minutasi
dan Rasio Penyelesaian Perkara.

Gambar V.C.61

Aplikasi SisgraPengadilan Negeri Baturaja

5. Aplikasi Antrian PTSP
Aplikasi ini digunakan dan ditempatkan di ruang ptsp pengadilan negeri
baturaja dimana pengunjung yang datang akan mendapatkan nomor antrian
sesuai dengan masing masing keperluannya, loket pelayanan yang tersedia
pada aplikasi ini yakni loket pelayanan pidana, hukum, perdata dan loket
pelayanan umum. Pengunjung Akan Dipanggil Berdasarkan Nomor Antrian

Sehingga Antrian Pelayanan Menjadi Lebih Tertib

Gambar V.C.62
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Baturaja




i Pengadilan Negeri lahat adalah sebagai berikut :
an sidang

Panggilan Sidang (merupakan sistem yang dibuat untuk panggilan
terhadap sidang yang akan sebentar lagi akan berlangsung, sehingga para
pihak (jaksa, hakim, pengacara, terdakwa serta pengunjung) bersiap
melangsungkan persidangan), Tujuan adanya system ini yaitu : terciptanya
persidangan yang tertib disiplin dan nyaman bagi pihak-pihak yang berperkara.

Gambar V.C.63
Panggilan sidang Pengadilan Negeri Lahat

Pengadilan Negeri Lahat

Pilih Ruang Sidang

Tanggal : 21-03-2018

RUANG SIDANG 1
BEFIA B 2018/PN Lt —> Marsih sidang

RUANG SIDANG 2
BPILSUSAVTAPN Ut —> Marh sidang

RUANG SIDANG 3 - (0)
Tidak digunadcn

RUANG SIDANG ANAK - (0}

b. Survey Kepuasan Masyarakat
Alat Survei Kepuasan Masyarakat yang di sediakan dapat menjadi
wadah yang efektif dan efisien bagi masyarakat, aplikasi juga telah memenuhi
aspek GO Green karena mengurangi penggunaan kertas. Aplikasi tersebut
juga dapat langsung dilihat nilainya, untuk masyarakat yang puas dan tidak

puas terhadap pelayanan, yang disertai kritik dan saran.
Gambar V.C.64
SKM Pengadilan Negeri Lahat




Antrian sidang

Mesin Antirian di Pengadilan Negeri Lahat merupakan adopsi dari
Bank BRI Lahat. Mesin antrian ini merupakan Hibah dari Bank BRI. Sistem
Antrian ini diharapkan dapat mendukung kondisi yang rapi tertib dan

kondusif.

Gambar V.C.65
Antrian PTSP Pengadilan Negeri Lahat

d. Papan Digital Perdata dan Pidana
Merupakan Papan Digital pengganti Papan Board inovasi dari
Pelayanan ini dikarenakan kesulitan dalam penulisan dan tidak memenubhi
aspek efektif dan efisien. Isi dari sistem ini yaitu (data banding-kasasi-PK-
gugatan-permohonan-penahan) sistem ini merupakan info dan reminder

untuk bagian pidana dan perdata
Gambar V.C.66
Papan Digital perdata Pengadilan Negeri Lahat

PAPAN DIGITAL PERDATA .

i WEACAAM PERKARA PERCATA YANG DIMOHONICAN PENNJAUAN KEMBALI




Gambar V.C.67
Papan Digital pidana Pengadilan Negeri Lahat

PAPAN DIGITAL PIDANA

8. Pengadilan Negeri Prabumulih

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan
percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih serta
peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Prabumulih, maka perlu
adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan
tersebut.

Berikut beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Negeri Prabumulih
1. Antrian Sidang
Adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan panggilan sidang yang

ada di Pengadilan Negeri Prabumulih.
Gambar V.C.68
Antrian Sidang Pengadilan Negeri prabumulih

- Anrizn Sidang Pe gt Prabumulh -

Tidak digunakan




Secara Online
plikasi pelayanan publik secara online yang digunakan untuk

ung responden dari pengguna Pengadilan.

Gambar V.C.69
SKM Pengadilan Negeri prabumulih

: : Statistik Pengunjung
Survei Pelayanan Publik

Totat (3]

DAFTAR PERTANYAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PENGADILAN NEGERI
PRABUMULIH KLAS Il

Kepada Yth
Bapak/lbuw/'Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Prabumulih Klas Il

9. Pengadilan Negeri Pagaralam
Tuntutan para pencari keadilan dalam kemudahan berusaha dan
perkembangan zaman, mengharuskan pelayanan di Pengadilan menjadi lebih
sederhana, efektif dan efisien dan sangat dimungkinkan untuk berbasis
elektronik. Dalam menjalankan tupoksinya Pengadilan Negeri Pagar Alam
berusaha memberikan kepuasan dan layanan terbaik, yaitu dengan membuat
beberapa inovasi untuk memberikan kemudahan dan juga informasi kepada
para pengguna peradilan.
1. Aplikasi Antrian Pengunjung Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk
memudahkan antrian para pengguna peradilan di meja PTSP. Antrian ini
berbasis elektronik dan layanan PTSP menjadi lebih tertib.

2. Aplikasi Antrian Sidang Tujuan dari aplikasi ini dibuat adalah untuk

memudahkan pelaksanaan sidang. Jadwal dan ruang sidang akan ditentukan
di aplikasi ini, sehingga pelaksanaan sidang menjadi lebih tertib.

3. Televisi Informasi Untuk memberikan informasi kepada para pengunjung
yang datang ke Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dibuatlah su
innovasi yaitu televisi informasi berupa informasi jadwal sidang, biaya

perkara, profil Pengadilan Negeri Pagar Alam, SOP Pelayanan PTSP
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Gambar V.C.70
Antrian Sidang Negeri pagaralam

10. Pengadilan Negeri Pangkalanbalai

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai melakukan beberapa inovasi. Adapun beberapa inovasi yang
dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a) Aplikasi ASSIAP (Asisten Informasi Pengadilan) merupakan sebuah Aplikasi
berbasis aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 081274916659 yang dapat

digunakan oleh semua elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP

android, dikarenakan saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat

sehingga Pengadilan Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem

informasi pengadilan untuk masyarakat pengguna jasa pelayanan Pengadilan,

adapun manfaat dan informasi yang dapat di peroleh melalui aplikasi ASSIAP ini

sebagai berikut:

1. Informasi Pengadilan di didapat secara REAL TIME;

2. Para Pihak dapat mengakses informasi Pengadilan yang dibutuhkan darimana

saja;

3. Aplikasi ASSIAP lebih familiar dan mudah digunakan oleh setiap elemen

masyarakat;

. Jenis informasi yang dapat diperoleh:

Informasi Perkara
Informasi Panjar perkara
Informasi Denda Tilang
Informasi Surat keterangan

Informasi E-Litigasi

—
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masi Sosmed/ nomor kontak pengaduan/dll dan akan dikembangkan

terus sesuai kebutuhan masyarakat nantinya.
Gambar V.C.71
Antrian ASSIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
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b) Aplikasi ASDUMAS (Asisten Pengaduan Masyarakat) merupakan sebuah Aplikasi

berbasis aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 082210009901 yang dapat
digunakan oleh semua elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP
android, dikarenakan saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat
sehingga Pengadilan Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem

untuk masyakarat melakukan pengaduan.

Gambar V.C.72
Antrian ASDUMAS Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

pakah Anda Ingin Mengajukan Komplain
atas Kinerja / Perilaku ASN pada
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?

Kini Ada...!

cAsislen Peagaduan oMasyarakal
@ “ ASDUMAS «
.Q'Q%;-,, S/
@ ,5 2] 0822-1000-9901

Jam Layanan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Senin s/d Kamis 0B.00 WIB - 1630 WIB
Jurn'at 0B.OO WIB - 17.00 WiB




M (Asisten Konsultasi Hukum) merupakan sebuah Aplikasi
aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor 082210009902 yang dapat
nakan oleh semua elemen masyarakat yang menggunakan perangkat HP
android, dikarenakan saat ini aplikasi WhatsApp (WA) sedang memasyarakat
sehingga Pengadilan Negeri memilih sarana WA ini sebagai alat atau sistem
untuk masyakarat melakukan konsultasi hukum dimana Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang

dibiayai APBN untuk menyediakan layanan Konsultasi Hukum.
Gambar V.C.73
Antrian ASTASIKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

pakah Anda Ingin Berkonsultasi Mengenai Hukum 7?77

Pengadilan Negeri Pangkalan Balal bekerjasama
? dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKLIM)
PN Pangkalan Balai vang dibiayvai APBN

Menyediakan Layanan

cAsi Q(m/l “Keviewllast ‘YNubkuwm
T ASTASIKUM ™
€S /5N 0822-1000-9902

d) Aplikasi E-TEIKWAN (Elektronik Teknologi Informasi Kepegawaian) merupakan
aplikasi elektronik berbasis web digital untuk mengetahui data-data

kepegawaian, seperti Surat Keputusan Ketua PN, Surat Izin, Surat Sakit, Surat

Cuti, Surat Tugas, dan Surat Izin Keluar Kantor.

Gambar V.C.74
Antrian E-TEIKWAN Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
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rian Terintegrasi) merupakan aplikasi Aplikasi antrian

g berbasis data base server.
Gambar V.C.75

Antrian SANTRI Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Antian Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengadilan Negeri Pangkalan Bl
Hﬁri E.it'li J? qpnl 2351 APLIKASI JURNAL DAN ANTRIAN SIDANG

Usernama

af LoEr? NET4
FELITHAAN PRLARK PEL LA FEROATL I ) e
Password

f) Aplikasi SIGAP (Sita, Geledah dan Penahanan) merupakan aplikasi yang
terhubung dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang mana memudahkan
mereka dalam pengiriman permohonan atau pengajuan sita, geledah dan

penahanan secara elektronik berbasis web.
Gambar V.C.76
Antrian SIGAP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
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ektronik berbasis Google Form.

Gambar V.C.77
Antrian E-MINATOR Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Permintaam ATK PN Pangkalanmn Balai

rHarap disin: dengan benar dan telm

E-—=1 ks Ao (Tidak diks kar) Sarv ek L=——1

ATOR (Elektronik Permintaan Alat Tulis Kantor) merupakan inovasi

dipergunakan untuk melakukan permintaan alat tulis kantor secara
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PENGAWASAN

A. INTERNAL
B. EVALUASI



nkan suatu organisasi, khususnya organisasi
memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan
lah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan
juan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara
n tetapi jika tidak disertai dengan pengawasan, maka hasil yang akan
oleh kurang maksimal. Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang
angat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan
pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

1. Maksud Pengawasan

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan,
pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan
telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan
tugas-tugass peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal
administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisienan
penyelenggaraan peradilan.

d. Menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan
Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai
masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau
pimpinan Pengadilan Tinggi Palembang untuk menentukan kebijakan dan
tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah

laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-
baiknya,

c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadila
yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat

biaya berperkara yang murah.
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wasan dilakukan dengan berpegang pada prinsip- prinsip :

ependensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata

untuk kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-
kepentingan lainnya;

Objektivitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan
menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang
antara lain adalah : hukum acara, peraturan perundang-undangan yang
terkait, petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung, kode etik dan Code of Conduct
hakim;

Kompetensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh

aparat/personil yang ditunjuk  untuk itu dengan wewenang,

pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;

d. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan

aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;

e. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan

sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-

Lapping;
f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan

dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya

tumpang tindih dalam melakukan pengawasan;

g. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus

dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil

yang bermanfaat secara maksimal.

5. Dasar Hukum Pengawasan

1.
2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009;
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etua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
gal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006
tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan
Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam
Melaksanakan Tugas Pengawasan;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya;

8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 01 Juli
2021 Nomor: W6-U/2575/KP.01/VII/2021 tentang Penunjukan Hakim
Tinggi Pengawas Bidang dan Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi

Palembang.

A. INTERNAL

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang selaku voorpost
Mahkamah Agung melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan
Pengadilan Tinggi Palembang yaitu pengawasan daerah pada Pengadilan Negeri
se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang, Pengawasan pembinaan
bidang-bidang pada Pengadilan Tinggi Palembang dan menindaklanjuti
pengaduan. Pengawasan Daerah di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Palembang dan Pengawasan Bidang telah dilakukan sebagaimana mestinya.
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san ke Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan

LOKASI TANGGAL
TIM PENGAWASAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
Ketua Pengadilan Tinggi PN Palembang Juni - Juli 2021
Palembang Atau Wakil PN Muara Enim Juni - Juli 2021
Ketua Pengadilan Tinggi PN Prabumulih Juni - Juli 2021
Palembang PN Baturaja Juni - Juli 2021
2. Hakim Tinggi Pengawas PN Pagar Alam Juni - Juli 2021
Daerah PN Lahat Juni - Juli 2021
3. Staf Kepaniteraan atau Staf PN Kayuagung Juni - Juli 2021
Kesekretariatan PN Sekayu Juni - Juli 2021
PN Pangkalan Balai Juni - Juli 2021
Tabel VI.A.31
Jadwal Pembinaan ke Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan
LOKASI TANGGAL
TIM PEMBINAAN
PEMBINAAN PELAKSANAAN
1. Ketua Pengadilan Tinggi PN Palembang Mei - Juni 2021
Palembang Atau Wakil Ketua PN Muara Enim Mei - Juni 2021
Pengadilan Tinggi Palembang PN Prabumulih Mei - Juni 2021
2. Hakim Tinggi PN Baturaja Mei - Juni 2021
Sekretaris atau Panitera PN Pagar Alam Mei - Juni 2021
4. Staf Kepaniteraan atau Staf PN Lahat Mei - Juni 2021
Kesekretariatan PN Kayuagung Mei - Juni 2021
PN Sekayu Mei - Juni 2021
PN Pangkalan Balai Mei - Juni 2021

Tugas Hakim Tinggi Pengawas Daerah adalah :
1. Melakukan invertarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam

pemeriksaan perkara dan hasil evaluasi, pengawasan tahun 2019 baik

teknis maupun administrasi peradilan sebagai bahan aplikasi pembinaan.
2. Melakukan invertarisasi dan merekapitulasi temuan-temuan dalam
pemeliharaan dan pemeriksaan dokumen laporan daerah pembinaan dan
pengawasan.
3. Menganalisa temuan-temuan dimaksud dan menyampaikan laporan

tindak lanjut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

(20 ]



an dan pengawasan langsung ke daerah
aupun lainnya, sesuai perencanaan dan atau kebijakan

engadilan Tinggi Palembang.

apun hasil pengawasan daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Administrasi Peradilan dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis
maupun kesekretariatan pada Pengadilan negeri diwilayah hukum
Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pegawai pada setiap
satuan kerja dimana masih dibantu oleh tenaga non pegawai pemerintah.

3. Kondisi sarana dan prasarana yang masih banyak perlu pembaharuan dan
pengadaan dikarenakan disemua Pengadilan telah diterapakan teknologi
informasi baik berupa program aplikasi untuk mendukung pekerjaan
maupun inovasi — inovasi pelayanan publik yang semuanya membutuhkan
tenaga yang terampil dan anggaran yang tidak sedikit.

< Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan
sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan
Melekat dan Rutin/Reguler.

< Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e
R X4

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan
Serang secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

kewenangan masing-masing;

e
R X4

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak
ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah

direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan

(terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan
(dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit
Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis,

efisien, dan efektif);
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n adalah rangkaian proses penanganan atas

ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau

u aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau

ervasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi

(pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan

tersebut;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan

tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/

pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan

untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara,

penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan

berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

< Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat
pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang
meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan
perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai
dengan pola yang sudah ditetapkan;

< Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan,
tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

< Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas
pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang
mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

< Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai

pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.
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wasan Oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang

KEGIATAN TEMPAT WAKTU
Hakim Tinggi Pengawas Bidang Ruang kerja setiap Minggu ke 1
melakukan pengawasan ke bidang | bidang (satu) setiap
-bidang bulan
- Hasil Pengawasan Hatiwasbid Ruang kerja Wakil Minggu ke 2
diserahkan ke Wakil Ketua Ketua Pengadilan (dua) setiap
Pengadilan Tinggi Palembang Tinggi Palembang / bulan
- Rapat Wakil Ketua Pengadilan diruang pertemuan

Tinggi dengan Hatiwasbid

Masing - masing bidang Ruang Panitera / Minggu ke 2
berdasarkan hasil temuan Sekretaris / Setiap (dua) setiap
Hatiwasbid melakukan rapat bidang bulan

berjenjang dengan
Panitera/Sekretaris dan Pelaksana

Rapat Dinas Bulanan Ruang pertemuan Minggu ke 3
(tiga) setiap

bulan

Adapun Tugas Hakim Tinggi Pengawas Bidang adalah :

1.

Bidang Teknis/kepaniteraan

v

Memantau pelaksanaan teknis administrasi penyelesaian perkara
banding

Memantau dan memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur
penerimaan perkara banding

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi
register perkara banding

Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas
perkara banding

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi
laporan perkara banding

Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi
kearsipan perkara banding.Menginventarisir temuan dan atau masalah
baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan
laporannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan den

memberikan saran dan tindak lanjut maupun solusinya
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an memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan
pada bagian kepegawaian, keuangan dan umum

Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja
Hakim, pejabat kepaniteraan, Pejabat Kepaniteraan dan pejabat

lainnya.

B. EVALUASI
Pada Tahun 2021 dilakukan evaluasi atas hasil pengawasan terhadap
bidang-bidang di Pengadilan Tinggi Palembang maupun satuan kerja diwilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat dinas setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang.

2. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Palembang
dan Pimpinan Pengadilan Negeri Se-Palembang dengan melakukan sosialisasi
Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakaan disiplin kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya., Perma
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung
dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Perma
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penangana Pengaduan
(whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya.

3. Memeriksa semua laporan pengawasan bidang yang telah di buat oleh Sub
Sub Bagian dan semua harus di tindaklanjuti.

4. Membuat Kontrak Kinerja dimana pegawai yang tidak menyelesaikan
pekerjaan tepat waktu sehingga dilakukan kontrak kinerja antara yang

bersangkutan dengan atasan.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
B. REKOMENDASI



2021 pelaksanaan Pelaksanan tugas pokok dan fungsi pada
Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri di bawahnya pada umumnya
terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah
berjalan sesuai prosedur.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang
terhadap Pengadilan Negeri di Wilayah hukumnya sudah dilaksanakan sesuai
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Pengadilan Tinggi Palembang dalam menghadapi era globalisasi khususnya era
keterbukaan informasi publik berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung
Nomor : 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011
tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan, dimana masyarakat bisa
mengetahui secara langsung pelaksanaan tugas yang ada di Pengadilan.
Dengan adanya Akreditasi Penjaminan Mutu maka pengadilan menjalankan
tupoksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dukungan dari
supporting unit.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Palembang telah
berfungsi sebagai penguhubung antar para pengguna pengadilan dengan petugas
meja informasi.

Banyaknya inovasi yang telah diciptakan oleh Pengadilan Negeri Se-Wilayah
Hukum Pengadilan Tinggi Palembang untuk membantu pelayanan publik.
Pengadilan Tinggi Palembang berupaya untuk semakin meningkatkan
pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan
informasi di Pengadilan. Penyajian informasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem
Informasi Penelusuran Perkara), tersedianya meja informasi untuk memberikan
layanan informasi kepada Masyarakat melalui layar LCD TV yang ada di /loby
Pengadilan Tinggi Palembang.

Di masa pandemi Covid-19 Tupoksi Pengadilan Tinggi Palembang telah berjalan

dengan baik sesuai dengan standar protokol kesehatan.

]
250 |

—




gatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang
tan kinerja di Pengadilan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
a perlu :

Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang
dibutuhkan akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan.

Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana agar tercapainya pelaksanaan pekerjaan
dengan baik.

Bahwa kebutuhan Teknologi Informasi sangat dibutuhkan dalam pengembangan
aplikasi seperti perangkat komputer yang dipasang secara permanen di meja
dan penggunaan data yang tepat dan akurat.

Anggaran IT agar disediakan oleh instansi pusat dalam pengembangan teknologi
informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dan para pencari keadilan.

Kebutuhan akan jaringan internet yang memadai dengan melakukan
penambahan kapasitas kecepatan internet dan kekuatan jaringan wi-fi akan
mempercepat pekerjaan yang dilakukan. Dengan penambahan jaringan internet
dan intranet akan mendukung SIPP, penyelesaian arsip perkara, penambahan

server dan pembaharuan website.
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PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PE ADILAN TINGGI PALEMBANG
NOMOR : W6-U/ /OT.01.2/XI1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Tembusan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

: a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2021 maka perlu
dibentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan
Tinggi Palembang Tahun 2021 ;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas penyusunan
laporan tersebut.

: 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;

2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan ;

4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2021.

: Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini

sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi
Palembang Tahun 2021.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutanuntuk
diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, “E

H. KRESNA MENON, SH, M. Hum
/ NIP. 19570723 198303 1 002

2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di - Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di — Jakarta



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
: W6-U/S063/0T.01.2/X11/2021
: 30 Desember 2021

Nomor
Tanggal

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2021

JABATAN JABATAN
NO HaMA KEDINASAN DALAM TIM
1 Dr. Hj. NIRWANA, SH, M.Hum. Wakil Ketua Pembina
2 | Hj. MIEN TRISNAWATY, SH, MH Hakim Tinggi Ketua Tim
3 | SUMARLINA, SH., MH Panitera Koordinator Bidang
Teknis
4 | RENO SUGIARTO, SH, MH Sekretaris Koordinator Bidang
Non Teknis
Kabag Perencanaan
5 | ISHAK RIZAL, ST & Kepegawaian Anggota
6 | NUHARDIN, SH., MH Panitera Muda Pidana Anggota
7 | Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH Panitera Muda Perdata Anggota
8 | ASBI, SH Panitera Muda Tipikor Anggota
9 | ASNAWI, SH., MH PIt. Panitera Muda Anggota
Hukum
10 | JUNAIDI, S.PSL., M.Si Kasubag Keuangan Anggota
& Pelaporan
Kasubag Kepegawaian
11 | EKA SRI REJEKI, SH., MH & Teknologi Informasi Anggota
Kasubag Rencana
12 | MADYA PRASETYA MULYA, SH Program 8 Anggaran Anggota
Kasubag Tata Usaha
13 | YUNI ARTIKA SARI, SE., SH, MH & Rumah Tangga Anggota
Analis Perkara
14 | WIWI DAMHENI, SH, MH Peradilan (Tipikor) Anggota
15 | FATMAYENI, S. Kom, SH, M. Kom Pranata Komputer Anggota
16 | YASMIN NAZIFAH, SE Analis Protokol Anggota
17 | METALIARISTA, SE Analis SDM Aparatur Anggota
. Analis Perkara
18 | Hj. SEPTIKA INTAN ISISU, SH Peradilan (Pidana) Anggota
19 | YULIANTI, SH Analis Hukum Anggota
Analis Perkara
20 | WAHYUNI HERIATI, SH Peradilan(Perdata) Anggota
21 | YUYUN MARYAMI, SE Bendahara Penerima Anggota
(!(ETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, Lf)

. KRESNA MENON, SH, M. Hum

/ NIP. 19570723 198303 1 002




MONITORING DAN EVALUASI
SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Tinggi
Palembang Nomor W6-U/4189/0T.01.2/X11/2020 tanggal 7 Desember 2020 perlu dilakukan

revisi.

Dasar Pertimbangan : | Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,
Bapak Pramodana K. K. Atmadja, S.H., M. Hum., telah
alih tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Palembang yang baru, Ibu Hj. Nirwana, S.H., M. Hum.
telah dilantik pada tanggal 28 Juni 2021.

Kebutuhan Revisi : | Untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Pelaksanan
Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, 2 Desember 2021
SEKRET &m;\c AN TINGGI PALEMBANG

RENO SUGIARTO S.H., MLH.
_NIP-19710418 199703 1 001




SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13. JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon 1 (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor :3111/SEK/OT 01.1/12/2021 Jakarta,l3 Desember 2021
Lampiran : Satu Sct
Hal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2021

Yth. 1. Para Pejabat Esclon I Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala / Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan di Scluruh Indonesia.
di
Tempat
Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk
terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, cfisien dan efektif, maka
sctiap program dan kegiatan yang tclah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai
dengan  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung RI Nomor
143/KMA/SK/VIIl/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada Bagian Ketiga
(Prosedur Penyampaian Laporan Pclaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para
Pejabat Esclon 1 Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya untuk mecnyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dengan
mempcerhatikan hal scbagai berikut:

1. Satker Esclon 1 Mahkamah Agung Rl menyusun Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2021 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari
masing-masing Unit Esclon II di Bawahnya;

2. Pengadilan Tingkat Banding menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2021 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-
masing Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya;

3. Penyusunan Laporan Pclaksanaan Kegiatan Tahun 2021 sesuai dengan
outline terlampir;

4. Laporan Pclaksanaan Kegiatan Tahun 2021 diserahkan ke Biro
Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung dalam bentuk soft copy
melalui email : renogevlap2@gmail.com paling lambat pada minggu ketiga
bulan Januari 2022, scdangkan dalam bentuk hard copy pada minggu
kecempat bulan Januari 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
- Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial,
- Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

. Kepala Badan Urusan Administrasi;

. Kepala Badan Pengawasan;

. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

Ul WM



Pengantar
Daftar Isi
Bab |

Bab I

Bab |11

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Lampiran 1

Surat Sckretaris Mahkamah Agung,
Nomor :3111/SEK/OT 01.1/12/2021
Tanggal :13 Desember 2021

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pendahuluan
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum / Agama / Miltun
Keadaan Perkara Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali
B. Penyelesaian Perkara
- Jumlah sisa perkara yang diputus
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi
dan PK
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi
C. Akredﬁam Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
Sidang keliling / pelayanan terpadu
Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)
Sumber Daya Manusia
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan
Mutasi
- Promosi Pensiun
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)
Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Inform asi
A. Pengelolaan Keuangan
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
C. Pengelolaan Teknologi Informasi
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum / Agama / Miltun

Implementasi SIPP di lingkungan Perailan Umum / Agama / Miltun
Peningkatan Pelayanan Publik

- Akreditasi Penjaminan Mutu

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Inovasi Pelayanan Publik

Pengawasan

A. Internal

B. Evaluasi

Penutup

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Catatan: Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satker masing-

masing



|
i
|
+
|
|
|
|
|

5

Januari

Lampiran 2

Surat Sckretaris Mahkamah Agung,
Nomor :3111/SEK/OT 01.1/12/2021
Tanggal :13 Desember 2021

JADWAL PENYERAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Minggu
Kedua

" Januari
' Minggu
Ketiga

Minggu
Keempat

Minggu
Pertama

e e

KEGIATAN KET

Laporan Pengadilan Tingkat Pertama telah diterima
oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Eselon Il menyerahkan soft copy Laporan
Pelaksanaan Kegiatan ke Eselon | di Lingkungan
Mahkamah Agung Rl dan Eselon | mengkompilasi
Laporan laporan Eselon Il di Lingkungan Mahkamah
Agung RI.

Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi laporan-
laporan dari Pengadilan Tingkat Pertama
dibawahnya.

Eselon | mengkompillasi laporan-laporan dari
masing-masing Eselon II.

Rekapitulasi yang sudah atau belum mengirimkan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan akan ditampikan
pada Website masing-masing Tingkat Banding
maupun Eselon | Mahkamah Agung.

Pen_gédiléh_fihﬁméﬁaiﬁé}nengirimkan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan yang telah dikompilasi ke
Badan Urusan Administrasi melalui Biro
Perencanaan dan Organisasi lewat email
renogeviap2@agmail.com

Seluruh unit Eselon | di Lingkungan Mahkamah
Agung Pusat mengirimkan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Eselon | yang telah dikompilasi ke Badan
Urusan Administrasi melalui Biro perencanaan dan
Organisasi lewat email renogevlap2@amail.com

Penyampaian hard copy Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadilan Tingkat Banding (yang sudah
dikompilasi) dikirimkan ke Badan Urusan
Administrasi c.q. Biro perencanaan dan Organisasi.
Penyampaian hard copy Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Eselon | di Lingkungan Mahkamah Agung
RI diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris
Mahkamah Agung RI.

Rekapitulasi yang sudah atau yang belum
mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan akan
ditampilkan pada website Mahkamah Agung RI.




